
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 
Pemerintahan Dacrah (Lcmbaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lcmbaran 
Negara Republik lndonesia Nomor 5587) scbagaimana 
Lelah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang­ 
Undang Nomor 9 Tahun 2015 teruang Perubahan Kedua 
Aras Undang-Undang Nomor 23 Tabun 2014 tentang 
Pemerintahan Daera.h (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 56 79); 

4. 

Undang-Undang Nomor 6 Ta.hun 2014 tentang Desa 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tabun 2014 
Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 5495): 

3. 

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2007 tcnt.ang 
Pernbentukan Kabupaten Kubu Raya di Provinsi 
Kalimantan Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2007 Nomor IO l, Tambahan Lcmbaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4751); 

2. 

I. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara. 
Republik Indonesia Tahun 1945; 

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagalmana 
dimal<sud dalam huruf a, perlu menetapkan Pcraturan 
Bupati tcntang Pengclolaan Keuangan Desa; 

Menginga1 · 

Menimbang: a. bahwa agar pengaturan keuangan desa berjalan sesuai 
dengan amanah Peraturan Menten Dalam Negeri 
Republik Indonesia Nomor 20 Tabun 2018 ientang 
Pengelolaan Keuangan Desa, perlu mengatur 
Pengelolaan Keuangan Desa; 

BUPATI KUBU RAYA. 

DENGAN RAflMAT TUHAN VANG MAHA ESA 

TENTANG 
PENGELOLAAN KEUANGAN DESA 

PERATURAN BUPAT! KUBU RAVA 
NOMOR ;q TAHUN 2018 

BUPA1'1 KUBU RAVA 
PROVINS! KAI.IMANTAN BARAT 



BAB I 
KETENTUAN UMUM 

Pasal l 
Dalarn Peraruran Bupati inl yang dimaksud dengan: 
t. Daerah adalah Kabupaten Kubu Raya 

2. Bupati adatah Bupati Kubu Raya. 

MEMUTUSKAN: 
Menetapkan: PERATURAN BUPATI TENTANG PENGELOLAAN KEUANGAN 

DESA. 

5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang 
Pcraturan Pclaksanaan Uodang-Undang Nomor 6 Tahun 
20 l 4 tcntang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana celah 
diubah beberapa kali terakhir dengan Peraruran 
Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan atas 

Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tcntang 
Pera tu ran Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 
2014 ten tang Desa (Lcmbaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2015 Nomor l57, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 5717); 

6. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 teniang 

Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan 
den Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan tembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah 
diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan 
Pemcrintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan 
Kcdua alas Peraturan Pemerintah Nemer 60 Tahun 
2014 tentang Dana Dcsa Yang Bersumber dari Anggaran 
Pendapatan dan Belanja Negara (Lcmbaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tarnbahan 

Lembaran Negara Republik Nomor 5864); 

7. Peraruran Men,eri Oalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 
tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Serita Negara 
Rcpublik Indonesia Tahun 20 18 Nomor 61 I); 



4. Pemenntahan Desa adalah Penyelenggaraan urusan Pemerintahan dan 
kepentingan masyarakat setempar dalam sistern pernerintahan Negara 

Kesatuan Repu blik Indonesia. 
5. Pemerintah Desa adalah kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain 

dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa. 
6. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD atau yang 

disebut dengan nama lain adalah lembaga yang melaksanakan Iungsi 
pemerintahan yang anggotanya merupakan walcil dari penduduk Desa 
berdasarkan keterwakilan wilayab dan duetapkan secara demokraus. 

7. Keuangan Desa adalah semua bak dan lcewajiban Desa yang dapat dinila.i 

dengan uang serra segala sesuatu bcrupa uang dan barang vang 
berhubungan dengan pelaksanaan hale dan kewajiban Desa, 

8. Pengelolaan Kcuangan Desa adalah keseluruhan kegiatan yang rneliputi 
perencanaan, pelaksanaan, penarausahaan, pelaporan, dan 

pertanggungjawaban keuangan desa. 
9. Rencana Kerja Pemerintah Desa, yang setaniuuiye disebut RKPDesa, 

adalah penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa 
untuk jangka waktu I (satu) tahun. 

10. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, yang selanjutnya disebut APB 

Desa, adalah rencana keuangan tahunao Pemcrintahan Desa. 
I J. Penerimaan Desa adalah uang yang masuk rekening kas desa, 
12. Peogeluaran Desa adalah uang yang keluar dari rekeing kas desa, 

13. Pendapatan adalah semua penenrnaan dese dalam 1 (satu) tnhun 
anggaran yang rnenjadi hak desa dan tidak pcrlu dikembahkan oleh Desa, 

14. Belanja Desa adalah semua pengeluaran yang merupakan kewajiban Desa 

dalam 1 (satu) tahun anggaran yang tidak alcan ditenma kemball oleh 

Desa. 
LS. Pembiayaan Desa adalah semua penerimaan yang perlu dibayar kembali 

dan/auau pengeluaran yang akan diterima kembali, ba.ik pada tahun 
anggaran yang bersangkuran maupun pada tahun anggaran berikutnya. 

3. Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan narna la.in, yang 

selanjutnya disebut Desa, aclalah kesatuan masyarakat hukum yang 
memiliki batas wilayah yang berwenang unruk mengatur dan mengurus 
urusan pemertntahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan 

prakarsa rnasyarakat. hak asal usul, clan/atau hak trachsional yang diakui 
clan dihormati dalam ststem pemerintahan Negara Kesetuan Republik 

Indonesia. 



\ 
I 

26. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran yang selanjutnya disebut SiLPA adalah 
selisih lebrh realisasi penerim.aan dan pengeluaran anggaran selama eetu 

periode anggaran. 
27. Dokumen Pelaksanaan Anggaran yang sclanjutnya disingkat DPA adalah 

dokumen yang memual rincian setiap kegiatan, anggaran yang 

disediakan, dan rencana penarikan dana untuk kcgia.tan yang akan 
dilaksanakan berdasarkan kegiatan yang lelah ditetapkan dalam APB 

Desa, 

16. Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keua.ngan Desa, yang selanjutnya 

disingkat PKPKD, adalah kepala Desa atau sebutan nama lain yang 

karena jabatannya mempunyai kcwcnangan rnenyelcnggarakan 
keseluruhan pengelolaan keuangan Desa. 

17. Pelaksana Pengelolaan Keuangan Desa, yang selanjutnya dislngkat PPKD, 
adalah perangkal Dess yang melaksanakan pengelolaan keuangan Desa 
berclasarkan keputusan Kepala Desa yang menguasakan sebagian 

kekuasaan PKPKD. 
18. Sekretaris Desa adalah perangkat Desa yang berkedudukan sebagal 

unsur pimpinan sekretariat Desa yang menjalankan tugas sebagai 
koordtnetor PPKD. 

19. Kepala Urusan, yang selanjutnya disebut Kaur, adalah perangkat Desa 
yang berkedudukan sebagai unsur staf sekretariat Desa yang 
menjalankan tugas PPKD. 

20. Kepala Seksi, yang setanjutnya disebut Kasi, adalah perangkal Dcsa yang 
berkedudukan sebagai pclaksana teknis yang menjalankan tugas PPKD. 

21. Rekenlng Kas Oesa adalah rekening tempat menyimpan uang 
Pemerintahan Desa yang mcnampung seluruh penerimaan Desa dan 
digunakan untuk membayar seluruh pengeluaran Desa dalam J [satu) 

rekening pada Bank yang ditetapkan. 

22. Sadan Usahe Milik Desa, yang selanjutnya disebut BUM Desa, adalah 
badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh 

Desa mclalui penyertaan secara langsung yang berasa I dari kekayaan 
Desa yang dipisahkan guna mengelola asct, jasa pelayanan, dan usaha 
lainnya untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa.. 

23. Da.na Cadangan adalah dana yang disisihkan guna mendanai kegiatan ~ 
yang memerlukan dana relatif besar yang tidak dapat dipenuhi dalam 

saru tahun anggaran. 
24. Surplus Anggaran Dcsa adalah selisih lebih antara pendapata.n Desa 

dengan belanja Desa, 



Pasal 2 
(II Keuangan dcsa dikelola berdasarkan asas transparan, alruntabel, 

partisipatif scrta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran. 

(2) APB Desa merupakan dasar Pengelolaan keuangan desa dalam rnasa 1 
(satu) tahun anggaran mulai tanggal I Januarl sampai dengan tanggal 31 
Desember, 

28. Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran yang selanjutnya disingkat 

DPPA adalah dokumcn yang mcmuat pcrubahan rincian kegiatan, 
anggaran yang discdiakan dan rcncana pcnarikan dana untuk kegiaran 
yang akan dilaksanakan berdasarkan kegiatan yang telah ditetapkan 
dalarn Perubahan APB Desa dan/atau Perubahan Penjabaran APB Desa. 

29. Ookumen Pelaksanaan Anggaran Lanjutan yang selanjutnya disingkat, 
OPAL adalah dokumen yang memuat kegiaian, anggaran dan rencana 
penarikan dana untuk kegiatan lanjutan ynng anggamnnya berasal dari 

SiLPA tahun anggaran sebelumnya. X Dokumen Pelaksanaan Anggaran Lanjutan yang selanjutnya disingkat 
OPAL adalah dokumen yang memuat kegiatan, anggaran dan rencana 
pcnarikan dana unruk kegiatan lanjutan yang anggarannya berasal dari 
SiLPA tahun anggaran sebelumnya. 

31. Pengadaan barang/jasa Dcsa yang sclanjutnya disebui dengan pengadaan 
barang/jasa adalah kcgiatan untuk mcmperoleh barang/jasa oleh 

Pemerintah Desa, balk dilakukan mclalui swakclola dan/atau pcnyedia 
barang/jasa. 

32. Rcncana Anggaran Kas Desa yang selanjutnya disebut RAK Desa adalah 
dokumen yang memuat arus kas masuk dan arus kas kcluar yang 
digunakan mcngatur penarikan dana dari rekening kas untuk mcndanal 
pengcluamn-pengeluaran berdasarkan DPA yang tclah disahkan oleh 
kepala Desa. 

33. Surat Permintaan Pembayaran yang selanjutnya dising)<at SPP adalah 
dokumen pengajuan unruk mendanai kegiatan pengadaan barang den 

J<l,ijll. 

34. Pcraturan Desa adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan 

olch Kepala Desa setelah dibahas dan disepakati bersama Badan 
Permusyawaratan Desa. 



Pasal 5 

(I) Sekretaris Deea sebagaimana dirnaksud dalam Pasal 4 hurufa bertugas 

sebagai koordinator PPKD. 
(2) Sekrct.aris Desa sebagaimana dimaksud pada ayal (I) mempunyai tugas: 

a. mengoordinaslkan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan APB Desa: 

Bagian Kedua 
Pelaksana Pengelolaan Keuangan Desa 

Pasal4 

PPKD sebagalmana dirnaksud dalam Pasal 3 ayat (3), berasal dari unsur 

Perangkat Desa, yaog terdiri dari: 

a. Sekretaris Desa; 

b. Kaur dan Kepala Seksi; dan 

c. Kaur Keuangan. 

d, menetapkan PPKD; 

e. menyetujui DPA, DPPA dan DPAL; 

f. menyetuju I RAK Desa; dan 

g. menyetujul SPP. 

(3) Dalam melaksana kan kekuasaan pengelolaan keuangan Desa 

sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala Desa menguasakan 

sebagian kekuasaannya kepada perangkar Desa selaku PPKO. 

(41 Pelimpanan sebagian kekuasaan PK.PKO kepada PPKO diterapkan dengan 

Keputusan Kepala Desa, 

BAB 11 

KEKUASAAN PE:NOELOLAAN KEUANCAN DE:SA 

Bagian Kesatu 

Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Desa 

Pasal 3 
(l) Kepala Dcsa adalah pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan desa 

dan mewakih Pemerintah Desa dalam kepemilikan kekayaan milik desa 

yang dipisahkan. 

(21 Kepala Desa sebagai pemegang kekuasaan pengelolaan kcuangan desa 

sebagaimana dimaksud pada ayat (I), mempunyai kewenangan: 

a. menetapkan kebijakan tentang pelaksanaan APB Desa; 

b. menetapkan kebijakan tcnt.ang pengelolaan barang milik desa; 

c. melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban APB 

Dcsa. 



(3) Kasi sebagaimana dimaksud pada ayat (I) rerdirt aras: 
a. Kasi pemerintahan; 
b. Kasi kesejahteraan: dan 
c. Kasi pelayanan. 

14) Kaur clan Kasi sebagairnana dimaksud pada ayat ( 1) mempunyai rugas: 
a. melakukan dndakan yang meagakibatkan pengeluaran atas beban 

anggaran belanja sesual bidang tugasnya: 
b. melal<sanakan anggaran kegiatan sesuai bidang tugasnya; 

c. mengendalikan kegiataa sesua.i bidang tugasnya: 
d. menyusun DPA, DPPA, dan OPAL sesuai bidang tugasnya: 

e. menandatangani perjanjian kerja sama dengan penyedla atas 
pengadaan barang/jasa untuk kegiatan yang berade dalam bidang 

rugasnya; dan 
f. menyusun laporan pelaksanaan kegiatan sesuai bidang tugasnya untuk 

pcrtanggungjawaban pelaksanaan APB Desa. 

(5) Pembagian rugas Kaur dan Kasi pelaksana kegiatan anggaran 

sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan berdasarkan bidang 

tugas masing-maeing dan ditetapkan dalam RKP Desa. 

Pasal 6 

(I) Kaur dan Kasi sebagaimana climaksud dalam Pasal 4 huruf b bertugas 

sebagai pelaksana kegiatan anggaran. 
(2) Kaur sebagaimana climaksud pada ayat (I) terdiri aras: 

a. Kaur tata usaha dan urnum; dan 
b. Kaur percncanaan. 

b. meng.oordinasikan penyusunan rancangan APB Desa clan rancangan 

perubahan APB Desa; 

c. rnengoordinasikan penyus-unan rancangan Peraruran Desa teruang APB 
Desa, perubahan APB Desa, dan pertanggungjawaban pelaksanaan 

APB Desa; 

d. mengoordinasikan penyusunan rancangan Peraturan kepala Desa 

tentang Pcnjabaran APB Desa dan Perubahan Penjabaran APB Desa: 
e. mengoordinaeikan tugas perangkat Desa lain yang menjalankaii rugas 

PPlill; 
r. mengoordinasikan penyusunan laporan keuangan Desa dalam rangka 

pertanggungjawaban pelaksanaan APB Desa, 
g. melakukan verifikasi terhadap DPA, DPPA, dan OPAL; 

h. melakukan verifikasi terhadap RAK Desa; dan 
,. mclakukan verifikasi terhadap bukti penerimaan dan pengeluaran APB 

Desa. 



( I] APB Desa terdiri dan: 

a. pendapatan Desa: 
b. belanja Deaa; dan 
c, pembiayaan Desa, 

Pasal9 

BAB IJJ 

ANOOARAN PENDAPATAN DAN BEi.ANJA DESA 

mempertanggungjawabl<an penerimaan pendapatan Desa dan 
pengcluaran dala.rn rangka pelaksanaan APB Desa. 

(3) Kaur Keuangan dalam mclaksanakan fungsi kebendabaraan memiliki 
Nomor Pokok Wajib Pajak pemerintah Desa.. 

dan menatausa.bakan rnenyetorkan I rnernbayar, 

(11 Kaur kcuangan sebagaimana dimaksud dalarn Pasal 4 huruf c 

metaksanakan rungs, kebendaharaan. 

(21 Kaur keuangan sebagaimana dimaksud pada aya1 ( 11, mempunyai rugas. 
a. mcnyusun RAK Desa: dan 

b. melakukan penatausahaan yang meliputi mcnerima menyimpan, 

Pasal 8 

(3) Perangkat ~sa sebagaimana dimaksud pada ayat [21 yaitu pelaksana 
kewilayahan. 

(41 Pembenlukan tim sebagairnana dlmaksud pada ayat (11 diusulkan pada 

saat penyusunan RKP Desa. 
(5) Tim sebagaimana dirnaksud pada ayai (4) duetapkan melalui keputusan 

Kepala Desa. 

Pasal 7 
(11 Kaur dan Kasi dalam melaksanakan tugas sebagairnana dimaksud dalam 

Pasal 6 ayac (4) dapac dibantu oleh nm yang melaksanakan kegiatan 
pengadaen barang/jasa yang karena sifat dan jenisnya ,;dak dapat 

dilakukan sendiri. 
(2) Tim sebagairnana dunaksud pada ayat { II berasal dari unsur perangi<At 

Desa, lcmbaga kemasyarakatan Desa dan/atau masyarakat, yang rerdiri 

atas: 
a. ketua; 

b. sekretaris: dan 

c. anggota. 



Pasal 12 
( JJ Kelompok pendapatan asli Desa aebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 

ayat (21 huruf a, terdiri atas jenis: 

a. basil usaha: 
b. basil aset; 
c. swadaya. partisipasi dan gotong royong; dan 
d. pendapatan asli Desa lain. 

(21 Hasa usaha Desa sebagaimana dtmaksud pada ayat (lJ huruf a, antara lain 

bag! hastl BUM Desa. 
(31 Hasil aset sebagaimana dimaksud pada ayat (11 huruf b, antara Iain, tanab 

kas Desa, tarnbatan perahu, pasar Desa. tempat pemandian umum, 
jaringan irigast, dan basil a-set lainnya sesuai de.ngan kcwcnanga.n 
berdaearkan hak asal-usul dan kewenangan lokal berskala Desa. 

(41 Swadaya, partisipasi dan gotong royong sebagaimana dimaksud pada ayat 
{I] huruf e adalah penerimaan yang berasal dari sumbangan masyarakat 

Desa. 
(SJ Pendapatan asli Dcsa lain sebagaimana dimaksud pade aya1 (IJ huruf d 

antara lain hasil pungutan Desa, 

Pasal I I 

( JJ Pendapatan Deaa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayal (I I huruf a. 
yaitu sernua penerimaan Desa dalam I (saru) ta.hun anggaran yang menjadi 

hak Deea dan tldak perlu dikembalikan oleh Desa. 
(2) Pendapatan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat ( l ), terdin atas 

kelompok 
a. pendapatan asli Desa; 
b. transfer; dan 
e. pendapatan lain. 

Pendapatan 

Bagian Kesatu 

Pasal 10 
Pendapatan Desa, bclanja Desa. dan pembiayaan Desa diberi kode rekening. 

{21 Pendapatan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (!J huruI a 
dlklasiflkasikan menurut kelornpok, jenis dan objek pendapatan 

(3) Belanja Desa sebagaimana dimaksud pada ayat ( JJ huruf b diklasifikasikan 
menurut bidang. sub bidang, kegiatan, jenis belanja, objek belanja. dan 
rincian objek belanja 

(4) Pembiayaan sebagaimana dtmaksud pada ayat (I) huruf c diklasifikasikan 
menurut kelompok, jenis dan objek pembiayaan 



[J] Belanja Desa sebagairnana dimaksud dalam Pasal 9 ayat ( I) huruf b, yaitu 
semua pengeluaran yang merupakan kewajiban Desa dalrun 1 (saru) tahun 

anggara.n yang tldak akan diperoleh pcmbaya.rannya kembali oleh Desa. 
(2) Belanja Desa sebagaimana dimaksud pada aya; (1) dipergunakan untuk 

mendanai penyelenggaraan kewenangan Dcsa. 

Bagian Kedua 
Belanja 

Pasal 15 

penerimaan di kas Desa pada tahun anggaran berjalan: 

e. bunga bank; dan 
r pendapatan lain Desa yang sah. 

Kelompok pendapatan lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) 

hu-ruf c, terdiri atas: 
a. penerimaan da.ri hasil kerja sama Desa 
b. penerimaan dari bantuan perusahaan yang berlokasi di Desa, 
c. penerimaan dari bibah dan sumbangan dari pihak ketiga; 

Pasal 14 

(2) Bantuan keuangan darl Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Provmsi dan 
Daerah Kabupatcn/Kota sebagaimana dimaksud pada ayar (I) huruf d dan 
huruf e dapat bersifat umum dan khusus. 

(3) Bantuan keuangan bersifat khusus sebagaimana dimaksud pada aya; (2) 

dikelola dalarn APB Desa tetapi tidak diterapkan dalam ketentuan 

penggunaan paling sedikrt 700/o (tujuh pulub per seratusl dan paling 

banyak 300/o (tiga puluh per seratus). 

Pasal 13 

(I) Kelornpok transfer sebagaimana dimaksud dala.m Pasal I I ayat (2) huruf b, 
terdiri atas jenis: 

a. dana Desa: 
b, bagian dari hasil pajak daerah dan retribusi daerah kabupaten; 

c. alokasi dana desa: 
d. bantuan keuangan dari i\nggaran Pendapatan Belanja Daerah Provinsi; 

clan 
e. banruan keuangan dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah 

Kabupaten. 



(I) Klasifikasi belanja sebagalmana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) huruf a 

dibagi dalam sub bidang: 
a. penvelenggaraan belanja penghasilan tetap, tunjangan dan operasional 

pemennca.han Desa; 
b. sarana dan praearana pemerintahan Desa, 
c. adrninistrasi kependudukan. pencatatan sipil, statistik. dan kearslpan; 

d, tau, praja pemerintahan, percncanaan, keuangan, dan petaporan: dan 

e. pertanaha.n. 
(2) Klasifikasi belanja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) huruf b 

dibagi dalam sub bidang: 

a. pendidlkan; 
b. kesehatan; 
c. pekeryaan umum dan penata.an ruang; 
d. kawasa n permukiman; 
e. kehutanan dan lingkungan hid up; 
I, perhubungan, komunikasi dan mforrnatika; 
g. energi dan sumber daya mineral; dan 
h. pariwisata; 

(3) Klas1fikas1 belanja sebagaimana dimaksud dalarn Pasal 16 ayat ( LI huruf c 
dibagi dalam sub bidang: 
a. ketentraman, ketertlban, dan pelindungan rnasyarakat: 

b. kebudayaan dan kegamaan: 
c. kepemudaan dan olab raga: dan 

d. kelembagaan masyarakat 

Pasal 17 

Pasal 16 

( I l Klasifikaa! belanja Desa terdiri atas bidang: 
a. penyetenggaraan pemerintahan Desa; 
b. pelaksanaan pembangunan Desa: 
c. pembinaan kemasyarakatan Desa: 

d pemberdayaan masyarakat Desa; clan 
e, penanggulangan bencana, keadaan darurat dan mendesak Desa 

(2) Kla•111ka$i belanja sebagaimana dimaksud pada ayat {I) huruf a. sampai 

dengan huruf d dibagi daJam sub bidang dan kegiatan sesuai dengan 

kebutuhan Desa yang telah dituangkan dalam RKP Desa. 

(3) Klasifikasi belanja sebagaimana dimaksud pada aya1 (1) huruf e dibagi dalam 
sub bidang sesuai dengan kebutuhan Desa untuk penanggulangan bencana, 

keadaan darurat dan mendesak yang terjadi di Desa. 



Pasal 19 
Jenis Belanja sebagaimana dunaksucl dalam l'l!sal 15 ayat (I). terdiri atas; 

a. belanja pegawai; 
b. belanJa barang/jasa: 
e. bclanja modal; dan 
d. belanja tak terduga. 

PasaJ 18 
( 11 Sub btdang sebagaimana dirnakeud dalam Pasal 17 ayat (I) sampai dengan 

ayat (4) dibagi dalam kegiatan. 
(2) Oaftar kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (I) menggunakan bahasa 

Indonesia dan dapat dlsesuaikan dengan bahasa daerah dengan kode 
rekening yang sama, 

(3) Pemenntah Dllerah dapat menambahkan kegiatan yang tldak tercanrum 
dalam daftar sebagaimana dimaksud pada ayat ( I) dengan memberikan kode 
90 sampai dcngan 99. 

(4) Pemerintah Daerah dapat menamba.hkan kegiatan penerimaan lain Kepala 
Desa dan perangkat Desa dengan kode rekening 90 sampai dengan 99 yMg t" 
anggarannya dialokasi.kan dari hastl pengeiotaan tanah bengkok atau sebutan ~ 

lain dan/atau bantuan khusus pada sub bidang sebagaimana dimaksud \' 
dalam Pasal 17 aya; (1) hurufa. ('\ 

1 
(5) Penambahan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayar (4) tidak diterapkan \ '";;. 

dalam ketentuan penggunaan paling banyak 30"k [tiga puluh per serarus) ~ 
sebagaimana diatur dalam ketentuan peraruran perundang-undangan 

(5) Klasifikasi belanja sebagaimana dimaksud daJam Pasal 16 ayat (I) huruf e 

dibagi dalam sub bidang: 
a, penanggulangan bencana: 
b. keadaan darurat; dan 

c keadaan mendesak. 

(4) Klasifikasi belanja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (I) huruf d 

dibagi dalam sub bidang: 

a. kelautan dan perikanan: 
b. pertaman dan petcrnakan; 
c. peningkatan kapasitas aparatur Dese: 
d, pemberdayaan perempuan, pcrllndungan anak dan keluarga: 
e. koperasi, usaha mil<ro kecil dan menengah, 

r. dukungan penanaman modal; dan 
g. perdagarigan dan perindustrian. 



fl) Belanja modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 b.uruf c, digunakan 
uni uk pengeluaran pengadaan barang yang nilai manfaatnya lebih dari 12 
(due bdas) bulan dan me.nambah aset, 

(2) Pengadaan barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan untuk 
kcgialan penyelenggaraan kewenangan Desa. 

Pasal 22 

Pasal 21 
(I) Belanja barang/jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf b 

digunakan untuk pengeluaran bagi pengadaan barangj'jasa yang nilai 
manfaatnya kurang dari 12 (dun belas) bulan. 

(2) Bclanja baJ'ang/jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (]) diguaakan antara 

lain untuk: 
a. operasional pemerintah Desa; 
b. pemeliharaaa sarana prasarana Desa; 
c. kegiatan soslalisasi /rapal/pelatihan/ bimbingan teknis; 

d. operasional BPD, 
e. insentif Rukun Tetangga/ Rukun Warga; dan 
r. pemberian barang pada masyarakat/kelompok rnasyarakat, 

(3) Jnsentif Rukun Tetangga/Rukun Warga sebagaimana dimaksud pada ayat (2) 

huruf e yaitu banruan uang untuk operasional lembaga Rukun ('-' 

Tetanggaj' Rukun Warga untuk mcmbantu pelaksanaan rugas pelayanan I 
pernerintahan, perencanaan pembangunan, ketentraman dan ketertiban, 
serta pemberdayaan masyarakat Desa. 

(4) Pemberian barang pada masyarakat/kelompok masyarakat scbagaimana {\'.).., 

dimaksud pada ayat (2) huruf f d.ilakukan untuk menunjang pelaksanaan \'\' 

kcgiatan Desa. 

Pasal 20 

(1) Belanja pcgawai scbagaimana dlmaksud dalam Pasal 19 huruf a, dianggarkan 
untuk pengetuaran penghasilan tetap, tunjangan, penerimaan la.in, dan 
pcmbayaran jaminan sosial bagi kepala Dcsa dan perangkat Desa, serta 
runjangan BPD. 

(2) Belanja pcgawai sebagairnana dimaksud pada ayat ( I) dianggarkan dalam 
bidang penyclenggaraan pemeriruahan Dess. 

(3) Belanja pegawai scbagaimana dimaksud pada ayat (J) pclaksanaannya 
d.ibayarkan sctiap bulan. 

(4) Pembayaran jaminan sosial sebagaimana d.imaksud pada ayat ( 1) sesuai 
dengan keteruuan pcraturan pcrundang-undangan dan kcmampuan APB 

Dess. 



Pasal 24 
(11 Ketentuan kriteria bencana alam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat 

(3) adalah bcncana yang diakibatkan oleh perisuwa atau serangkaian \ 

peristiwa yang diakibatkan oleh alam antara lain berupa gempa bumi, t 
tsunami, gunung mcletus, banjir, kekeringan. Angin lopan/put1ng beliung, 
kebakaran lahan dan hutan serta tanah longsor. (\\i_ 

(2) KcLentuan laiteria bencana sosial adalah bencana yang diaJ..ibatkan oleh \ L 
perisriwa atau serangkaian perisuwa yang diakibatkan oleh manusra yang t 
mehpuu konOik sosial antar kelornpok atau aruar komunitas masyarakat dan 

teror. 
(3) Dalam penangganan awal kondisi sebagaimana climaksud pada ayai (I) dan 

ayat (2) maka. Kepala Desa menetapka.n kondisi status tanggap darursr 

bencana yang dltetapkan dengan keputusan Kepala Desa, 

(I) Bel,inja tak terduga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf d 
mcrupakan belanja unluk kegiatan pada sub bidang penanggulangan 
bencana, keadaan darurat, dan keadaan mendesak yang berskala lokal Desa. 

(2) Belanja untuk kegiatan pada sub bidang penanggulangan beneana, keadaan 
darurat, dan keadaan mendesak sebagaimana dtmaksud pada ayat (l) paling 

sedikit memenuhi kritena .sebagai benkut: 

a. bukan merupakan kegiatan normal dari aktivitas pemrrintah Dess dan 
i.idak dapal dipredikslkan sebelumnya; 

b. tidak dihampkan terjadi berulang; dan 

c. berada di luar kendali pemerintah Desa. 
(3) kegiaran pada sub bidang penanggulangan bencana scbagaimana dimaksud 

pada ayat (11 merupakan upaya tanggap darurat akibat teriadinya bencana 

alam dan bcncana sosial. 

(4) Kegiatan pada sub bidang keadaan darumt sebagaimana dimaksud pada ayal 
(l) merupakan upaya penanggulangan keadaan darurat karena adanya 

kerusakan dan/atau ierancamnya penyelesaian pe.mbangunan sarana dan 
prasarana akibat kenaikan harga yang menyebabkan terganggunya pelayanan 

dasar masyaraka.t. 
(5) Kegiatan pada sub bidang keadaan mendesak merupakan upaya pernenuhan 

kebutuhan primer dan petayanan dasar masyarakat miskJn yang mengalami 

kedaruratan. 

Pasal 23 



(2) kritcria rnasyarakat miskin yang mengala mi kedaruratan scbagaimana 
dimaksud pada ayat (1) adnlah warga Dcsa yang sama sckall tidak 
mernpunyai surnber mata peocaharian danjatau mempunyai sumber 
pencaharian tetapi tidak mempunyai kemampuan memenuhi kebutuhan 
dasar yang Iayak bagi kehidupan dirinya dan/atau keluarganya. 

Pasal 26 
(I) kriteria keadaan mendesak sebagaimana dimaksud datam Pasal 23 ayat (1) 

adalah keadaan yang memaksa untuk dilakukan, dipenulllnya, dan ~ 
diselesaikan sebagai upaya pcmenuhan kebutuhan primer dan pelayanan 
dasar masyarakat mlskin yang mcngalaroi kedaruratan berupa kebutuhan 

pangan, sandang, perumahan, kesehatan, pendidikan, pekerjaan dan/atau 
pclayanan sosiat. 

Pasal 25 

(IJ kritcria kcadaan darurat adalah adanya kerusakan dan/atau terancamnya 
pcnyclcsaian pembangunan sarana dan prasarana akibat kenaikan harga 
atau akibat lainnya yang menyebabkan t.erganggunya pelayanan dasar 

masyarakat. 
(2) Kritcria sarana dan prasarana sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) 

merupakan sarana dan prasarana pendidikan dan kesehatan, pekerjaan 
umum dan penataan ruang, pcrumaban rakyat dan kawasan pemuklman, 
ketentraman ketertiban umum dan perlindungan rnaayarakat, dan sosial yang 

mem.erlukan penangganan segera. 

(4) Kerentuan kritena kegiatan yang dapai dibiayai untuk pcnanggulangan 

bcncana alam dan bcncana sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (I) dan 
ayat (2) adalab mcrupa.kan upaya tanggap darural alcibat terjadinya bencans 
alam dan bencana sosial yang ditetapkan oleh Bupati berupa kegiatan yang 
dilaJrukan dengan segera pada saat kejadian bencana untuk menangani 
dampak buruk yang ditirnbulkan, meliputi: 
a. kegiatan penyelamatan dan evakuasi korban de.n harta benda; 

b. pernenuhan kebutuhan dasar, perlindungan dan pengurusan pcngungsi. 
c, pcnyclamatan sertapemulihan sara.na dan praserane: 
d. mcngawali pcmbuatan dapur um um; 
e. rehab ringan rumab pcnduduk yang tcrdampak bencana; 
(. penyediaan air bersih dan sarana sanitasi: dan 
g. pemulihan akses jalan desa yang bisa dilakukan untuk penangganan awal. 



bangunan. 
(21 SiLPA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a paling se<liki1 meliputi 

pelampauan penerimaan pendapatan terhadap belanja, pcnghcmataa belanja, 

dan sisa dana kegiatan yang belum selesai atau lanjutan. 
(3) Pcncairan dana cadangan sebagaimana dimaksud pada ayai (I) huruf b 

digunakan untuk menganggarkan kebutuhan dana cadangan yang 
selanjutnya dicataikan dalam penerimaan pembiayaan dalam APB Desa. 

yang dipisahkan kecuali tanah dan \ 

Pasal 2.9 
{I) Pencrimaan pcmbiayaan sebagaimana dimaksud dalam PasaJ 28 ayat (2) 

huruf a, meliputi: 
a. SiLPA tahun sebclumnya; 
b. pencairan dana cadangan; dan 
c. hasil penjualan kckayaan Oesa 

Bagian Ketiga 
Pembia.yaan 

PasaJ 28 
(1) Pembiayaan Dcsa scbagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat fl) huruf c 

merupakan scmua pcnerirnaan yang perlu dibayar kembali danj'atau 
pengeluaran yang akan ditcrima kcmbali, baik pada tahun anggaran yang 

bersangkutan maupun pada tahun anggaran berikutnya. 
(21 Pcmbiayaan Oesa sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) tcrdiri atas 

kclompok: 
a. pcncrimaan pembiayaan; dan 

b. pengeluaran pembiayaan. 

Tata cara pcnggunaan anggaran penangguJangan bencana, keadaan darurat, dan 
keadaan mendesak dalam APB desa sebagai berikut: 
a. Kepala Desa menetapkan status bencana, ke.adaan darurnl- dan keadaan 

mendesak dengan Sura, Kepurusan Kepala Oesa; 
b, lkrdasarkan Keputusan Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada huruf a, 

Kepala Desa meminta Kasi/Kaur sesuai bidang tugasnya untuk mengajukan 
Surat Permlntaan Pernbayaran {SPP) dilengkapi Rencana Angganu, Biaya 
(RAB) untuk anggaran penanggulangan bencana, keadaan darurat, dan 
keadaan mcndesak, yang di verifikasi oleh Sekretaris Desa; 

c. Pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran disampaikan kcpada KepaJa 
Oesa rnelalui Sekretaris Oesa paling Iarnbat 11 (cmpal betas) hari kcrja 
terhitung mulai SPP. 

Pasal 27 



Desa yang dipisahkan yang dianggarkan dari pengeluaran pembiayaan dalam 
APB Dcsa. 

(3) Penyertaan modal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dalam bentuk tanah 
kas Dcsa dan bangunan Lidak dapat dijual. 

(4) Penyertaan modal pada BUM Desa melalu! proses analisis kelayakan sesuel 
ketenruan pcraturnn pcrundang-undangan. 

(5) Tata earn penyenaan modal dialur lcbih lanjut dalam Peraturan Bupati 

mengenai pengelolaan keuangan Dcsa, 

Pasal 32 

(I) Penyertaan modal sebagaimana dirnaksud dalarn Pasal 30 huruf b ancara lain ! 
digunakan untuk menganggarkan kekayaan pcmcrintah Desa yang A'L 
diinvestasikan dalam BUM Desa unruk mcningkalkan pendapatan Desa atau l-.: 
pelayanan kepada masyarakat. ~ 

(2) Pcnyertaan modal sebagaimana dimaksud pada ayat (I) mcrupakan kckayaan 

Pasal 31 

(I) Pemhentukan dana cadangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 hurufa 
dilakukan untuk mendanai kegiatan yang penyediaan dananya tidak dapat 
sekaligus dibebankan dalam I (satu) tanuo anggaran. 

(2) Pembentukan dana cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (II 

ditetapkan dcngan Pcraturan Desa. 

(31 Peraruran Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (21 paling sedikit memuat: 
a. penetapan rujuan pembentukan dana cadangan; 
b. program dan kegiatan yang akan dibiayai dari dana cadangan; 
c, besaran dan rincian tahunan dana cadangan yang harus dianggarkan; 
d. sumber dane cadangan; dan 
c. tahun anggaran pelaksanaan dana cadangan. 

(4) Pcmbcntukan dana cadangan dapat bersumber dari pcnyisihan atas 

penerimaan Desa, kecuali dari pencrimaan yang cenggunaannya telah 

ditentukan secara khusus berdasarkan peraturan perundang-undangan. 

(5) Pcnganggaran dana cadangan tidak melebihi tahun akhir masa jabatan 

Kepala Desa. 

(4) Hasil penjualan kekayaan Desa yang dipisahkan sebagaanana dimaksud 

pada ayat (I) huruf c dicatat dalam penenmaan pembiayaan hasil penjualan 
kekayaan Desa yang dipisahkan. 

Pasal 30 
Pengeluaran pembiayaan sebagairnana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (2) huruf b, 
tcrdiri alas; 

a. pcmbentukan dana cadangan: dan 
b. penyenaan modal. 



Pasal 36 

(l) Sckretaris Desa menyampaikan Rancangan Peraruran Desa rentang APB Desa 

kepada Kepala Dcsa. 
(2) Rancangan Peraturan Desa tcntang APB Desa sebagaimana dimaksud pada 

ayat (.I) disampaikan Kepala Desa kepada BPD unruk dibahas clan disepakati 

bcrsama dalam musyawarah BPD. 
(3) Ra.ncangan Peraruran Desa rentang APB Dcsa scbagalmana dimll.ksud pada 

ayat {2) disepakati bersama paling lambat bulan Oktober tahun berjalan. 
(4) Dalam hat BPD tidak menyepakati rancangan Peraturan Dcsa tcntang APB 

Desa yang disampaikan Kepala Desa, Pemerintah Desa hanya dapat 

, 

( 1) Percncanaan pengelolaan keuangan Dcsa mcrupakan perencanaan 
pencrimaan dan pengeluaran pemerintaban Desa pada tahun anggaran 
berkenaan yang dlanggarka n dalam APB Desa. 

(2) Sekretaris Dcsa mcngoordinasikan penyusunan rancangan APB Desa 

berdasarkan RKP Dcsa tahun berkenaan dan pedoman penyusunan APB Dcsa 
yang diatur dengan Pcraluran Bupau seuap tahun, 

(3) Rancangan APB Desa yang tclah disusun merupakan bahan penyusunan 

rancangan Pemturan Oesa tentang APB Desa. 

Pasal 35 

Bagian Kesatu 

Perencanaan 

Pasal 34 

( I) Pengelolaan keuangan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 
dilakukan dcngan Basis Kas. 

(2) Basis Kas sebagaimana dirnaksud pada ayat (1) merupakan pencatatan 
transaksl pada saat kas ditcrima atau dikcluarkan dari rekening kas oesa. 

(3) Peogelolaan keuangan Desa dapat dilakukan dengan menggunakan sistem 
informasi yang dikelola Kcmentcrian DaJam Negeri. 

a. percncanaan; 
b. pelaksanaan; 
c. penat:ausahaan; 
d. pelaporan; dan 
d. penanggungjawaban. 

BABIV 

PENGELOLAAN 

PasaJ 33 
Pcngclolaan keuangan Desa mctiputi: 



PasaJ 39 
(1) Bupati dapat mcngundang Kepala Oesa dan/atau Pcrangkat Desa terkait 

dalam pclaksanaan cvaluasi. 

(2) Hasil evaluasi ocbagalmana dlmaksud pada ayat ( l) dituangkan dalam 
Keputusan Bupali dan disampaikan kepada Kepala Desa paling lama 20 (dua 
pulub) hari kerja tcrhitung sejak dit.erimanya rancangan dtmaksud. 

(I) Rancangan Peraruran Desa tentang APB Ocsa sebagaimana dimaksud daJam 
Pasa1 36 aya; (3) disampa.ikan Kepala Oesa kepada Bupali mclalui carnal atau 

sebutan lain paling lambat 3 (tiga) hari sejak disepakati untuk clievaluasi. 
(2) Bupati dalam mclakukan evaJuasi berpedoman dengan panduan Evaluasi 

Rancangan Peratumn Desa tentang APB Desa. 
(3) Penyampaian Rancangan Pcraturan Desa tentang APB Desa sebagarmana 

dimaksud pada ayat \1) clilengkapi dcngan dokumcn paling sedikit. mcliputi: 
a. surat pengantar; 
b. rancangan Peratu.ran Kcpala Desa mengcnai pcnjabaran APB Desa; 
c. Peraturan Desa mengenai RKP Desa; 
d, Pcratura.n 0C$8 mengenai kewenangan berdasarkan hak asal usul dan 

kcwenangan lokal berskala Desa; 
e. Peratumn Dcsa meugcnal pembentukan dana cadangan, jika terscdia; \ 
f. Peraruran Desa mcngenai pcnyertaan modal, jika tcrsedia; dan 
g. berita acara hasil musyawarah BPD. 
h. Kepurusan BPD tcntang perserujuan Penetapan Rancangan Peratura.n 

Oe"8 Ten tang APBOes mcnjadi Peraturan oess. 

Pasal 38 

Pasal 37 
(l) Atas dasar kescpakatan bcrsama kepala Ocsa dan BPO sebagaimana 

dimaksud dalam Pasal 36 ayat (3), Kcpala Desa rnenyiapkan Rancangan 

Peraruran Kepala Oesa mengenai pcnjabaran APB Dcsa. 
(2) Sekretaris Oesa mengoordinasikan penyusunan Rancangan Peraturan Kepala 

Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1). 

mclakukan kegiatan yang Berkenaan dcngan pcngcluaran operasional 

penyelenggaraan pemerintahan Oesa dengan menggunakan pagu tahun 

sebelumnya. 
(5) Kepala Desa menetapkan Peraturan Kepala Desa sebagai dasar pelaksanaan 

kegiatan sebagarmana dimaksud pada ayat (4). 



(I) Rancangan Peraturan Desa tent.ang APB Desa yang telah dievaluasr 
ditetapkan oleh kepala Desa menjadi Peraturan Desa tentang APB Desa, 

(2) Peraturan Desa tentang APB Desa sebagaimana dimaksud pada ayar () I 
ditetapkan paling lambat 1.anggal 31 Desember tahun anggaran scbelumnya. 

Pasal 42 

Peratu ran Oesa ten tang APB \ 
Pasal 41 

Bupati dapat mendelegasikan evaluasi Rancangan 

Desa kepada camat atau sebutan lain. 

Paw 40 

( II Apabila haarl evaluasi sebagaimana dimaksud dalarn Pasal 39 ayar (SJ tldak 
ditindaklanjuti oleh Kepala Desa dan Kcpala Desa 1etap menct.apkan 
Rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa menjadi Peraturan Desa dan 
Rancangan Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran APB Desa manjadi 
Peraturan Kepala Dess, Bupau membatalkan peraturan dtmaksud dcngan 

Keputusan Bupaa. 
(2] Kepala Desa memberhentlkan pelaksanaan Peraturan Desa dan Peraturan 

Kepala Desa paling lama 7 (rujub) hari kerja setelah pembatalan sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1) dan selanjumya Kepala Desa bersama BPD mencabut 

Peraturan Desa dan Pera tu ran Kepala Desa dimaksud. 
(3) Dalam hal pembatalan scbagaimana dimaksud pada ayat ( I) Ktpala Desa 

hanya dapat melakukan pengeluaran terhadap operasional penyelenggaraan 

pemerintahan Desa dengan menggunakan pagu tahun sebelurnnya sampal \ 
penyempumaan Rancangan Pcraturan Desa tentang APB Desa disarnpaikan 

dan mendapat persetujuan Bupati. 

(31 Dalam hal Bupati tidak memberikan hasil evaluasi dalam batas waktu 

sebagarmana dimaksud pada ayat (21, rancangan Peraturan Desa dimaksud 
bcrtaku dengan sendirinya. 

(4) Dalam hal basil evaluasi sebagaimana dirnaksud pada ayat (2) telah sesuai 

dengan ketenruan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, 
kepentingao umum. dan RKP Desa. selanjutnya kepala Desa menetapkan 

menjadi Peraturan Desa. 
(51 Dalam hal basil evaluasi sebagaunana dimaksud pada ayar (21 ndak sesuai 

dengan ketentuan peratu ran perundang-undangan yang lebih tinggi, 
kepentingan urnum, dan RKP Desa, kepala Desa bersama BPD melakukan 
penyempurnaan paling lama 20 (dua puluhl hari kerja rerhitung sejak 

dlterimanya hasil evaluasi. 



Pasal 45 
{I) Pemerimah Desa dapat melakukan perubahan terhadap Peraturan Kepala 

Desa tentang perubahan penjabaran APB Desa sebelum Rancangan Peraturan 
Desa tentang Pcrubahan APB Desa dltetapkan. 

(2) Pera tu ran Kepala Desa ten tang perubahan penja baran APB Desa 
sebagaimana dimaksud pada ayat (!) dapat dilakukan apabila terjadi: 

a. penambahan dan/atau pengurangan dalam pendapatan Desa pada tahun 
anggaran berjnlan; 

Pasal 44 
(1) Pemerintah Desa dapat mclakukan perubahan APB Dess apabila terjadi: 

a. penambahan dan/atau pcngurangan dalam pendapatan Desa pada tahun 

anggaran berjalan; 
b. sisa penghematan belanja dan sisa lebih perhitungan pernbiayaan tahun 

berjalan yang akan cligunakan dalam lahun bcrkcnaan; 
e. kcadaan yang menyebabkan harus dilakukan pcrgcscran antar bidang, 

antar sub bidang, antar kegiatan, dan antar jcnis belanja; dan 

d. keadaan yang menyebabkan SiLPA tahun sebelurnnya harus digunakan 
dalarn tahun anggaran bcrjalan. 

(2) Pcrubahan APB Desa hanya dapat dilakukan I (satu) kali dalam 1 [saru] 
tahun anggaran, kecuali dalam keadaan luar biasa. 

(3) Perubahan APB Desa sebagalmana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan 

Pcraturan Desa mengenai perubahan APB Desa dan tetap mempedomani RKP 

Dcsa. 

Pasal 43 

(I) Kepala Desa menyampaikan informasi rncngenai APB Dcsa kcpada 
masyarakat mele lu.i media informasr, 

(2) lnformasi sebagnimane dirnaksud pada ayat (I) paling sedikit memuat: 

a. APB Desa: 
b. pelaksana kegiatan anggaran dan tim yang melaksanakan kegiatan; dan 
c. alamat pengaduan. 

(3) Kepala Desa menetapkan Rancangan Peraturan Kepala Dcsa Lentang 

peojabaran APB Desa sebagai peraruran pelaksana dan Pcraruran Dcsa 

tentang APB Dcsa. 

(4) Kepala Oesa menyampailrnn Peraturan Oesa ten tang APB Desa dan Peraturan 

Kcpala Dcsa temang penjabaran APB Desa kepada Bupati paling lama 7 
(tujuh) hari kerja setelah ditetapkan. 



Pasal 48 
(1) Nomor rekening kas Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 dilaporkaA \ 

kepala Desa kepRdA Bupatl. 

(21 Bupatl melaporkan daftar nomor rekcning kas Desa kepada Oubemur dcngan 
tembusan Menteti melalui Direktur Jenderal Bina Pemennt.ahan Desa, 

(3} Laporan .eoogaimana dirnaksud pada ayat (21 digunakan untuk pengendalian 
penyaluran dana transfer. 

(4) Kaur Keuangan dapat menyimpan uang tunai pada jumlah tertentu untck 
mernenuhi kcbutuhan cperastcnat pemerintah Desa. 

(5) Jumlah uang tunai sebagairnana dimaksud pada avat (qi paling banvak Rp. 

8.000.000.- [Dclapan Juta Rupiah). 

Pasal 47 

(J) Pelaksanaan pengclolaan l<euangan Des.a merupakan penerimaan dan 
pengeluaran Desa yang dilaksanakan melalui rekerung kas Desa pada bank 

yang dltunjuk Bupati. 
(2) Rckcning kas Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dtbuat oleh 

Pemerintah Desa dengan spesimen tanda tangan Kepala Desa dan Kaur 
Keuangan. 

(3) Desa yang belum memiliki pelayanan perbankan dJ wilayahnya, rekening kas ~ 
Desa dibuka di wilayah terdekat yang dlbuat oleh Pemetintah Desa dengan 

spesimen tanda tangan Kepala Desa dan Kaur Keuangan. 

Ba.g,an Kedua 
Pelaksanaan 

Pasal 46 

Kctcntuan mengenai pcnyusunan Pemtu ran Desa mengenai APB Desa 

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 sarnpai dengan Pasal 42 berlaku seeara 

mutatis mutandis terhadap penyusunan Peraturan Desa mengenal perubahan 

APB Desa. 

b. Keadaan yang menyebabkan harus segera dilakukan pergeseran antar 
objek belania; dan 

c, kegiatan yang belum dilakoanakan tahun sebelursnya don menyebabkan 
SiLPA akan dilaksanakan dalam tahun anggaran berjalan. 

(3) Kepala Deaa memberitahukan kepade. BPD mengenai penetapan Peraturnn 

Kepala Desa ,entang perubahan pcnjabaran APB Dcsa dan selanjutnya 
disampaikan kepada Bupati melalui surai pemberitahuan mengenai 
Peraturan Kepala Desa tentang perubahan penjabaran APB Desa. 



Pasal 51 

(I) Dalam hal terjadi perubahan Peraiuran Desa tentang APB Desa dan/atau 
perubahan Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran APB Desa yang 
menycbabkan terjadinya perubahan anggaran dan/ atau terjadi perubahan \ 
kegiatan, Kepala Desa menugaskan Kaur dan l<asi pelaksana kegiaian 

anggaran unruk menyusun rancangan DPPA. 
(2) DPPA sebagaimana dimaksud pada ayat (11 terdiri atas: 

a. RAK Desa Perubahan: dan 

b. Rencana Anggaran Biaya Perubahan. 
(3) Kaur dan Kasi pelaksana kegtatan anggaran menyerahkan rancangan DPPA 

kepada Kepala Desa melalui Sckretaris Desa pabng lama 6 (enam) han kerja 
setelah penugasaa sebagaimana dimaksud pada ayat (l) 

(4) Sekretaris Desa melakukan verifikasi rancangan DPPA paling lama 15 (lima 
bela.s) bari kerja sejak Kaur dan Kasi menyerahkan DPPA. 

Pasal 50 
( 1) Sckretaris Desa melakukan venfikasi rancangan DPA paling lama J 5 (lima 

belas) hari keria sejak Kaur dan Kasi menyerahkan raneangan DPA. 
(2) Kepala Desa menyetujui rancangan DPA yang telah diveriflkasi oleh ~ 

Sekretans Desa. 

Pasal -19 

( 1) Kepala Desa menugaska.n Kaur dan Kasi pelaksana kegiatan anggaran sesual 
tugasnya menyusun DPA paling lama 3 (tigal hari kerja setelah Pera tu ran 
Desa tentang APB Desa dan Peraruran Kepala Desa tentang Penjabaran APB 
Desa ditetapkan, 

12) DPA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri ates: 
a. RAK Desa; 
b. Rcncana Kerja Kegiatan Desa; dan 
c, Rencana Anggaran Biaya. 

(3) RAK Desa sebagaunana dimaksud pada ayat (21 huruf a merinci setlap 

kegiatan, anggaran yang disediakan. dan rencana penarikan dana uruuk 

kegiatan yang telah dianggarkan, 
14) Rencana Kerja Kegiatan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b 

merinci lokasi, volume, biaya, sasaran, waktu pelaksanaan kegiatan, 

pelaksana kegiatan anggaran, dan tim yang melaksanakan kegiatan. 

fS) Rencana Anggaran B,aya sebagaimana dimaksud pada ayat (21 huruf c 

merinci satuan harga untuk setiap kegiatan. 
(61 Kaur dan Kasi pelaksana kegiatan anggaran menyerahkan rancangan DPA 

kepada Kepala Desa melalui Sekretaris Desa paling lama 6 (cnaml hari kerja 

setclah penugasan sebagairnana dimaksud pada ayat ( I). 



Pasal 56 
( I} Kaur dan Kaei melaksanakan kegiatan berdasarkan DPA yang telah disctujui 

Kepala oess. 

tindakan pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat ( I}. 
(5) Kaur dan Kasi pelaksana kegiatan anggaran menggunakan buku pembantu 

kegiatan untuk mcncatat scmua pengeluaran anggaran kegiatan sesuai 

dcngan rugasnya. 

Pasal 55 
(I) Arus kas keluar sebagaimana dimaksud dalarn Pasal 53 mcmual scmua 

pengeluaran belanja atas bcban APB Desa. 
(2) Setiap pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (lJ didukung dengan 

buktl yang lengkap dan sah. 
(3) Bukti sebagalmana dimaksud pada oyat (2) mendapat persetujuan kepala 

Dcsa dan Kepala Desa bertanggung jawab atas kebenaran material yang 

timbuJ dari penggunaan bukti tersebut. t 
(41 Kaur dan Kasi pelaksana kegiatan anggaran bertanggungiawab terhadap 

( I) Arus kas masuk sebagaunana dimaksud dalam Pasal 53 mernuat sernua 

pendepatan Desa yang bcrasal dari Pendapatan Asli Desa, transfer dan 
pendapatan lain. 

(2) Setiap pcndapatan sebagaimana dimaksud pada oyat (1) didukung oleh bukti 

yang lengkap dan sah. 

Pasal 54 

Pasa153 
RAK Desa sebagaimana dlmaksud dalam Pasal 52 mernuat arus kas masuk dan 

arus kas keluar yang digunakan mengarur penarikan dana dari rckening kas 
untuk mendanai pcngcluaran berdasarkan OPA yang 1.elah disahkan oleh kepala 

Desa. 

Pasa152 

(11 Kaur Keuangan rnenyusun rancangan RAK Desa berdasarkan DPA yang tclah 

diserujui kepala Desa. 

(2) Rancangan RAK Desa scbagaimana dimaksud pada ayat (1) d.Jsampaikan 
kepada Kepala Desa melalui Sckretaris Desa. 

(3) Sekretaris Desa melakukan verifikasi terhadap rcncangan RAK Desa yang 

diajukan Kaur Keuangan. 
(4) Kepala Desa rnenyetujui rancangan RAK Desa yang telah diverifikasi 

Sekretaris Desa. 

(5) Kcpala Desa menyetujui rancangan DPPA yang Lelah dlverifikasi oleh 

Sekretaris Desa. 



Pasal 58 
(I) Penggunaan anggaran yang diterima dari pengajuan SPP sebagaimana 

dimaksud dalarn Pasal 57 untuk kegiatan pengadaan barang/jasa secara 

swakelola tidak lebih dari 10 (scpuluh) hari kerja. 
(2) Dalam ha! pcmbayaran pengadaan barang/jasa belum dilakukan dalam 

waktu 10 (sepulub) hari kcrja, Kaur dan Kasi pelaksana kegiatan anggaran 
wajib mengembalikan dana yang sudah diterima kepada Kaur Keuangan 
unruk disimpan dalam kas Desa. 

(3) Kaur Keuangan mencata1 pengeluaran anggaran sebagairnana dimaksud pada 

ayat (1) kc dalam buku kas umum dao buku pembanru panjar. 
(4) Kaur dan Kasi pelaksana kegiatan anggaran menyampaikan 

pertanggungjawaban pencairan anggaran scba.ga.i.rnana dimaksud pada ayat 
(I) berupa bukti transaksi pernbayaran pengadaan barang/jasa kepada 

Sekretaris Desa. 
(5) Sekrelaris Desa meme.riksa kesesuaian bukti transaksi pembayaran dengan 

pertanggungjawaban pencaira.n anggaran yang disampaikan oleh Kaur dan 

Kasi pelaksana kegiatan anggaran. 
(6) Oalam ha! jumlah realisasi pengeluaran pembayaran barang/jasa lebih kecil 

dari jumlah uang yang diterirna, Kaur dan Kasi pelaksana kegiata.n anggaran 

mengembalikan sisa uang ke kas Desa. 

Pasal 57 

(I) Kaur dan Kasi pelaksana kegiatan anggaran mcngajukan SPP dalam sctiap 
pelaksanaan kegiatan anggaran sesuai dengan periode yang lcrcantum dalam 
DPA dcngan nominal sama besar atau kurang dari yang tertera dalam DPA. 

(2) Pengajuan SPP wajib menycrtakan laporan perkembangan pelaksanaan 

kcgiatan dan anggaran. 

(2) Pelaksanaan kegtatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan 

pengadaao melalui swakelola dan/atau penyedia barang/jasa. 

(3) Pelaksanaan kegiatan sebagaimana ctimaksud pada ayat (2) diutamakan 

melalui swakelola. 
(4) Pengadaan melalw swakelola sebagaimana dimaksud pada ayac (31 dilalcukan 

dengan memaksimalkan penggunaan mat.erial/ bahan dari wilayah setempai 
dan gotong royong dengan melibat.kan partisipasi masyarakat untuk 

mcmperluas kesempatan kerja dan pernberdayaan masyarakat setcmpat. 

(5) Dalam bal pelaksanaan kcgiaUUl Cidak dapal dOaksanakan melalui swakelola, 

baik sebagian maupun kcscluruhan dapal dilaksanakan oleh pcnyedia 
barang/jasa yang dianggap mampu dao memenuhi persyaratan. 



Pasal 61 
(I) Kaur dan/atau Kasi pelaksana kegiat.an anggaran menyusun RAB 

pelalumnaan dari anggaran belanja tak terduga yang di usu lkan kepada kepala 

Desa metalui Sekretaris Desa. 
(21 Sekretaris De8'1 melakukan verifikasi terhadap RAB yang diu sulkan 

sebagaimana dima ksud pada ayar (I). 
(31 Kepala Desa melalui Keputusan Kepala Desa menyecujui RAB pelaksanaan 

kegiatan anggaran belanja tak te.rduga sesuai dc-ngan verifikasi yang 
dilakukan oleh sekretaris Desa. 

(4) Kepala Desa melaporkan pengeluaran anggaran belanja tak terduga kepada 
Bupati paling lama l (satu) bulan sejak keputusao Kepala Desa ditetapkan. 

Pasal 60 
Kaur dan Kasi pelaksana kegiatan anggaran wajib menyampaikan laporan akhir 
realisasi pelaksanaan kegiatan dan anggaran kcpada Kepala Desa palmg lambal 

7 (tujuh) hari sejak seluruh kegiatan setesat. 

Pasal 59 
(I) Pengajuan SPP untuk keglatan yang seluruhnya dilaksanakan melalui 

penyedia barang/jasa dilakukan setelah barang/jasa dtterima. 
(2) Pengajuan SPP sebagaimana dimaksud pada ayac (1) dilampiri dengan: 

a pemyntaan tanggungjawab belanja; dan 

b. buktl penerimaan barang/jasa di tempat. 
(3) Dalam setiap pengajuan SPP sebagaimaoa dimaksud pada ayar ( 11, sekretaris 

Desa berkcwa.jiban untuk: 

a. meneliti kelengkapan permintaan pembayaran yang diajukan oleh Kaur 
dan Kasi pelaksana kegiatan anggaran; 

b. menguji kebenaran pcrhitungan tagiban atas beban APB Desa yang 
tereantum dala.tn permintaan pernbayaran; 

c. menguji ket.ersed.ian dana untuk kegiatan dlmaksud; dan 
d. mcnolak pengajuan permintaan pembayaran oleh Kaur dan Kasi 

pelaksana kegiatan anggaran apabila tidak memenuhi persyaratan yang 

ditetapkan. 

(41 Kepala Desa menyetujui permintaan pembayaran sesuai dengan haail 

vcrifikasi yang d.ilnkukan olch sekretaris Deon. 
(5) Kaur Keuangan melakukan pencairan anggaran sesuai deogan besaran yang 

tertera daJam SPP serelah mendapatkan persetujuan dari Kepala Desa. 



rancangan DPA unruk disetujul kepala Desa menjadi DPAL untuk mendaoai 

kegiatan yang belum selesat atau lanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat 
(l) huruf b. 

(5) Kaur dan/atau Kasi pela.ksana kegiatan anggaran dalam mengajukan 
rancangan DPA sebagaimana dimaksud pada ayat (41, rerlebih dahulu 
menyampajkan laporan akhir realisasi pelaksanaan kegiatan dan anggaran 
kepacla kepala Desa paling lambat pertengahan bulan Desember tahun 
anggaran berjalan. 

\"" 
telah ditetapkan dalam APB Desa tahun anggaran bcrkenaan. ~ 

(3) SiLPA yang digunakan untuk mendanai kegiatan yang belum selesai atau 

lanjutan sebagairnana dimaksud pada ayat (I) buruf b merupakan ~ 
perhitungan riil clan anggaran da.n kegiata.n yang harus diselesaikan pada _ 

tahun anggaran beriku rnya. \ 
(4) Kaur dan/atau Kasi pelaksana kegiatan anggaran mengajukan kembali 

tahun sebelumnya yang digunakan untuk membiayai kegiaran-kegiatan yang 

Pasal 64 

(l I Penerimaan pemblayaan dari SiLPA tahun sebelurrmya sebagaimana 
dirnaksud dalam Pasal 29 hurufa digunakan untuk: 
a. menutupi defisit anggaran apa bila realisasi pendapatan leblh kecil 

druipada. reallsasi belanja; dan 
b. mendana, kegiatan yang belum setcsai arau lanjutan. 

(2) SiLPA yang digunakan untuk menutupi defis,t anggaran sebagaunana 
dimaksud pada ayat (1) huruf a merupaken perhirungan perkiraan 
penerimaan dari pelampauan pendapatan dan/ atau penghernatan belanja 

Arus kas masuk dan arus kas keluar sebaga.,mana dimaksud dalam Pasal 53 dari 

mckanisme pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 dan Pasal 30 

d.iansgarkan dalam APB Desa. 

Posa! 63 

Pasal 62 
(I) Setiap pengeluaran kas Desa yang menyebabkan be ban atas anggaran BeJanja 

Desa dikenakan pajak sesual clengan ketentuan peraturan perundangan 
mengenai perpajakan yang berlaku. 

(2) Kaur Keuangan sebagai wajib pungut pajak mclakukan pemotongan pajak 

terhadap pengeluaran kas Desa sebagairnana dimaksud pada ayat {I). 

(3) Pemotongan pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mehputi pengeluaran 
kas Desa atas beban belanja pegawai, barang/jasa. dan modal. 

(4) Kaur Keuangan wajib menyetorkan seluruh penerimaru, paja.k yang dipungut 

sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 



Pasal68 
{ I) Kaur Keuangan wajib mcmbuat buku pembantu kas umum yang terdiri atas: 

a. buku pernbantu bank; 

Pasal 67 

(11 Pcnatausahaan keuangan dilakukan olch Kaur Kcuangan sebagai pelaksana 
Iungsi kebendaharaan. 

(2) Penataueahaan sebagaimana climaksud pada ayat (1) dilakukan dengan 
mencatat actiap penerimaan dan pengetuaran dalam buku kas umum. 

(3} Pencataan pada buku kas umum sebagaimana dimaksud pada eyat (2) 

ditutup seuap akhir bulan. 

' 

Bagian Ketiga 

Penatausahaan 

Pasal 66 
(l) Penyertaan modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 huruf b clicatat 

pada pcngeluaran pembiayaan. 

(2) Hasil keuntungan dari pcnyertaan modal scbagaimana dimaksud pada ayat (I) 

dimasukan sebagai pendapalan asli Desa, 

Pasal 65 
( L) Pencairan dana cadangan sebagalmana dimaksud dalam Pasal 29 huruf b dan 

pcmbentuka.n dana cadangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 huruf a 
dicatatkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan. 

(2) Pencatatan pencairan dana cadangan sebegaimena dimaksud pada ayat (l) 
merupakan pcnyisihan anggaran dana cadangan dalam rekening kas Desa. 

(3) Pembentukan Dana Cadangan scbagaimana. dimaksud pada ayat ( l) dilarang 

digunakan untuk membiaya.i program dan kcgiatan lain diluar yang telah 
ditetapkan dalam Pcraturan Desa mcngcnai dana cadangan. 

(4) Program dan kegiatan yang ditetapkan berdasarkan Peraturan Desa 
sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan apabila dana cadangan 
telah rncncukupi untuk melaksanakan program dan kegiatan. 

(5) Dana cadangan sebagaimana dimaksud pada ayal (4) clianggarkan pada 

penerimaan pcmbiayaan dalam APB Desa. 

(6) Sekretaris Oesa menguji kesesuaian jumlah anggaran dan sisa kcgiatan yang 
akan clisahkan dalam OPAi,. 

(7) OPAi, yang telah disetuju! rncnjacli dasar pcnyclcsaian kegiatan yang belum 

selcsai atau lanjutan pada tshun anggaran berikutnye. 



(51 Pengcluaran atas beban APB Desa sebagrumana dimaksud pada ayat (2), ayat 
(3), dan ayat (4) dibuktikan dengan kuitansi pengeluaran dan kultanst 

pcnerimaan. 
(6) Kuitansi pengeluaran sebagaJmana dimaksud pada ayat (5) ditandatangani 

oleh Kaur Keuangan. 
(7) Kuitansi pcnerimaao sebagaimana dimaksud pada ayat \5) ditandatangani 

oleh penerima dana. 

~ 
(3) Pengeluaran atas beban APB Desa untuk kegiatan yang dilakukan melalui t 

penyedia barang/jasa dikeluarkan oleh Kaur Keuangao langsung kepada 
penyedia atas dasar OPA dan SPP yang diajukan oleh Kasi pelaksana kegiatan 

anggaran dan tetah diserujui oleh Kepala Desa, ~I L 

(4) Pengeluaran alas beban APB OC$a untuk belanja pegawai, dilakukao secara \ ~\ 
langsung oleh Kaur Keuangao dan dlketahui oleh Kepala Desa. 

swakelola dikeluarkao oleh Kaur Keuaogan kepada Kaur dan Kasi pelaksana 
kegiatan anggaran atas dasar DPA dan SPP yang dia;ukao serta tclah 

diaerujui oleh Kepala Desa. 

Pasal 70 

(ll Pengeluaran atas beban APB Desa dilakukan berdasarkan RAK Desa yang 

relah disetujui oleh Kepala Desa. 
(2) Pengeluaran alas bebao APB Desa uotuk kegiatan yang dilakukan secars 

Pasal 69 
Penerimaan Desa diseror ke rekening kas Desa dengan cara: 

a. disetor laogsung ke bank oleh Pemermtah, Pcmerintah PTovinsi dan 

Pernerintah Kabupaten: 
b. disetor melalui bank lain, badan, lembaga keuangan darr/atau kantor pos oleh 

pihak ketiga; dan 
c. dlseior oleh Kaur Keuangan untuk penenmaan yang d1peroleh dari pihak 

ketiga. 

b. buku pembantu pajak; dan 

c. buku pernbantu panjar. 
(2) Buku pembantu bank sebagaimana dimaksud pada ayat (I} huruf a 

merupakan catatan penenmaan dan pengeluaran rnelalul rekening kas Desa. 

(3) Buku pembanru pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (II huruf b 
merupakan catatan penerimaan potongan pajak dan pengeluaran setoran 

pajak. 
(4) Buku pernbantu panjar sebagaimana dimaksud pada ayar (\) huruJ c 

merupakan catatan pemberian dan pertanggungjawaban uang panjar 



Pasal 73 

Bupati menyarnpaikan laporan konsohdas1 pelaksanaan APB Desa kepada 

Menterl melalui Direktur Jenderal Bina Pemerintahan Desa paling lambai minggu 

kedua Bulan Agustus tahun berja.la.n. t--' 
Bagian Kelima. 

Pa.sa.1 74 ~ 
(1) Kepala Desa menyarnpaikan laporan pertanggungjawaban realisasi APB Desa \ 

kepada Bupati melalui camat setiap akmr tahun anggaran. 
(2) l.aporan pertanggungjawaba.n sebagaimana dimaksud pada ayat {1) 

disampaika.n paling lambat 3 [nga) bulan setelah akl11r tahun angga.ran 

berkenaan yang ditctapkan dengan Peraturan Desa. 
(3) peraruran Desa sebagaimana dirnaksud pada ayat (2) disertai dengan: 

a. laporari keuangan, terdiri atas: 
I. Japoran realisasi APB Desa: dan 
2. caratan etas laporan kcuangan. 

Pasal 72 

(11 Kepala Desa menyampaikan laporan pelaksanaan APB Desa semester pertama 

kepada Bupati melalui carnal. 
(21 Laporan sebagaimana. dimaksud pad a ayat ( 1) rerdiri dari: 

a. laporan pelal<sanaan APB Dcsa; dan 

b. laporan realisasi kegia1,an. 
(3) Kepala Desa rnenyusun laporan sebagrumana dimaksud pada ayat (21 dengan 

cara menggabungkan seluruh laporan sebagaimana cilinaksud dalam Pasal 56 

paling lambar minggu kedua bula.n Juli tahun berjalan. 

Bagian Keempa\ 
Pela po ran 

Pasal 71 

(1) Buku kas umum yang ditutup setiap akhir bulan sebagaimana dimaksud 
dalam Pnsal 67 ayat. (3) dilaporkan oleh Kaur Keuangan kcpada Sekretaris 

Desa paling lambat tang.gal 10 (sepuluh) bu Ian berikutnya. 
(2) Sekretaris Desa melalcukan verifikasi, evaluasi dan anahsrs atas laporan 

sebagaimana dimal<sud pada ayat ()). 
(31 Sekrcu1.ris Desa melaporkan hasil verifikasi, evatuasi dan analisis 

sebagaimana dlmaksud pada ayal {2) d1!11lmpaikan kepada Kepala Desa untuk 

disetujui. 



BABV 
PEMBINAAN DAN PENGAWAS/\N 

Pasal 78 

Bupati melakukan pembinaan dan pengawasan pelaksanaan pengelolaan 

keuangan desa yang dikoerdinaaikan dengan Aparat Pengawas Internal 

Pemerintah Daerah. 

Desa Semester Pertarna, dan Laporan Pertanggungjawaban tercantum dalam 

Lampiran yang merupakan bagian udak terpisahkan dan Peraruran Bupati 

ini. 

Umum, Buku Pembantu Kas Umum, Kuitansi, Laporan Pelaksanaan APB 

Peraturan Kepala Desa tenta.ng Perubahan Penjabaran APB Desa, Buku Kas 

Pasal 77 
Format Kode Rekening, Peraturan Desa tentang APB oesa, Peraturan Kepala 
Desa tentang Penjabaran APB Desa, Panduan Evaluasi Rancangan Pera1uran 

Pasal 76 

(l) Laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 72 dan Pasal 74 diinformasikan 

kepada masyarakat melalui media informasl. 
(2) lnformasi sebagaimana dimaksud pada ayat (l) paling sedikit mernuat: 

a. laporan realisasi APB Desa; 
b. laporan rcalisasi kcgiatan: 
c. kegiatan yang belum selesai dan/atau tidak eerlaksana: 

d. sisa anggaran; dan 
e. alamat pengaduan. 

Pasal 75 

(l) Laporan Pertanggungiawaban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 74 
mcrupakan bagian dari laporan penyelenggaraJlll Pemenntahan Dcsa akhir 

tahun anggaran. 
(2) Bupati menyampaikan laporan konsolldasi realisasi pelaksanaan APB Desa 

kepada Menteri molalui Dtrektur Jenderal Bina Pemerintahan Desa paling 

lambat minggu kedua Bulan April tahun berjalan. 

b. laporan realisasi kegiatan; dan 

c daftar program sektoral, program daerah dan program lainnya yang masuk 
ke Desa. 



Ditetapkan di Sunga! Raya 
pada tanggal :; 1 Oe.,a,,,ber 20 J 8 

BUPATI KUBU RAYA 

Pasal 82 
Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 

Agar seuap orang mengetahuinya, memcrintahkan pengundangan Peraturan 
Bupati ini dengan penempatannya dalam Serita Daerah Kabupaten Kubu Raya. 

PasaJ 81 
Pada saat Peraturan Bupati ini mulai bertaku, Peraruran Bupati Kubu Raya 
Nomor 9 Tahun 2015 tcntang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Serita 

Dacrah Kabupaten Kubu Raya Tahun 2015 Nomor JO), dicabut dan dinyatakan 
tidak berlaku. 

BAB Vil 

PENUTUP 

Kerugian Desa yang tcrjadi knrcna adanya pelanggaran administralif danj'ateu 

pelanggaran pidana diseteaaikan sesuat dengan ketenruan peraturan perundang­ 

undangan. 

l'asaJ 80 

Pasal 79 

(I) Desa persiapan mendapatkan aJokasl biaya operasionaJ dan biaya lainnya 
yang ditetapkan dalam APB Desa induk berdasarkan RKP Desa induk dengan 
besamn sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. 

(2) Pelaksanaan alokasi biaya operasional dan biaya lainnya sebagaimana 

dimaksud pada ayat (I) dilaksanakan oleh penjabat Kcpala Desa Persiapan, 

(3) Pelaporan dan pertanggungjawaban alokasi biaya operasicnat dan biaya 

lainnya scbagaimana dimaksud pada ayat (]) dilaksanakan sesuai dengan 

ketentuan peraturan pcrundang-undangan. 

BABVl 
KETENTUAN LAlN-WN 



Kodc Re-lcl!'ni:ng 810,\NG, SUD 810ANO. dM KEOL\Tt\N 
I BIDANO PENYELENOOARAAN PEMERINTAllAN DE..<ti\ 

9irl1m11 ~fl\'"l~nwrann Pem"1nm.Jum De'"' l:H'ri,d JWb bldan,t dnn 1«!,ti1uan \""a;n,c 

digwullutn untuk nu"ndukung tr""'krtgg:11.Nil1Y14 (unggl pewcnnl&l&:I 0C"t1a )"1U18 

l))('Qt'ak1.10: 

I I &'ub Ebdanp; ~nydeoggamen ik-lMJA. Ptngh~An 'fl'.'t~p. 'rnni~OJtan f1AA 
O--idonnl Pnnennlhhtu, Ix,~ IMaks:mttl 30 f~;, u111uk kt'.fl•&LD.n 1-71 

I I 01 ~nl'edi&an Pen Ull.n.r'l 1·eu1.o d81'11'un Ju,..u.1a. nese 
I l 02 PcnvNl im:m Pt'n ,i,iian Temp dim l'unu,n .... n J>uan1dml Jkan 
I I 03 Pen-.•ediaan JamUtan Sosial ......... Kc--...1a Dt-.&a da.n Pcran""'"t Oesa 

I I 04 Pirn_yediaan Ope-ru.ional Pt>mr:rintJ\h Otv1 {AT~ Honomriuo, PKPKO dwi PPKT>, perlcong)ti\pitn 
perbnlonm. dtnitA/au-1btl~ Uat.tik/telpon, dll,I 

I l 05 ~ft .. 't'di.um Tl.ininn.,.,.n BPO 

I I 06 l~n,>ediaan Openu.:ional BPD ibp.at·rApfl,f t!,TK. makan·mi.num), pttJt-ngkApi\n pe,JcantorRn. P~ 
$(>NWW]. -rjo.lnnan din;i$.. bstnk}tA!lpon.. dllt 

I 1 07 P(onyl"diu.,.n 1~1.U/Openuu,:m.al RT/R\\ 

I l 'I0-9'l Lmn·lmn 8ub Bidruig Petlyt>Jenggaraan Bc::lanJ.-. Pmghuil.M ~p. 1'unJo.ngiln d34n 0pl'rll6lonnJ 
P..mrri.mnhft.n Tklln 

1 z Sub 13.durtll Sruiuiu dan Prasantrut Ptmr.rinudten De,;;t 
I 2 l P..nve-dj.:ian Mrnnn (ltM-1 l.ecan\ nt!Tlmnh.lr1U1 rtwtn1ennta.h.cu, 
I 2 2 l~rm:hhanlal\ Oedun .. /f'rAMrM& KA.n1or ~M 
I a J Pt-m ban .... • 11,11n I RehubUitu .. m J I' Oedun .. 1Prasatant1 AAnmr Desa'" 
I 2 90.99 lnin·lnin kclritUAI'I BUb bida.nn &il'Ane dRn AS9.rruua. t>t'm('nnfah.1n De-"', .. 

I ,l Sub Bida1•'" 1\dminjsmt.,;a Kr. ....... fluduJmn, Pt-n('Jtlntnn &oiJ, Sw.Ullt.ik dd.n h.t.!1ttsman 1 I l l 
Pdayo.nAn &dmln.isll'e.lli umum d.m kiepemhiduklln IS\mu l'engw1uu-/Ptla.yanan 1..-t?. hktb Kelabitcui, 
Kim.u IMUUJ"Wl, dU. 

I 3 2 rc.:nvusun8J\/Pcni.latruu1/Pt-mu1nkhtrnn Prom OcllA !prom lurpendudukan dan potensl de·sa;-• , 
I 3 ) PfonRC,loli:i.m adminhLrui Wtn kt'&.r~-·· ~ .. !ffl.etint.ahan dr~ 

l J • ~n.yuluha11 diUl Penyada.nm Mru.yw-ak-aL lt!ntang 1't'JX'T'dudulu:m d..!.u ~ncA1Ahll1 .SJp 

I 1 5 Pt-roetium dan Annb!ICl!I K~nu8kinan Oesa secere Pams1r~1tif 

I 1 'IO .. lnin·l,11,in kC"gintnn sub bitlwtg atlmmistra51 kt"~nduduk;m, pencat.Atn.n siplJ, !lotltthiUk chm kt:o.tsipan• 

I • Sub BldmvrT,ua Pt&ja .P1!nu•n.nmh.11n, Pt-fl'nr..mMn Krounn,im dan ~11:s .... •mn 

I • 01 
p.,nyel~nggaroan fl.tusynwarah ~CR',"A.nRAf\ Oe5o1/ P~mbahrur.in AP001.'a fMusdH,MUl'lr.:!nlmngdel!I/Pra 
Muvt'flhangdt-s., dU. bend.lat ~guk.T) 

I • 02 
IT-D)C!JcnggAntnn Mu1:tJ11Whfi1.h OctiiU lainn}'fl (r.nusdufl, r~hun WIUfl:i'I, di)., y;inl( bt-rii.ifot non,"1(Ull"r 
~ai lc:chut.uhan d~l1£1) 

I • 03 f'l'nyusun.an Dokumcn Perecceneen DC'aa IRP,JMl)rc:;/R:Kl"l')c,~dll! 

I 4 "' 
Pe-,wusunao Dokwnen KcuA:Ogan De1111 IAPBDc•/ APODt-" PcrubAhan/ LP,1 APllDe.. dru, sd.uruh 
dokwn~n tttluu1) 

1 4 OS Pnlgel1.1l.aao/Admmistraal/CmcutArisa8i/P\-ntlaian Ase1 Oc6i\ 

l,AMPIRAN 
Pl!:l~'fURAN BUPA11 KUBU RAVA 
NOMOR 1'/ TAHUN 2018 
TENTANCr 
PENOELOLAAN KEUANOAN OESA 



~ .. Rrk~wng BlOANO, sun mDANO, dnn J.:&Gl,,\TAN 

l 4 Ob r>en,ru111unW1 Kebijnlmn Oe- (Pt-rrlt'1i/Pc,rbidH1,, dU ~ dihnu dokUt.DC'n R~ucwu, 
Pcmbangu111ll'1/Kcuengru,l 
P1:-n.fU$un.i11 l.n~rap ~AJ;i ~/~PVC'lrngg.i.rAAn Pc-ru~tahM Oesn (luponw.aldur t.ahun 

l • 07 aJlggartll'I, 18.µ(lt'A.Jl Akh..lt tn.ttM 1a1Je1J:1n. 1.uporan kcr.cmngnn a.khir tnhun t1nJtk11nu1 lnlt,«n&SI lttpa.da 
~rakat) 

l 4 08 J-'en......nban .. an Scr.1rom lnforrn1001 lkllol 
l l 09 KoordtnMit Kcr1A!lllln6 f'cnvde eraan Pcmcrlnmban dau Pembnn•unan De- 

fAnt~1r Ot,i;,,-.IJ\f'COmman/KnbuornN•. Pibak KM;-. dJO•• 
l ' JO Dukun-.... l'ellUCM.nail'U'I drin SM;i.;afbui,;i rDk.nd~, Pt-millhnn Kt-"""le. KC'tllilevah~u i.l.itn 

Ptmllihan BPO b'at1g m.eitjad, ~·ewcllflng DeA.j 

l • JI ~nvel('n-.,.roA.n Lorube enter kewila.vuhan dan 1:man kon11n ...... d.4lum 
mcn .. ,1e1.1u I.A'amlJa De.st 

l • 90~99 lain·IAl.n ke""'"t.i.n sub bid.Mu, tAtn nr.ml. -mt-n.nt.than, t>ert'ncenMn, ktu"'-"'M J.,,., 
j)(:l<U'M,)l',y\~ 

l 5 Sub Bid ........ Pt<ttaufthtu1 
l 5 01 Scrhfik;a$1 TAAM Kiui Dr.f;;._-. 

I 5 O> ,\rln:w,l:.rn1iiri Pn-ln_n;t.hnn jl"endlS.ltnrnn Tan11h, rhi..n r,.mtlMiiu, Rt"gil'IIJ'n.s.i A.R('od& PtttrutMrul) 

l 5 03 Fa.ii:ihta.oei Seortsfi~ TNnah unluk. t,,btSFt,r&k1u Mi»tln 
I • 04 M«hmri Konllik- f'loruan~h;m 
I s OS PeofUJuhM Ptel'Ul.1)ahM 
I s 06 Mmuustnt.~ Pa1ak llum.1 dan Uan•unnn (Plil31 

I s 07 l"cnentu.an/Pcncgasan/f'ffllbil.ngunan Batu/Patok Tanah OC60. •• 
l 5 IJ()+qq bun·laJn k~.«int.un 11ub bllla.nir -..rtmuuuu,• 

2 BlDI\NO- PEl,MCSANA.lloN PEMBANGUNAN Of,S!\ 

B1dMg PdabR:l'.iean ~bM.gurum ~ bcl"U'ol wb bidAOg dfttl k,..,:iatrtn rt~p~mhnnguoan 
pcmdM.ikMt, kc.aeha11m, peke~ umum., dao la.m+la.ln+ Pcmb&uguna.n l.ttlak be:rllrti bw,yii. 
ptmbanjitUn.tn ~"' fii;lk a~n 1·eo1.1piJug~ 1eorko111 d~n,ttan peomban~mo1n Jl(ln hr.ik wprrti 
penttt:fflbansan dee pMnbln.aan. 

2 I Sub Ojd1.1n1t Pf'ndKfik;m 

2 I Cl I Ptn~le-np,ganmn rAUl)/T'/,,,,/'rrA/TlU\f'l'PQ/Misl.tr--.ah Nc,n·Farmlll Mi.bk lkS'l'' l&nlu.an lfnnor 
P..11,1.t~l..r, PakQ.ian St-.t~. Opr-ffl&iMAl. dstl 

I 02 Du.lam l Ptttv~tei·..,. ... ·aan PA.VD IAP£. Sanu:ta PAUD, dstl 
2 l OJ f'nn,-uluh.;an da.n f#dbdhun Pendtdlkan 1-..,, .. 1 M&-vurakut 

~ 

2 I 0-1 Pcmt'l.ibanutn Sa.ran& d.an P'l'1lS8:l"aoa Pe-tpue.laka&.1,/Tamaa .B8Caart Dt".sa/ s~.ugaat BtLuJai Mllik Dua 
•• 

2 I 05 V.-mcbbw-.aun Sanuu, dim !''nlsarana f'A UO /iK /1'PA/n:A/TPQ / Mad.rss.'\b. Non · Foroial Mlli.k Dc88 ° If 
> l 06 P.-mb6ngw)An{R~h.abilit.Hi./Pcnin~tAn/ Pcng1ulwm Sarma/l~~imn/ Alnt t'rrug;.1 1'.A!u.k,llif (.APl:.1 

PAUD/ '11.'./TPA/TKA/TPO/M.adtasah Noo.·f'onnal Mi.lik O..i.a•• \ 2 I 07 Pc.·mbQngunao/R<'habilitaSi/~ningkawi S.v:Ant1 ~,rnn.,1 Pc-rpu~k.wn/Ta;mlll'I 811Cban De~/ 
SanAAar klttjnr Milt.It 04!1Jtl "" 

2 I O• J\:.ngdolaan 1-\--rpustaka.1.cn Millk Dt"tlR l~n.(ladnan Buku·buku E:laf:o&An. ltonor Pt-ru~ uncuk. 
~rpuilllol,lcaan/,.aman &t:a.n 0t"aa• 

2 l .,. Pc-n•-mlwln...,. .. dan ~mbml!lan 5an .. , ..... Seni dbn .8e~1tu 
2 I 10 Oukun ..... •J Pcndidikan b<><ri Sl&.wiL Miskin/&-....,rrsrMi 
2 I 0099 btin·lum ke1t1Arm1 wb lud.a11• ,o,:ndklikan" 

2 2 Sub Oidnnv Kt•.!tdu1.l.1m 

2 2 01 Pcu~·1·lf'fl8gBnutn Poll- Mt'ICbAtan D<-.s.a fPKDI/Polmdl'S Milik DCSA lObm -obatan;Tiun.00.ruut lnse:uUf 
B1dm1 ~/f~rawa1 Ot-sa; Pcny~aan Pelayanan KB dau Abi.t ~<mlrft!lcp,'SI btigi Mlunrg:1 Mis.kin, Wit) 

2 2 02 PenyrJt-nSR..111\IUl ~-undu (M;ikilnnn Tnmbntu:m. ~ ... tns O,u IIAmil, ~Joi. l..in,g,1' lntM"ntir Kadn 
PosyanduJ 

2 , oa Ptuvutuhau dan 1-TlaLltUl.n Bidana 11:.~h:atan fUnruk Masva,-akat. Tit ........ 
K.nch.Uan,. ~Zldt.'t '"°1$¢.hntan. dill 

2 2 (M Pt-nvek ...... arnn:n !x-.SA Sji"I .... K~hntnn 
2 2 05 Pcm.bin.a.an ra.1.at.,a. M.'("rsb Rf:m ..... rPM.RI tlu""'at deae 
2 2 06 ''= &:r-$!1.!l:;n atau 131.ll.lS Ke!u1Ua;., B;idl.ta (B 



11'.odl" Rdcn.lng Bll)ANG, sun FUOANO, di.n KEOIATI\N 

2 2 07 r.mtbmaan do.n p ........ ,.i,d&&.n Uonvn A~seb.atam Trudi.saomll 
2 • 08 l>wom4':1ihAr R,.1;n &rRna / Pr1u111rAnA P(,svlU'ldu / Pol.ndct./ PKO 

2 2 09 ~m \u1ngun1:m I Reh11 bilitn,;;1/ ~nin.glmum / Pr-nAAdaan $.u.i;n a/ PnlsarMA PotNMdU I Pol.imle.s/ PKO .a 

2 2 90-99 lam mm ke-in111.an ,rub bw:ban1t ke!l:'t'-Nlt.an* 

2 3 Sub Uidn.mr. f-'rkM1:1.-..n Umum rln.n Pt:nnlnnn Ru11no 
2 3 OJ Ptrodiliar8M Jalan Dua , J 02 J'<mebharMJ1 Jiilan Lin .. w-., .... ;m. l'ermukunan/Canir 
2 3 03 Prm4':li1lAnJ.1111 ,hW110 U8il.bA Tani 
2 3 O< f-'t:mt<.l.iharaa.n JembiUM. Milik Deea 

; 3 OS Pc.mdlhara&ll Preeerene JeJM neee (Oot<1t1g~gutung.. So.lukat.1., &~/8.lul, Cuh1t:f't, Dr1nn.11--. l'rn,iamnn 
Jal.an !Jcln) 

2 3 06 hmt1Lliaraan GNlu""" 'f>m.liflrMlA ~hu Oe5t'JBIUEli l.:t-masyJU"M.luiUu) , 3 07 ~c,Uluu~ PellUl.k~ Millk Oc#/Sltus Betscf.1.rah Milik Dc6raJ ~~ Mihk , 3 08 l't-mf'lihnn111n E-mbun111: Mibk Ot'$i1 
2 3 09 Petntlibru-.ean Mon umen I Ganotst J &ta9 OoC$1 
2 J 10 """ ., Rt'ba.btbt.&li/Pcnin 'Pcn-f'lllllm JJWl.n Ot!,;n. •• 
2 3 JI ~mbu.n.aunao I Rcllilbilitrusi I Pt-- · 1nn/Pen•t.'rnSi.\O Jalan U01tlru_no•n 

Pennoku:DenlGe.t111 .. 
2 3 12 ""mhan-•nnn Tll'ehatnli1a,U/Penin""'"lanf~n-a.111nn Jnlan u~-..NI Tani •• 
2 3 13 l'<mban •'Rt~/Ptwtl 'Pcn-asan Jcmbaian M.ilik ~M •• 

2 3 .. PemhAnP.:un1u,/Rcbnb1hlA-.i/l"'t-nin l:>rft.."la.r3ntl ,Jalnn Oeaa (Ooron•-IM-1'1,nll', 
Sc:-lokan, Box/Slab CulvC"n, 0Tllll1A.!M:', Pnt.~n11.J~_hm 1run1 .-. 

J .1 JS Pemban,1tunnn/Kehabwta:d/r,>,.,nin•" .. tw:1 Ua.lai Oe$1t/Baltu kl'fflff~iwtn•• 
2 3 16 ~tt""" ... "'ltlan/R('babilit.88i/Peonin•1t2.1om ~mruc:atnan Milik Dcsa/Situs. lk.--i.1~ 

Milik Ol-S1t/ JJ-..-uta-u 
J 3 17 Pt:mbuaum/Pe-mut.nkturan f't-01 Wilavwt dw, ~ Oesa •• 
2 3 18 Pel)cn,.suuan OokumC'l1 Perenceeeen Tau• Rq.-.no i)r,AA 
2 .J •• Pcmbanount1n I Rtohti.btl.ita:111 / Paun tao Embu.i,o 0('88. • • 
2 3 JO P<-.m nanlR.-h.i.biliuoQ/~mn•.....,tan Monum.en/Ga.uural&lml Oeisa •• 
2 3 90·"9 lb.in·lal.n ke":"ran sub bidan• -ker""'"" UID'-"11 drut ..... netann ruaee- 

2 • Sub BKlM.111: hllWUll.1\ ~u.k.lm.ao 

2 • 01 OukUn£iln pcl.aks&naan program Pembang,.inan/Rcheb Ru.mah Tidak Li.vale l lum !RTLI n Gt\KJN t 
(pcmf'1ai:m vnUdle'lsi, dU! 

2 • 02 P...mdibatMJl Sumu.r ReunAn Mil.ik Des. i 2 • 03 ~lihataan Sumbt-r Air SC'Niih Milik Cksl. tMnl.n Alr/Tn.ndcm r>cnnmpu.ng.'tn Aft' I lupm/S:umur 13or. 
dll\ , • 04 Pcmf'lil\llm_nn Sambunuur1 Ab Uersf!l ke Rum.Ah 1' (o>I ...... dllJ , 4 Os Pt-mi.,lihatean &nlla$ ~rmut,om;.m IC'o0mnJ!.-·-rom•, Seloktm. Vanl dU., diluar \) 

l • .,. l''cmebhrmum f.'as111.t.M Jit.mban Umum/MCI\ umurn, rill 

~ • 07 Pemehrum..art Ftiili1at:i ~Agclolaan Sampab Oe11$/Peroo1..1kimi1n (Pt'ni.\mptmY,lln Hank &mpuh. dU) \ 2 4 08 Pt!:m.r.liharkiU'I Sisr~m P.-mbuo1n111:1:m AJr Lsmhah •onun~. Alr limbab Rumeh Ta.uo-1u,1 
2 • 09 Pcnuibhatea.11 1'wnan/'l~SJnflt'I tkrtrli\ln t\n..-U:. M.ilik DCM 
2 • lO ~mb.i.nvuonnlfkhnbibuuAI J'>em.n••"" .. t.an Sumu.t R~-11:ill)M •• 

2 • 1l Pc-mban,KU-nan/Rf'W1hililalll/l°enlJ'lgkul.l'tn Su.mbt'r Alt Bersili Milik De-AA (Mll1il ~1r/Tamlon 
Pt:narnpUt\gjU) Air HujM/Sumur Oor, dll)"" 

2 • I} Pcmb1mgu.n.an/R1.•hahili.1.U!A/Pcnlng.luu.1m Stuttbuoga,, Alt BcrAA k.r. Rwnah. T1,1.n~ia (p1panieasi. 11D)"' 

2 ' 13 
f'emban,:unan/Rc:h1'1,i11tru;i/Penuv.k.itain Snn.1t:Mi f'C!rmukim..,n tOo-rong·gorong. Scolokwt, l'o1nt. dll., 
dlluar prA!51U'unu jalftnl •• 

2 • ••• Pcmbm, ... •rum/RcbahiJ1~/J>enmaka.lzU1 P'usUUt# Jtunbd.i:1 U.m.um/MCK umw:u, d1l •• 

2 4 15 remblmgwum/Rduwibl.U!Si/~nmgka,1&1 Fa!lihte- Pengck,buin Smu.pllb Oesa/ l~rmu.lam.An 
(Pf,flampun,:rm, llllnk Samp"h, c.lU)0 

2 4 16 ~lmngunanJ Reh.a.bd1tl\SI/Pt-mngka.tun Si.stem. Pcmbun.npn Al.r Lt.m~ IDn:una::1e, Au Umbru, 
Ruroilh TAA,a;t.nr , 4 17 P.•1nban..,,•nan/'Rehabilt1..QSi/f'f'11inor1rn1an ·ramiln/TfUmm Rttm11in Anak Mllik !N-....-1- 

2 4 90·'99 lnin·liun ke 'ab..n !Alb bida.t111 nt"rUm.fthll.l\ Nlk\'lll da:n ke.w&8AO •muk.in,&..11 • 



fv>dri RC!IJro.i.ng Blt>AHO, SUU UJOANG, dim KF.GIATAN' 

l 5 Sul) Buhm1: Kchutamm dan Lin•Ja, ..... an ffidun , s 01 Pen .... 1 .. 1i:tJu1 HuhU\ Milik Ck,.-. 

2 • 02 ~n.,..Jo!.11.n l.m•1t1.inmon !hdup Or1111 

J 5 OJ PcW.1iliff.n/Sos11:ll~/ri:-nyuluhn.n/f'cnyadaran um111ng Lln~nR~n ll1d1,1p (lru, lv·hu1anan 

2 5 90.99 l.Bin·lal~ kC!i!~1e1.Uln ~I; l.ndar11, KchuU.nun d&n l,incn,runcmn llidup• 

2 6 Sub Oidnn,c. l-'1:--rhubunia:11n., Nlmun.dauiri, cl.an lnfom1acib 
2 0 01 PcmbURllUl Rl\mbu-uunbt1 di Ja:lnn ~ 

2 6 OJ 
P..nw!cngg11me.o Tnform""81 Puhlilc Ot":<ia. fMl8o'IJ: Pw:-mb\lAJM Postc-t/Bahbo i.uforintil pcnet.apa.n/Li•J 
AJ1:J0es u.nluk W W'gi., tllll 

2 6 03 p ......... Jol.atm Wut J~embuot.an Jari.n•..,..... 'ln:stal.;uu Kamanika:,;i dan Jnfonnns1 l.okal Ix-SA , 6 90-91) tru.n-hun ke.-.u ........ sub bidan.-. Perhubun,:an, 'tl:omun.iltaet, (Inn Jnformatika• 

2 7 SUb Bid.Ml! Bnertri dan Su.mber Dava M.ioere) , 7 01 Pcm-el.ihunwtn &n1.11a dan l'm.isarana En .. nn Ah.e.run.ll..l tma1<nt IJl"IS.$ 

J 7 02 Pembesngunm1/RcliaWlhasi/~nuiglauan StlNU'lfl d&.n Peesecene EhC!rJ11 Alwrnutll lmg.kd1 Uesn ° 
l 1 90.99 1Am·l.au1 kt- tan su.b bfda En• den Sumbt-r Oava Mineral" 

2 • Sub Bidun11: Pnnwiaalli. 
2 • 01 Pemclibaraan &t\11\a dan Pn:191.mnA P11riwi.Ml1a M.ilik DeM 
2 • 01 f'em'· n.an/Rehll.biliUUl:i/Pcnm ... i.. .. wi Sars,,na. dan Pr~ P&'IWlllAto. t<.Ohk 
2 8 03 Ptoo-mbU11=tn l'llriwi,..ll.i:1 Ti.nal<"l11 Oto- 
2 • 90·9? laJn·lal.a kt: UU'I sub bid ........ n."'tJiwi51U1'0 

3 BIOANO PEMD{NAAK KEMJ\SY ARA.KATAN OESA 

Btdang JM!mbmtu:t.n kem..iryu.ruiuu.a.n berisi !IU~ bktang clan k~giauu, \uttuk m.cnU)p.lltluw P"tan !111:l'ta 
dn,, k~rnn ma.5)-nraj(a1 /lt-m~ kcmmM..,-1Ui.1,1'Ll'ln eeee y,mg mentlukunR p:o&'!l"I prmbnn,c.unan 
desa.JAO.g meoied"up; dewi yang mi-ndukung pros,es J"H"fflb.:lnl{\lnftn dt-&a Timf' r:nt-ncaln-lp: 

J I Sub 01.d.m• Kclcntemman. Ketcl'Ubful Utown. dai\ Pclmdur\a:&n. Mil.8\•a.rakaL 

3 I OJ 
Pen,cnda.nn/r pelak!¢uuum 1nt1wAl ronda/po,l..t(>h dU, uenvderiggaraan Pi.;s K~rut'lftn.1n Ocsa 
(pcmbanKUrufJl. 009, oen•pW-olOOJl 

l I 02 Pc-n~l!HU> ~ ~ning)c-.atim K~ruritrui. Tenug-o1. Keanusnan/~tet'bbAn uleh l'emttnnta.h l>c~ t jSuillrunw, de$1l 

3 I 03 Koordinll.ld Pembl.naan &e1tnU'fut1.M. Kr.tf'niban, dan ~Undunga.n MA!WA.r~kM 41~g.1n l m,1~arukat/in~.amd pemenntnb d:.crah, dlll Skal.A Ltlkal De.a 
3 I 04 r~uhan Kts'Rl......,.a,,, ....... T Ekn~" SkAffl l.o.knl Oe:!IQ 
J I o; P...nvc,,dinnn f\»a Kcsia."""''""a&ln &naua Skal.ii. Lok.lJ Desa 
3 1 06 Oaotuen Hukum Unm.k ,\nnrntur o~ dim Ma,i~-ru-akat Mi.:lkm 

~ 
J I 07 ~bll.ihRn/Pt:nyuJuhan/~:a kcpiu:la M1:u1yant.ki:t.t di Bidang Hukum dam Pt-hndung.a.n M1u1yl\tiUCfll 

3 I 9().IJC> laln·Jejn kr.gumm ,si.1b tndi\n.y. Kct('nt.rrama.n, Ke~rtlban Umum, dw, Pdmdungl.!.n Masyanl.kal" 

3 2 Sub 61danx ~buda"'"• .. Jan Ke ........ tn&an 

J , 01 Pt-1nblnm.11n Gruup Ke!'lrnPm dan Ke.budal'D.u.ll 1'uia1n11 Oesa 

J " 02 Penprim.an Kon1inw-n Grnur ~~!ll!!ni"n dan K~budlWWa.n *'bflg;_U Wftk.il lk-9&. d• ll!\,[l,kil.t Kee-enetan dan 
J..abupa1en/KCKa 

J l 0.\ Pt-11~Jrn.ggarmm Fe~uvnl KCM"nffln, Adal/Kebud::i_y:aum, dan h.ettg.:unalUl (pc,1a)N1U haN k~mcrdekMn, 
hat1 ht~, kt.Qgamaan. dlij tu,~eit 1)(-$ 

3 1 0-J Pemelihtinwu, S:waoa dM Prasai•aoa Ktbud&vaa,ifRumah AdAtJKt ........ mun Milik Oe-sa •• 

3 1 05 Pwtt;a.ngu.nan/Rrhabilitui/~ningkatan Sllriu,11. dan "PmswAAA ~<"bucfAVAiU1/Numah 
/\d.at/Keagimumn Milik 0cM.. ... 

J l 1)0.'>'J Wn~IAm kf-M .. mn 11Uh bidQnf! J;~bud" .. .,..."n d,:in Kca-"nn• 

3 J Sub EIKlitQst lfr-mudn.u, doJ) Ofoh R1uia 

3 J 01 Pc-n,tirbrum l(tt,nlinlJ"n R,c-pr!mudi:iti.-n don 01.l.h l?np :r;ebaglU WWI 0-.--. di tingtuu Kt:nimRtan dnn 
Ka.bupat-'""n/ Kow. 



Kod,. Relurung lilOAHO, SUD fJJDANO, dAn Kf.nJr\TAN 

.. 3 (12 
Pr"nfel"nAA11r.um pc'Jiuih.tn k"pemud.a.-.n fl.:-l"f)(tmucfim.n, Pt"oyru:lat8o\n W4llift&11D l<t'b1:1njp111m rllJI 
tm&kst Desa 

3 3 03 ren-len .... 'lnlAn F,·,ei;i.h•nl/Lomtm M--mudmm d.an Oln.hr ........ tin•"°'"' Ot:M. 
J J .... ~mdD'l.v1UU1 SM,mri diVI PrnAAt'iWA !.'.'e,...01ud3i01 dan Oktb w ....... Mw.k ~se.·• 

J J OS ~1.KmR\m-M/ Flehrd>ilitMi/ Peoingkru.an $(t.f"Q.O.Q den Presareee K.ie(N-'1nudillw <htn Ohth Rag,., MilJk 
Ot118 .. 

3 3 06 ~bil1Alffl Kltmn• 1'tl.l'untt/K!ub K"n,,rnud&n/ Klub Oblh rnP.a 
3 j 90·99 bun·blin l<....,.lltan s.i1b bld.M• 'Ke-n:mdA..n dan Oh1h RQ • 

3 ·I Sub Sjd&n• K<"kmb"""''"l M..isvnrektt.t 
J • 01 Pt:mbinaan Lem.•- .... Ad.al 
3 • o, PfombinAAn LKMO/LPM/LPM(J 
3 ' 03 PembmaanP~ 
J ·I 04 ~Jntihttn Pf:'mbiniinn r.<"mbo•il Kf'mti.~·nrnlmnu, 
J 4 90-?9 I.Ai.n·bd.n. lu:'M"-UU:t wb bkL.nJt .M'lrmb"'""'-" .. Ml:lByku1Jutt• 

• UJl.)ANG J'EM~f..1,tOAYAAN MASYARAKAT OESA 
Ri(l1mst Prmberd.tYllli\n Mnsn.•1unkAl m'°'nl'Ak-up 5Ub bitl111n2 rJ;\n kitlftA1.-n ~-..n• 
di&rah.k:&J.\ unru.k 01\" ""'"'' tr:1ah&«1&'1:. ke laa nu:,19.,.·ftnik&t dab1m 
menrrw.!Glt.Jcan k~1ahtc-nutn m,1sw1~1 .......... aa m..,11,i:iikuo: 

• I Sub 8"'12n .. Krlautan dan Pf'rikanan 

' I I ~mcl1hsta&1 Kar&Jl)ba/1,,.ol&Ju Perikwle.n Dai-at t.Ulik Deee 

• I l Pemf'lihani.un Pe!Jabuh1m Peril<a.rum Summj/KC"Cil Mdik Delliil 

• I 3 Pem.lJ.o""urutn/Ri.·babiliuu.l/P'l'!mt1 .. 1,.atJ:U1 Kanlmbe/lfol.am P('rik&.ttan Ow1u Mulk o .... -·· 

' I 
4 ~bwi,gunan/Rf'habihtul/ Pt:nmgiumin J>cl.ahuhan Pcri.kanan $unjpU/K.rtil b.lt.Wc. ,_ .. 

• I s Onntutu1 J~nkane.n (Biln'tJPakan/d~d 
I I 6 Pc-1:Abbtm/Bimtek/Pc .. , .... -nnmn T~konot..w•, Tt'n11.1. GunA u.nluk l'cnluumn Oiuul /Nc1 ..... -an •• 

" I 9()-90 lain·Wn UK.fat.an sub bid.an.a kclAutan dan rw,TiJulnru,• 

• 2 sub Btd.tuui. Jtert.M.Uln dM ~1cmakru:a 

" 1 01 l"~liln Produka 'l'lU'Uunan P.uigan tAlat Produksi dan p~ri.gol.tluln penentsn. pengg.iUnga.n 
Padi/i"R\ln& dUJ 

4 ). 0) P1:.u.u1gkat.an Prudu.kst ~u.omal<Ju1 1i\1a1 Prvc.tukiii dim p('ng1)lAhan prt~makrui, Jc.and.mg. ,1111 t 
• 2 03 Pt-n°'•AtRn Kc-tikhMnnn Plona--:,_n Tin1tknl J)e81C (1.umbun" De.a, dtl) 

~ 
4 2 04 Pl'.mdiluu-ao Saluta.i:1 l.tloaM Tt:tslcr/Sedtthana 

• J 05 Pf'.b1tOmn I Rmlt.ek I P..,ns,_ennlnn 1' ckunu1• .... •r "'""' Ou:nn untuk f'e:rlmunn I l""\otan.lUUUI • 

• 2 90·90 l&n·lain keniaia.n sub bi.tl<>nir P«ut.niAn dAA Pt-t.rmAknn• 

~ • J Sub Bidim11 P at.An ti;.e.-..a,c..... ,. ......... tur Oesa 

• 3 01 Pf.ninmr<>tnn knnn.cita111 kep.-.!.1 Oeai;n. 
~ 4 J 02 Peni.n kA. ...... .dtM ...... ran .. 1,--,,.1 l)f--'ltl 

• ., OJ Penin"":ttan lat 81'1) 

4 3 90.99 laUl·bdn kc:nuarrut wb bidom,i. n..nioxlo:nan kl\n. .. !nl,as ,\n.:lrRtur Oe!RI 

• 4 Sub 8.idanll ~mbc-rd1'1Ji1A.n Pt-r..,mpuRn, Pc-rli.ndun1tnn Ann.Jc dnn h'.eluru-11,. 

• 4 01 Pdatih.sn/ l'\>!ovulUbaH Perobcrdl:\\"'<!an Peremnuan 

• I n, Pt.101:ihanff'e ....... ,fuhim Pcrllndun-·" Anak 

' ' 03 Pelat.lhrul dAtl PNl1t:\l.fltM Pt--nyAnd11n,: OifolwJ jpM1v1mdn.nR. dlMbiLit:a...:i 

4 • 90-99 IAin·lal.u kc<>Ut.lan sub b!d Pembt'fdava.lU\ Pttt-.mouan. dM f'erlindunoan Anak' 

4 5 Sub Buia.n" K.on.-n:.tsl Usaha Mikro Kccll d.tn Mt1:nl:!niah (UMKMI 
4 s 01 Pcl.atiht,,.u }.lanttJcmen £~1o1Mn Ko()f!1-as:i/ l(UD/ UMKM 
4 • 02 P'cn•embnn11,m.&trtma J1m.!aw-una U$1lha Mikru, .Ke-eil dun Mcn.-noot.b !:tC..rtl1 Jw..,....-msa 

• 5 O.) ~n•1:1dA,m ir-knfflo"" Te-""'t Gunia uniuk Pt-n111":mb~n•A:n P.kf'l'numi PffleMRn Nnn Pt-nnniAn 
4 5 l'J0-!)9 laio·laln kt-Jtlatan sub btd..,nir Ko-ras.i. U8ahM. Kecil d8J'I MenN•-.r.• 



t-'.od,. Relunl.ng BIDAHG, sun BIOAXG. dan P.lrolATAN 
4 6 Sus Duku"'"M ~&nambn MOfflll 
4 ,, I Pt-mbc:nrulm.n BU'M l)eir;;a tP..rsittpan rum t'1-.mbf:ntuk.ln l\wal BUM 1~\ 
4 6 l Pelntihnn Peneeloteen BUM uese lf'tiatlhM ·- .... dilnksana.k.Rn ult:h Dt•&'l\ 
4 6 90·99 lm.n·hun kc•..: .. , .... !IIUb brda.rui: l'Cruuuumw Mod.bl." 

• 7 Suh Bid1:mll!: Pt'rd"...,.""'<""' rlan P..nnrlu,;rrian 
4 7 l Pt:mt11.ihatean Pasar Oesa I Kios m.llik 04!.96. 
4 7 2 Pemban,tunan I Ke.habili ~mt Pcnin ~ Oe,;a/ KiM mihlc 0f!$U •• 
4 7 ' Prn-.mhAnHn lnduf!O"i kN"tl ll"'V4'1 Ot-AA 

4 7 4 Pembt-nr:ukan/FaslliW11/Pclatilu1n/Pffldam~ngan krlompok u&dhA dtonurm produktit tpcn.grajin., 
pcd~. indu,;ln rumah l.anM,i:11-. dUI ·• 

• ' 90·91'J liln·l1!n ltf«iatan 5\11> brdal'llt h'rclljpfllllfl da., ~ndu\"trlen• 

5 nrPANO PENANGGUL•\NGAN DENCANA, KEAJ>AAN OARUKAT DAN .M.ENDESAK 

81dMg Pena.oggulangM lk.nrnw1. l'V:-ad.u1n 0.VUrflt dan Mcndf'Stlk fx-AA digi.11\akan unruk k~alad 
peru,n,ggulangun bC!t1CWh\. zeeaeae dwurdt den m<"rHlt.'Sak; 

s I Sub B.idltng Pt-natl.i(gllla.ugan 9cfKIU11' 

5 I 0() Pcnan ...... ,J.n.n ....... Bencan-. 
s 2 Su.b Oidane: K~Adolilll OIV\IOU 
& 2 0() kem!otu1 Ooru..nu 

J Sob llirl11nl! ~t'nda,m Mt'nde,u:ek. 
5 3 00 Kt-11.datw f,,f('l'l.dE-ss.k 



1'olH Rtlaolllt'IS 

I u~- 
• b ~ • 

' Pt..~DA.PATA.'11 

• l Plo11d•a-t.u1 A•la Do•• 

• ' ' H..ad. L!'aalui 

• ' 1 01 Bll#P ~uil UI.JMl>cs 

• ii l qo.qq jLeim him 

' • • I a Hu:HAwt 

' • I ' 01 Pe~dolMl'I T.w•h Xu. Od• 

• • I ' 0, Te.mbo.l•n ~bu 

• 1 ' •• PllMr De•• 
• 1 ' o, Tt!!ttr,ot r.maitidt•n Vmu111 

• 1 ' .. Jann,p.:n ln:i;ui t)N,& 

' 2 .. P,l..!Oll~·· fk,111 \1111k 0... 

• 1 ' "' l(.,. .\hhk OeM 

• 1 ' °" f>ttln.111.0....an Ullpuig11n/Pnu.An1n• Ot..h fJW' lrol'11lc t>eu 

• 1 ' 9099 \..eui-~Ul 

• I ' $W11dao~ f'u11•1;..,.... d111n, Cott,.,. R~ 

• I 3 01 S.w.d9>-a., p.n.i1!p1Ui dan. gotDl'JQ fUoJtlQft 

• 1 3 0099 l4i.tl 181,tl SWl1,d11, 111, PlltllllfllUI 11111"' 00:(41(!: ~118 

• I ' lAm kltl i>c.11dli»t&n Adi °"""' 
• ' • 01 ttdil Punsuf.lUl llcM. 

• 1 • .... IA1n lam 

• l Tnm16u 

•I , • I 0..0.. 0.-•• 
• ' 1 01 ""'"'°"" • ' l ~n dar, 1'--•ll PllJllk dan Ile~ Oe.etah Krr,t,upo,renfko1- 

• l ' •• 0.,.11 tJiiln tt,,uJ Pl\,Ji( J•n P-el1iliua1 0~11,w.b '-"lu.1pu.1cn/ko1a 

• ' 3 Alokul 0.0.1 Du• 

•I ' >I 01 "' ..... l).11'111 l),;s,11 

• , • OtuHUIUI i,:,.,_.•flPll Jl',vvu,IM 

• ' • 01 l lAam.an ~tl@l'o da.n APOO Pn,!,w•1 

• ' • 9099 IA111 !tom e.-.,,, ...... "'""l.1!1,1,ill ,JA.,, APRD Pr'fA'Jnlll 

• ' •I 81tnuum K~n APSO Kltb11l'!lh'll/KtJ1A 

•I ' •I 01 a,uu1,1111 i<.u..tipn A.990 K.bu.,.tto/K.ot• 

•I ' •I 9o .. Ul.lll la.in SatU\an K~\111u,can dan Af'OO Kat..1.11uu.e,vt.t11.11 

• • I PN,d,iµ,,tan IAu.1 ~1(1 

• 3 1 ~a..an d1ui H111ail Kl!SJNIIU.. iml .. r 0•11a 

• ' 1 I 01 i'ltftelll:'l, •• m d.ui HdU KerillNWol .ICI\Ulr bl,.- 

1 J ,1 l"l!n«r1m.iui dJori Hu.ii Ked..-n111o ou .. 11.1\gt,n Ni;,ik Keflwl 

• , l 01 Pr.aeru,,.un dal1 Haail Kl!q•N:ma OcH dl'QAIU> P\h.-9k J::1'.t.P 

• J .a ~tt\m.1..1.n dlon Uuw.n ~,t.hu:n Ylll'lf. berk*i,111 di Dea 

• J 3 •• '"'"rnin111n ckrl f\11111'1•11 P.. u••li;.1u, )'UC loci lt.Jcui di a .... 

' •I • IIJl;,al, dlln a,unh.U\&'ln ..Jiln f'lhU Kdls,,i 

• 3 • 01 Hibl<h dAn aWUbl'l'llJID d1m J'ib.,l,: K'1~ 



• J • Kt.o,'eb, kh,;lllah•n l)lli.,IJ" l•h,..11-tal,uro ••IIIJ'lr•n .,.blih.itnr.)'• Ylll'C u.lll;lllcblo.tbt1 ~nma11.n iii la,.t 
Cleu Pll(ta ww.n a.~ bcrjot.an 

• 3 • Ot li~I IC-"l>ol111n ht1ffl1Q11 ,.,.1,,..n-u.Jmn "flJl&ll"'" ae,t,,,,Jumr;ya )'11.1\8 (1)1'...-.C:l:Mltlou, ren,er1111,u.11 d, "- 
Uu.11 1,.1J11 
l.\hu.s1 o.nsplM bc:~IIU\ 

• J • ~W!All il.ank 

' J •l 01 8111*1' 6'il11k 

• J • 1.A10 1411:1 PN1dl'lpt1to.n ~"' ~ Mb 

• J • so. .. IAJn -IA,n -pe,ndApiiUUl 01'.llll yang -ti 

5 81";1.A.~JA 

e t UdanJa~w.u 

s t I ~1Klt1111il!ln 11'Ul(l'dvi f\.lOJlltllP'll W,,1,111!. ON. 

• I I 01 ?enB}l,o,ibn T,nap KCf:*l• De ... 
s I 1 0, [Tllr'IJ•'lri!I'"' .:.., .. 11, OH• 

s • I ... .. Plonerime.eii t..m Kt-pa.II. 0,,. ya,;" Sah 

0 1 ' 9\ottglaa:IWI 1'euip don Tu~ ~I o~ .. 
• 1 a 01 Pt.,gba•l&illn T•&Aft Pffllfl&k.l,t ~ 

5 1 , o, T~llllPn ~at Ot-u 
s 1 l """" l'el'IUIIIUUllll'l Lii.in ~ang_l.1U °"""' .,.1'18: 5'.il 

• I J Jc.cu.uav $.os.lAI.I K,:<Pflli,. ti.e- tl•n ""'-'•~' o .... 
• , Ot J•mman h'.etcha .. n ~ l:k,s11 

• • I 3 <);l Jai:iiJllllt1 Kttl'M.ltn f'\l::t1111~t ~ 
s 1 j o, J.atnuuin k~t11.1.!itenun M ... 0- 
s I a 04 Jarn1~0 Ke~n11t1•1&erJ•an ~· Oen 

s I • 1'11w•.u..,.,. am 
e I • Ot 'i\i"tanRan Kedudubn BPO 

' t • oa nu1.jllnpn K1n«J11 flPt> 

e l lk~111" 81U1111a !!11" "'"'" 

' J I UduuA Banlte ~P'Ul 

s l ,1 ., o,. ... .,_,,. Pttll'IW(11p,in AJ111 'rut. tc.nw. tfAn IJerus. Po. 

s ' I 00 a.a,. Ptd«ogbl"'n Ablt-ale.T L..l.f11, 
s a I OJ ~ PH~r:,.n Alar AU11 ltum.h TfLr.W/PHtllaium d,,n o.tuin ~tum 

• ' I •• S.,t.rua fbi1,..n f111lou Mir1yl'k/O,..-/J111 L llllllfl t11.b.l,na Pimwhm KebAku'art 

• ' I .. ~ Perle~ ~ ... k/PmwotllCU!lu. • a.-•• Bu-.i1w C.:,t,ill (l&n ~,..,,.ct,u,,. 
• a •I "" Hcr.u~ l'l.t!tie11~k•9'fln QVMIB Kon111~ fMIUOtn/fflfflum) Oelon1• DatlU\A Kon.umlll 
s a I I 01 8<:'tarv• BIIJ...u/l,f,01 .. .---1 
s a I ... Hdl.o)a lkMiera/U.mtml u.n:ibu.lJ!jp,mduk 

• ' I .. 81<""rt.i• p..,J.,u11,1 o,niu/Seillf9il11/Att1b1n 

s ' I •• 0.:.&it.ltj• Ob-t·Obo\llt1 

n ' I 11 9et.nj• Pabn Hew.n/llol.n, ()bu -obli.um H"'"'n 

• ' I ll 8"T•ru11 P11vi.11(/0ti.1 · ot,fl1•n lffl•t11•1'1 

• l I w-w 8tlM\l• O.rani Pnlengkl!IPIID i..innJ"'I 

• l ' Oe.l.uip, J .. •Jlononuwm 

' ' a QI l:lchtf\la ,h1111 H.cmunu1un11"un ya.rl!( thlab.ana.kan >,;c:ptan 

• ' , ca 6dtuu-o J•N. llotion.ruan flll.wt.»1u T~ lltm.tro De<N/Ope.-.rrn 

' l a 03 9e.l&.ft,. J•u Jtononittutujll\lll'!attf ~la~n ~ 

' l ' "' 6(,1111\jll ,J•• 111'11'" .r•t•1.1m l\11ll/ l"t\lr.,../t,'.;,r.w\1ll.l!tl/ ""'"11111111l)Cer 

• l 2 es Ix-~ Ju. Hooonn11m f\o,1~ 

• ' ' \K) .. Debtnjli Ju.,i Hominnum t.a,nnp. 



' J 3 Hdolll,l,ot Perjll.Lt11.11 II llii.-11 

5 • 3 01 ~ ~oa.n OUUI• !:Mbuu Kabupa1.m/Kot11 

• 2 J 00 Udiln.J'I PWJ11'1,1.1w Ouuu tt.11111 Kaw.,.., ... 11/Koc. 
s a a 0.1 ~"" K11ra'VJ/l'de,l.lbau 

5 • • &knjaJaaaScwa 
s l • 01 U$nja JJ<i111, S""'" 6iuiicuo,u1/0edu.na/Ru-.n11: 
5 ' • .. &<t!I.QJo. J.sa Sewa Ptralauan/ l'tt~pon 
1 l • .., Bc:i..nja.lH• s-• 811.n,n.,, \,tql-tll>1- 
r, 2 • OC>OO Js,,11:utj11 Je,1111 Sl!W!I L,iunqy., 

• • s Bclan:le. OJ)a_,..,.jOtloJ Perk.aat-n 

• 2 ' 01 £~1111',a ...... l.a~1.-i1 1,J,,enk 

G 2 5 02 Belan,111 JaH ~ Nr CkA-lh 

• 2 • 03 llelaJ\)11 Ja.u l.Atlj&IL1&11n M.tytlAh/Sot•I K-.h•f 

' J s ., Behut.<11 J1U11 Llutr,pMn Tdrpon 

• ' 5 es O.e.i.n,. J..,. Lar.gpun tn~1 

' 2 • 06 ~l11A.• J11u Ktmr/Pot/Oiro 

• , 5 07 !klanJII JaA ~~' ljlll/fJl!Jl'k 

' 2 • 00. .. IJ...~r•J(I 0,1"'11W0..,.l P..1~toran t.u.twya 

• ) • Ucw:ai-~ 

' l • 01 UdM\l• l'l:rudib111-11 .. _ """ P..1-.o.l11t"'" P..1'111 

• ' • 02 D81lt\J• Ptimciiharaan Kend-.r.-.n Ocrmotor 

• 2 • 03 9clanja Pl:welllumw, Pl:tlllluan 

' ' •I .,, e•nJ• P,,ndiJMlft,11,,n S.l\lCU.OUI 

• ' • .. Odaqja Pmidilunwi J.t..n 

• J • oe Del.\f\J• f'«meWuu-.JUI. J•mb•111.11 

s ' • 07 (Bei.ttj11. Pffllebh.A~ lt1&tMtJ$11hlran Sunp,f!.mbuna/AII' Sers.ih, Jllltl'.lpn Aw Lu:11bo.h, PerNm-pGhaa. dli.1 

' l • 08 01:lanja ~eWwwuiJat111,&j.n dlU1 ln.ual,u;, [U.Vik, T1:kiXm, 1011:tflltt Kom1.,ra~a1, 11u1 

' • • ..... &Ian.I• 1'tltlflihail'MP L.amn,a 

5 • 7 Oelar.,;a 0.l'all8 dan ., ... FlQS D11erahltan keptid• Mosyai-aiau 

G a 7 •• Ekl••U-- a.J,llfl ,...,i.e:nsb~ y.r,a 0-.•IIJOOlo »i mM)'"rllb.1 

• , ' 02 OclA.lQII Da.ntu.M M.e,m/ ~l"Man bemwwr/Penilarao Tfltl8 ch•erabltan kt\ ffi.U)-..raa, 

• 2 7 .. lklatu,i na.nru.a11 a...neuJl,jl,n r•11& dl•ieNblca4 kt: rnasyArakiu 

• • 7 .,., ~ Sefl•i•w• ~i/Mu)~ru.1.t M~kin 

e , 7 o, llcWIJII Buman lhbit Ta1Um11n/ Hewa11/ !lain 

• •I 1 0099 &liud,I 811:f11.f\6 den JUG. Y91'18, Diffnlhlcan Mep,Mfl M~ l.ajni.y• 

5 ,1 Belall,. MOIJAI 

• 3) I lk-blt1J91 MOCS.I ~ai,n Taiuob 

• a I o, ES.ti.f\18' Mod.al Pembc:basu.11/ftt1ube:un l"IUMh 

•I 3 l .,, ~~ )tod,al ~bsyaran tJoor,~10Ti.o.1 'l'.,o.J., 

5 3 I Ol ~lania .\t~I .Pcng1.dmn10 ciao Pecn~t.M Serbf"dot.t ~b 

5 a ' .. !l,ra.aja Modal 1'1:11pn11Don \'Ian Pematu1pn Torwl\ 

• 3 I es &l1mJ1t. NQI PMJ11Uln1&n P1·11pti..,1"11 'f•n11J1 

s a I "".,, Ocbn111 Modal! ~191daan Taii&b L;uimya 

• a 2 9manja Modal Puala1.v., M.e1111 dan Akt Qcra1 

5 , • 0[ Bt,1111\l• Mrtd11l R111110, 'rial Y•l'IB M~lllk111,11,11k1111 K-W11.1an 
s • • 02 Ot'.l1:QJ1 M«l•I Pen:la.tan filccrnruk d.lin Alai SltHtlo 

e 3 2 03 Belll.llJO Modal Pl!:1•lata11 Kb,119\1,01" 

• 3 • °' Oc'-'ua Moda.1 ~no.tan Ml!OOi!ulaa d11.11 llbuon Ru~ 
5 J , es 13etan.1a Modtil Pualan.n 0..p!u- 

• ' ' .. l)t,~ Mo:14111 Pfll'lt.Ul~II ~t Uk\U 



• J 2 or 5"111.aj11 >,lodlll ~"' .. ~" Romb11 rambu/Puok 'fan.all 
5 J l •• ltelsu\l• Modal Pl:rala~n k)nu,u, li:OHl'ltnari 

• J 2 .,. 61-b1Jr111 Mn,S.J Ptor.lat,m klut.N1 Pnt.u111m/ J1wilut.nanJ Peu:makati 
s J , lO Odo.iya M~ &ila:m 

" 3 , ll O..llU\i• Modal P.QPdA!u, A•l JJat 6cmu 
5 • 2 9099 Ue!Lu!jll "4odtll Pt:rala.ta:n, M.~m da.n At., Bonn t...u1.ny1 

s 3 ., ~ Moa.al ..:endll,fu.n 

" 3 3 OJ ~U'I M<•<lal H,nn~ Tim pn, MflmkMlJU'rJuln Kes:i-um: 

' J J 02 Udan,11 Moct.l.~d1UM11 br.1-.1.~rmowr 

• • I 03 ff,,11,,U. M(l(l.al Acl8lumm O.rt.t Twl&k tkrltaoWr 

• J •I °' l3danie, Mode.I lu,ndianaa Air lxumotor 

• 3 ' os BdanJ• Modal AnakUtan Air 1'1tllll. tlem101or 

' 3 ' .., .. Sdliru• MOOIII Kunde.run l.o.im:zy11. 

s ' ' Be~· Noda.I 0"'11Ul8, ~uti.n clan Ta.num 

• ' • Ol a,.l&nJa Modal HtlflOr ~ r•fla M tlak-...na.kAo K°"&)IIWl 
5 J • "" a~1,utj., N«t!IJ U1111J1 ~ ftttll" 

• J ' OJ Bdanj• Mod.-..1 Oall•n OU\1 

• ) I ... Bci,,,1l111 MOIJirJ s-. ......,1,u..ou:1 

• ., ' 9elltnja M.4d.tl JeJMJ/ Pru..r•na Jalo.n 

• s 01 Ekbi.1'f,j1 M(lltAI HfWIOr Tim Y"•• \4"Jt,,U11""k,u\ ,C.,'1111lliln 

• ' ' ., ~buga Modi.I Upah 'l'ffl:IIIP ~ 
n ' - . "' lkboJII- M.odAi Bah,u, Bllll.u 

• J > .. Be.l11.n111 Modal S- Ptralatan 

. ' • lklo.n,. M~alJCfflbotan .. 
• ' • Ol &11:,iu- )dooJa) lloi1i..- Tim_yllllJI ),t•k!IIUll!IW l.:t¢111an 

• J • ca ~n.- Modal Upo.h T~ l<tt111 

• ,1 • ca Tklli,i',11 MWolll S.h1111 O.ku 

s J • .. ~ .. Modlt.l S-11. ~ralatan 

' 3 1 &oklUII NOIJ:111 lfiwu,1/ E111W•'tll /I Ir- $Ul'\ll.fti/ n, ... 1r,11a.11/ Air- l,,.11iil)ft..l1 /r., .... noJ M ... HI 

' ' 1 Ol &!an,- Mod.,.I UomwT\m \'lft!;t li&t"i.k:Rltlakan ~uw 

• ' 7 ca 8rioo11i.. ta.tod•I Upilll T,.t,ag11 t.esJ• 
5 J 7 00 fl~ b,od,ol ~ a.Jr.u 

' ' 1 "' lic».llj,11 Modal S-. P-e.ralll111.n 

• J •I D,i.o.i,. ModaJ Jaonpn/Jn1w.lu.1 
s 3 • 01 Otlal"ll• t.fod,J •fooor 1\m flltlll U~l&ll:Mnairan °Krpta.n 
5 l • Ol BdaqJ• Nodal UPIW Te~ J(erj11 

' 3 • OJ ~.;l.llJ .. Modal Dahan Baku 

5 J •• ... 6"lill\l• l'lfod•I S.... 1"81.t.ta.n 

r, ' • &lal\f'I >.todll.J i.,nf\1'11 
5 JI • 01 Bcla.TO" Mo>do.l ii.tw,,1~ JJpo.d1tM.,.-, (So,, p.,'11""t"ld."'t1 , , • ., 0ei&njn ModllJ ldw,u, 014hAtrAA 

' 3 • 03 6111Af\ja M odll khu1u.a K#«hh,.n/ t.<b11dlly'IIAn f itt41&1mun 

5 J ' o, Bfll.uu• Modt!J T\.l.111b1.1h11n/Tmi..w•n 

' J • (,$ I.Se.Lffljl M.od•I Hr.wan 

' •I • .... ..., S(ileJJM M(l6'd IA;.onyc 

a • Be.lat\t,11 i'ak TCN.1181 

5 ' l 6!'1111\111 TU Tnd"'!I 

• ' I Ol ~ Tilt terdup 



6 i'l!i\WlA w,,., ... 
6 I Pl>l!"flOll'OIU ~bi-,.t.11 

• I I :m.r,A T.lburi Sebl:lumy11 

• I I ' R!l,..PA. T,1hu11 s .. t .. 11.u:i.n.y• 

• I , .PcoclMl'lln o.r .. C.&otlJIIUI 
6 I l I Pcni....11;..n OM:WI c ... u<l&'lri 

6 I J Huil ~l11.1Nllt1 Rtllu.Y--.n 0.. 1>11111, Di111 ... hk.an 

• I a I Hail ~tulllllll kekapan bteA Jang D,p .. 11.blum 
6 , I • f'ttnfln1t1••n """"l""-P"" ~'"""" 
• I • ..... ~oenmUD Pffil.blfl,y.wu1 Ll'IINlf• 

6 • ~QJ;,r,l\a.anu:a ~~YU.II 

• , I i:oemtienwka.u o- c~ 

• • • I I f'ttn,t""'111lo1n 0,u, .. Ctl,!-,\&Alt 

• a , ~M«tltJO-. 

• • > 1 f't,eyffl1111,.n Moclll! U,u. 

6 2 ? "'"5."hllmilU P~mbN,YUfl l,.IIU.IYll 

• • • •J0-99 ~eluaran Pl!tnbwl'j'AIU1 la.moya 



Pasal 2 
Uraian lebih lanjut Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagaimana 
dimaksud dalnm Pasal I tercantum dalarn Uunpiran yang merupakan bagian 
tidak: terpisahkan dari Peraturan Desa ini. 

Rp . 
Rp -,.,- .. 
Rp . 

3. Pembiayaan Desa. 
a. Pcnc.rima.an Pembjayaan 
b. Pcngeluaran Pembiayaan 
Selisib Pembiayaan ( a. - b I 

Rp , 

Rp . 
Rp .....•.................... 

Pasal 1 
Anggaran Pendapatan clan Belanja Desa Tahun Anggaran dengan pcrincian 
sebagai berikut: 
I. Pcndapata.n Desa 
2. Bclanja Desa 
Surplus/ Defisit 

PERATURAN DESA TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN 
BEi.ANJA DESA TAHUN ANGGARAN .... 

Menctapkan 

Dengan Perserujuan Bersama 
BADAN PERMUSVAWARATAN DESA ... (Nama Desai 

clan 
KEPAIJ\. DESA ... (Nama Desa) 

MEMUTUSKAN: 

3 dan seterusnya; 
2 : 
I ...... ; Mcnginga.t 

bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 73 ayat (3) Undang­ 
Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Perlu menetapkan 
Peraruran Oesa tentang Anggaran Pendapatan clan Belanja Desa 
Tahun Anggan>n ; 

Menimbang 

ANGOARAN PENDAPATAN DAN BEIJ\.NJA Di;;SA 
TAHUN ANGGARAN .... 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 
KEPI\LA DESA. ••.• , 

TENTANG 

KEPALA DESA ..... (Nama Desa] 
KABUPATEN ••.•••.••.......... (Nruna Kabupaten) 

PERA'TURAN DESA ... (Name Oeoa) 
NOMOR ... TAHUN ... 

C. I. Formal Rancangan Peraturan Dcsa ten tang APB Dcsa 



LEMBARAN OESA ... (Nama OesaJ TAHUN ..• NOMOR ... 

NAMA (tanpa gelar] 

tanda tangan 

Oiund&ngkan di ... 
pad a tanggal ... 
SEKRETARJS OE;SA •.• (Nama Oesa), 

NAMA (tanpa gelar] 

tanda tangan 

I 
Ditetapkan d.i .. 
pada tanggal . 
KEPALA DESA .. (Nama Desa) 

Pa""-1 7 
Peratu.ran Desa ini muJa.i berJaku pada w.rtggoJ diundangka.n. 
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundanga.n Perarurnn 
Desa ini dengan penempatannya dalam Lembaran Desa ...... (Nama 0,,...,. 

Pasal 6 
Kepala Desa dapat mendahului perubahan APB Desa dengan melakukan 
pe.rubahan Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran APB Desa dan 
memberitahulronnya kepada i3PO dalam hal tcrjadi: 
a. penambahan dan/at•u pcngu.rangan dalam pendapatan Oesa pada tahun bcrjalan: 
b. keadaan yang menye.babka:o harus dilaku.kan pergeseran anta.r objck belanja; 
dao 

c. kcgiatan yang belum dilaksanakan tahun sebclumnya dan menyebabkan SiLPA 
akan dil.o.ksanakan dalo.m tahun berjalan, 

Pasal 5 
(I) Pcmcnntah Desa dapat melaksanakan kcgiatan untu.k penanggulangan 

bcncana, keadaan darurat, dan mendesak. 
(21 Pendanaan kegiatan sebagaimana climaksud pada ayat (I) menggunakan 

Anggaran jenis be1anja tidak terduga, 
(3) Pemerintah Ocsa dapat mclakukan kegietan pcnanggulw,gan bcncana, 

keadaan darurat, den mendesak yang belum tersedia anggnrannya, yang 
selanjutnya cliu&ulkan dalam rancangan peraturan Desa tentang perubahan 
APB Desa, 

(41 Kegiamn sebagaimana dimaksud pada ayat ti I herue memcnuhl kriteria: 
a. bukan merupakan kegiatan nonnal darl aktivitas pcmcrintah Desa clan 

tidak dapat diprediksi oebelumnya; 
b. tide.I< cliharapkan teriadi secara berulang; 
c. bcrada diluar kenda.1.i clan pengaruh pernerimab Desai 
d. memiliki dampak yang signiflkan terbadap anggaran dalam rangka 

pemulihan yang disebabkan olch kejadian yang luar biasa dan/atau 
pennasalahan sosial; clan 

e. berskala lokal Desa, 

Pasal4 
Kepala Oesa menetapkan Peraruran Kepala Desa tent.ang Penjabamn Anggaran 
Pcndapatan dan Belanja Desa sebagai Jandasan operasional pelaksanaan 
APBOesa. 

Pasal 3 
Lampiran Anggarru, Pendepatan dan Bclanja Dcsa sebagaimana dimaksud dalam 
Pasal 2 memuat: 
a. APB Ocsa; 
b. da!tar penyertaan modal, jika tersedia; 
c. daltar dana cadangan, jika tcrsedia; dan 
d. da!tar kegiatan yang belum dilaksanakan di tahun anggaran sebelumnya, jika 

ada. 



\ 

KODE REKENrNO URAIAN 
ANOOARAN SUM0£R DANA Rp. 

I 2 J 4 5 
• c • b 

• '11,'JIIDAPATAN 
4 I PAOeaa 
4 2 rransfer 
4 3 enda-tan tau,.Jain 

UMI.AM PENDAPATAN 

5 El.ANJA 
I :a-.vclc ........ araan Pcmerint.uh1m Des& 
I I Penydet1,ggatsan Bela.nja Amghasilan Tctap, 

n,njangan dan Op,erasio.n.al PeOle:rintG.bao Desa 
I I 01 Penycdi&an Penghasllan ietap dan 1'u.njangan 

t .. pa1a Desa 
I I 01 5 I v.1ar1ia Pe ....... wa.i 
I ~dmini:scrasi. Kependudu.bn. Pcn(;(t..tllllln $1piJ, 

~tab:stik dAn KearsJ-n 
l 3 01 f>elayanan ad.nunistraai umum dan kepe-odudukM 

Su.rat f>e.ngant.ar/Pelayanan KTP, Kartu Kcluarg11, 
dll) 

I 01 s 2 :i...Jania Barana: dan J.asu 
2 ,..laksana.an Pembeeaunan Dt:t.W 
2 l i>. ... didUcan 
2 I OS P1:mbangunan/Rebabill1a,tfl'eni~•tan Sarana 

aoa Perpua:takaan/1'oman 83.cruin 
Oe../S••88"' Belajar 

~ 

Co-nto1l· 

R.lNCIAN ANGGARAN PE:NOAPATAN OAN B£LANJA 0!:SA 

TAHUN ANGOARAN . 

LAMP!RAN 
PERATURAN CESA .•....... 
NOMOR TAHU!< . 
TENT ANO 
ANOGARAN PENDAPATAN DAN 
BEUNJA 01::SA "rA>IUN ANCGAAAN ..•. 

C.2. format APB Des.a 



Bagian p('ndapata.n diisL 
a. pendo.pnlnn; dan 
b. kclompnk pendeperan. 
&gutn Belanjn dhs:1: 
•· &-.laJ'lja; den 
h.jcnis bclnnjn {d1~!f.uaikan de:ngun,cnls kcgiatanl 
Ba,g.ian Pcmbiny111m ctiisC 
a. PcmbJ&)'.tnn: 
b, Kelompok pembiayaan. 

Kolom 3 : diisi ure.ian PendaJlOL81\,. BcJanJa dMI Pemtnayaan (nomenlda.tur dnn kode 

rekemng liha1 lampiran I\ Pernlc..ndagri imi 
{<t,11(),n 4 dw,,i dM\RM ju.mlab M8JJ:'l.l'f11\ yang dnet.apk.m 

l{olom S : d.ns1 sumber Dana du:.:I dc:ngan Sumber Otll'l:t yang digunaknn dalam 
l<eglatnn (kolom I ,cl lt:rk.a.it 

Kolom 2 

Kt"l.f"Nlngang Cara Pcng,~au 
Kolom I di.isi btrdaNlrk-.i.n ldasifika.si B~<IAAH. J\t"gi.t,IAn: 

a. bidang~ 
b. sub bidang; dnn 
c. kcgtatan 

diisi bttda&a.rkQn klaaifikasi ekonoml (n-din dari Pendapaten, BdanJB- clan 

( ' , 
xepala CJ.C'.sa, . 
........... ' . 

2 I 5 5 3 n_lan•n Modal 

5 ~nanp.gula.ngan Bencanu., K~o.da.an Darurat dan 
'1end"""1< 

5 l utan-.n Bcncana 
5 l 5 4 0:1~•.n.la T"k 1'i:rduD'a 
5 l "codt:um Onr1.11•al 
5 I s 4 0-lani;t T'ak 'rerdusa ., 

UMLAH BEV.NJ/\ 
URPLUS lfDl>FISM'I 

6 nEMBtAYM.N 
6 I W!a-ne:rlmaan Pembiavaav 
6 2 en~·1uaran Pomblaveun 

"EUSIH PEMBlAYAAN 



Rp . 
Rp . 

Rp . 

Rp . 
Rp . 

2. Belanja Desa 
a. Bidang Penyelc:nggaraan Pcmcrintah Desa 
b. Bidaog Pcmbangunan 
c. Bidang Pc:mbinaa.n Kemasyarakatan 
d. Bidang Pemberdayaan Masynrakat 
c. Bidang Penang,guJangan Bencana., Darurat, 

dan MendcMk Desa 

Rp . 

Rp . 
Rp .................• 
Rp . 

1. Pendapatan Dese 
a. Pcndapatan Asli Des.a 
b. Transfer 
c. L.run-lam Pendapatan yang sah 

Jumlah Pendapruan 

Pasal I 
Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Til.hun Anggaran ......••..• 
...... terdiri dari: 

Mcnctapkan : PERATURAN KEPALA DESA Tt:NTANG PENJABARAN ANGGARAN 
PENDAPATAN DAN BELAN,JA TAHUN ANGGARAN ....• 

MEMUTUSKAN: 

KEPALA OESA ... (Nama Oesa), 

Menimb.ang: bahwa unruk melaksanakan ketenruaa Pasa.l 4 Peraturan Deso. .... 
Nomor ... Tahun ... te:ntang Anggaran Penda.patan dan Belanja Desa 
To.bun Anggaran ..... , perlu menyusun Pereruren KcpaJa Deaa 
tenta.ng Pcrtjabaran Anggaran Pendepatan clan BelanJa Desa Tahun 
Anggaran ; 

Mengingat 1. : 
2 ; 
3 dan seterusnya; 

DENGAN RAHMATTUHAN YANG MAHA ESA 

PEN,JABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA 
TAHUN ANGGARAN . 

TENTANG 

KEPALA OESA ..... (Nama Oesa) 
KABUPATEN ........ (Nruna Kabupnten/Kota) 

PERATVRAN KEPALA OESA .•. (Narno OcsaJ 
NOMOR ... TAHUN .. 

D.J. Formal Rancangao Perkades tentnng Penjabaran Anggaran Pendapatan 
dan Belanja Desa 



SERITA DESA ... {Narna Dcaa) TAHUN ... NOMOR ... 

NAMA(tsnpa gelarJ 

tanda tangan 

Diundangkan di .. 
pada tanggal ... 
SEKR.ETARIS DESA ... (Nam.a De.a), 

NAMA {tanpa gelar) 

tanda tangan 

Ditetepkan di . 
pads tanggal .. 
KEPALA DESA (Nama Desai 

Agar s.etiap orang mengeeahuinya, memerintabkan Pengundang:an Peranrrun Kcpala 
Desa ini dengan penempru.annya dalam Serita Oesa (Nam.a Desa) 

Pasal 4 
Pcraturan Kcpala Desa ini mulai berlaku pada tanggal cilundangkan. 

Pesa! 3 
Pelaksanaan Penjabaran Anggaran Pendapatan Bc4mja Der;a yang ciltctapkan daJam 
Pereturan Deaa ini diLuang.kan lebib lanjut dalam Ookumen Pelaksanaa.n Anggaran 
(DPAJ yang d.isusun oleh Kepala Urusan den Kepala Seksi peleksana kegiatan 
anggaran, 

Pasal 2 
Ura.ian lebih lanjut Pcnje.baran Anggaran Pendapatan dan Bclanja Dcse. scbagaimana 
dlm.aksud d.alam PasaJ J tercantum dalrun Lampiran yang merupakan bagian ddak 
tcrpisahkan dari Peraturan Kepala Oese ini. 

Rp .. 
Rp . 

Rp . 

Rp .. 
Rp . Jumlah Bcla!\Ja 

Surplus/iDefisit) 

3. Pembiayaan Desa 
a. Penerlma.an Pembiayaan 
b. Pengeluaran Pcmbiayaan 
Sclisih Pcmbiayaan t a - b I 



URAIAN 
~ELUARAN OUTJ'U'l' AN OGARA SUMBER 

KODE REKENJNG IIOLUME SA.TUAN N DANA 
I 2 ' I 5 6 7 

• e ., c 
4 .. NOAPATAN 
< I ADe..413 
4 I I olSII usaba 
4 I I ... Obvck Pendacatan> 
4 .,..,.,. 
4 1 ana Desa • nda ... •tan lain-Iain ·~ 1 ~t\etinta.'\rt dari Ha:aU K(')rjasama 

i\m.ar Q(!SQ 

4 I ... ' Obvck Pcnda·· .. •tan;> 
st ... 

\JMt.A.H PENDAPATAN 

5 El.ANJA 
l Penyelenggareao Pemerintahan -· 1 l l"enyelenggaraa.n BelanJa 

~o.ghu.s.iJtu, Tetap, Tuajangan da.n 
~ro.&.ional Pe-mcrintahan Dua 

1 I 01 Penyedia.an Penghasilan Tetap clan 
Funinnza ... Ke-It,: De1la 

l l 01 5 l lania Pc"'awai 
1 I 01 5 I I Pcngllasilan Tctap & Tufljl\n(l.1ln 

1rc-1a Desa 
1 01 5 I I ... Rincion O k Belania> 

I ' i\dminiatnt.si Kcpe-ndudulatn, 
Pcncatatan Sipd. Statia.tik dnn 
l(,.arsinan 

\~ 
~ 

Cont oh 

POl'WIAT P€NJABARAN ANOOARAN PENOAPA'l'AN OAN !)El.ANJA 01:'.SA 
PEMERIN"l'AH OESA .. 
TA>IUN ANOOARAN . 

LAMPI RAN 
PERATURAN KE.PAL.,\ 0€$A, ..•.•. , 
NOMOk.- ••••.. T.AHUN •••••••..•...••• 
TEN'rANO 
PF.NJABARAN ANOOARAN PENDAPATAJf 
DAN 8£t.ANJA OESA 1'AHUN 
ANClOARAN .... 

0.2. Forrnn1 Penjrtbaran Anggaran Pe-ndapman dao Belanja Deso 



' 

( . 

............................... 

I 3 I IPclay:anan adm1r)i.!tlnt!tl umum 
klan kcpendtAdukAn ($ur'nt 

·cngiltllat/Pclnyanan h"TP, Knrtu 
"eluarga.. dUJ 

I 3 l 2 2 iln.n•o O:i.1<an" dan Jass 
l 3 I 2 2 2 lanfo Ja.sa. I lonorarlum 

R.irn;~Ul Obt•tk &Jania> 
2 clak.san.aan Pcml:mnifunnn Deaa 
2 l endidi.ltao 
2 I is 'cm bengunao j Reh i\b1 li1 .,._,.i / ~nin 

~&I.an Saran.a Prasnrano. 
:,crpust.akaan/Taman 13n.r""n 
""-sa San~-ar lk-19i'flr 

2 I 5 5 3 IAn a Modol 
2 l 5 5 3 4 ~IAn a Modnl C'.edun11 da.n 
I l 5 5 3 • . .. Rineian o•- ck lk.loma> 
5 bc-nangguJangu.n lk nco na, 

t:1td:1;) n f,)aru mt dan Mendetil\k 
s L nan u an Bcncano 
5 I 0 nan la .n Bencann 
5 1= 5 • l.1ma Tak Terduae 
5 ~I 5 4 00 n Tak Terdu 
5 5 4 00 00 1a.n·a Tak 'rerdu 

UML.AH BEi.ANJA 
URPLU8 -1,m~P1Sr" 

6 EMBIAVAAN 
6 I cl'l.crimaan Pembwvnan 
6 l I :iLPA T11hun &:bclunmva 
6 l I I LI.PA l'fihun Sebelunuwa 
6 2 eneetuurnn Ptmb1.ayaan 
6 2 I c.m.bc.ntukan Dena Co1da n 
0 2 2 I ,..rnhe1uukan Dana CedanV.:11\ 

ELISUT PEMUIAYAAN 



Ketcraogt-.n OlNI Pen,g~lan: 
Ka!om l d.u$1 berdasarkan k.las.Ui.Juuli Bidong Ke~iatan; 

a. b1dang; 
b. au b btclil.JJ.fG d11n 
c. kegtatan 

Knlom 2 xode re.kcning duiu berdaeerken k1asifikws1 NConomi t.erdfri do..ti Pendnpntnn, Bc.lllnJe dan 
Pembtnyruan: 

Bagian pcndt1pnrnn dliai: 
a. PendApaum: 
b. kelompOk pt"ndapatan: 
c.jems pcndapat..an~ dan 
d. obyek pendUp,tt.nn 
8a!Jian Bclanja diu1i~ 
a. belanJa; 
h. jerus bclaoja (d1111t"'ut1lkan dc-ngan Jcnhi. J.(o;"'.gintnn): 
c. obyek bc•tanja: da.n 
d nndnn obyek bcla.nju. 
Bogwn Pe-mbiayaan dilm: 
a. pembmy1~;m; 
b. kel.ompok pembM.'yaau: dan 
e.jeole pcmbmynan 

h'.olorn 3 Unuun 1~1,dape.tan. BcJMjtt dnn l'ctnbiayaan (Lt.hot l,.mnp1ran A Pcrm<'mll:'&n nul 
Kolom 4 Volume d11 .. 1i dengan volume (Jumltth) output keglaUu'I (Kolom 1.c) dan vulumr ijumlahl 
.mput pndn tincinn obyek be11;1.rtj11 (Kolom 2,dl 

Kolom S : Seruan dn81 dcn.gan aatuan output [peket , urnt, km. I In• kcgiatan dan SAtunn (pakct, 
urut} input ()'Jda. rincian obyck bclnnja 
Kolom 6 ~n.ggnran dmn dongnn Jumlah anggnrnn y1m~ dltctapkan 
il:alom 7 Sutnbet' Dan.a dusi dentnn Sumbcr Dana yang di~unakan dalam keg:13f.hll (kolom 1,c) 1('t~it 



\ 

C. SASARAN EVALUASI 
Sasaran pelaksanaan cvaluasi, ya_icu: 
I. Oiperoleh data dan infcrmasi yang akan menjadi dasar untuk membcrikan 

penilaian kepada Desa dalam kaitannya dengan kepatuhan penyusunan 
dan penetapan Rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa dan 
Rancangan Peraturan Desa tentang Perubahan APB Desa. 

2. Diperoleh data dan infonnasi yang akan menjadi dasar unruk mcmberfkan 
pcnilaian kepada Desa dalam kaitannya dcngan substansi dan materi 
Rancangan Peraturan Oesa tcntang APB Desa dan Rancangan Peraruran 
Desa tentang Perubahan APB Desa, 

B. MAKSUD DAN TUJUAN 
Mtlksud dan rujuan panduan ini, yaitu: 
I. Mak,;ud 

Paoduan ini dimaksudkan untuk mcnjamin tercapainya prinsip 
keparuhan, keselarasan, keseimbangan dan kejelasan pengelolaan 
keuangan Desa dalam membiayai Pcmbangunan Desa berdasarkan 
kewenangan Dcsa yang menguramakan kepentingan umum dan scsuai 
dengen ketenruan peraturan perundangnn, 

2. Tujuan Umum 
Panduan mi bcrtujuao untuk memberikan acuan kepada Bupati/Walikota 
dan/atau Camat dalam rangka evaluasi Rancangan Peraruran Desa 
tcntang APB Oesa atau Rancangan Peraluran Desa temang Perubahnn 
APB Desa, 

A. DASAR PEMIKIRAN 
I. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APB Oesa) sebagai WUJUd darl 

pengelolaan keuangan Desa yang dibahas dan disepakati oleb Pemerintah 
D= dan Badan Pcrmusyawaracan Desa (BPD) secara rerbuka dan 
bertanggung jawab untuk sebesar-besamya kemakmuran masyarakat 
Desa ditctapkan tiap tahun dengan Peraturan Desa, 

2. APB Desa disusun sesuai kebutuhan dan kewenangan Desa yang 
berdasarkan asas transparan, akuntabel, partisiparif, serta tertib dan 
disiplin anggaran. 

3. Bahwa berdasarkan Peraturan Menteri ini, Rancangan Peraturan Desa 
ternang APB Desa harus dicvaluasi oleh Bupall. 

4. Berdasarkan keientuan sebagaimana rersebut di atas, Menteri Dalam 
Negeri perlu mengeluarkan Panduan Evaluasi APB Desa sebagai acuan 
Bupati melakukan evaluasi Rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa 
dan Rancangan Peraturan Desa tentang Perubahan APB Desa. 

PANDUAN E:VALUASI 
RANCANGAN PERATURAN DE:SA 

TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA 

E. Format Panduan Evaluasi Rancangan Pcraturan Dcsa tcntang APB Desa 



6} Anggota Tim Evaluasi dimaksud adalah pejabat atau staf yang 
memiliki kompetcnsi scsual bidangnya dari unsur Lerkait untuk 
mclakukan evaluasi Ranca.ngan peraruran Desa tentang APB Desa 
dan Rancangan Peraruran Desa tcntang Perubahan APB Desa, 

3) Hasil evaJuasi Rancangan APB Oesa ditet.apkan dcngan Kcputusan 
Bupati. 

4) Bupati dapai mendetegasikan evaluasi Rancangan Pcraturan Desa 
tentang APB Dcsa dan Rancangan Peraturan Desa tentang 
Pcrubahan APB Desa kepada carnat atau sebutan lainnya. 

5) evaluasi Rancangan Peraturan Desa tentang APB Oesa dan 
Rancangan Peraturan Desa tentang Pcrubahan APB Oesa di 
delegasikan kepada. ca.mat atau sebutan lainnya, Camat membentuk 
Tim .Evaluasi, yang terdiri da.ri: 

a) Ketua : Carnat 
b) Sekrctaris : Kasi Pcmb<:rtla.yaan Masyarakal Desa 
c) Anggota : Unsur pemerintah kecamatan dan UPT 

Kecamatan terkait 

b) Anggota 

b) Sekrctaris 

Pejabat pada Bagian Hukum Sekretariat Daerah 
Kabupaten/Kota 
Pejabat pada Dinaa Pemberdayaan Masyarakat 
dan Pcmerintahan Desa atau 
sebutan lainnya 

: SKPD terkaiL 

al Ketua 

E. EVALUASI 
I. Persiapan £vnJuasi 

a. Langkah-langkah yang perlu dilakukan dalam pclaksanaan persiapan 
evaluasi, yairu; 
I I Pembentukan Tim Evaluasi APB Desa Kabupaten ditetapkan dengan 

Kepurusan Bupati tentang Pembentukan 'T'im Pelaksanaan Evaluasi 
Rancangan dilampiri Pedoman Pelaksanaan EvaJuasi APB Desa, 
dalam ha! 

21 Tim Evaluasi APB Oesa dan pembahasan Rancangan APBDcsa dan 
Rancangan Perdes tentang Rancangao APBOesa sebaga.imana 
dimaksud huruf a, terdiri dari: 

D. RUANO LINGKUP EVALUASI 
Ruang lingkup pelaksanaan E:vaJuasi, yairu: 

.1. Aspek administrasi yang meliputi ide.otift.kasi kelengkapan data dan 
informasi terkait dokumcn pcndukung dalam penyusunan Rancangan 
Peraturan Desa temang APB Desa dan Rancangan Peraruran Desa tentang 
pcrubahan APB Desa; 

2. Aspek legalitas yang meliputi identiJikasi peraruran-peraturan yang 
melandasi penyusunan Rancangan Peraruran Desa dimaksud; 

3. Aspck kebijakan yang melipuli identifikasi konsislensi substansi dan matcri 
dengan RPJM Desa dan RKP Desa; dan 

4. Aspek substansi anggaran dalam struktur APB Desa yang mcliputi 
pendapatan. belanja dan pembiayaan. 



2. Pelaksanaan Evaluasi 
Proses evaluasi ctila.ksanakan dengan menempuh 2 (dua) tahapan, yaitu: 
a Pcmeriksaan kelengkapan dokumen, evaluasi administrasi dan 
Jegalitas. 
I) Evaluasi administrasi dan legalitas meneliri beberapa hal sebagai 

berikuu 

/ 

b. Dokumen Evaluasi 
!) Dokumen Utama 

a) Rancaogan Peraturao Desa tentang APB Oesa yang telah 
discprucati bersama SPO; dan/atau 

b) Rancangan Peraturan Desa tentang Perubahan APB Oesa yang 
tclab discpakati bersama BPD. 

c) Keputusan BPD tentang Persctujuan Penetapan Rancangan 
Peraturan Desa tentang APB Desa/Perubahan APB Desa 
mengenai Perdes tentang APBDesa/ranc.a.nga11 APB Oesa. 

2) Dokumea Pcnunjang (alat vcrifikasi} 
a) Disampaikan olch Desa 

Serita Acara basil Musyawarnh BPD Pembahasan dan 
Pcnyepakatan Rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa 
(untuk evaluasi Rancangan Perdes tentang APB Oesa), 
Serita Acara hasil Musyawarah BPD Pembahasan dan 
Penyepakatan Rancangan Peraturan Desa tentang Perubahan 
APB Deso [untuk evaluasi Rancangan Perdcs icntang 
Perubahan APB Desa]; 
Rencaaa Pcmbangunan Jangka Menengah Desa (RPJM Desa]. 
Renc.ana Kerja Pcmcrintah Desa (RKP Desa) tahun berkenaan. 
Dokumen yang relevan [rnisal, Perdes t.catang pcmbentukan 
dana cadaagan, Perdes ten tang pendirian BUM Oesa, hasil 
analisa kclayakan penyertaan modal BUMDes, dll) 

b) Disiapkan oleh Tim Evnluasi 
Peraturan Bupati lentang Pengclolaan Keuangan Desa 
Pcraturan Bupati lentang Daftar Kewenangan berdasarkan hak 
asal-usal dan lokal berskala Desa 
Perdes tentang Penetapan Daftar Kewcaangan bcrdasarkan 
hak asal-usul dan lokal berokal desa 
Peraturan Bupari tentang Pcngadaan Barang/Jasa di Desa 
Peraturan Bupati tentang Dana Desa 
Peraturaa Bupari tentang Alokasi Dana Desa 
Peraturan Bupati tcntang Bagi Hasll Pajak dan Retribusi 
Daerah 
Peraturan Bupati lcntang Saluan Harga Kabupaten yang 
didalemnya mcngatur Standar Ha.rga di Desa 
Peraturan Bupau tentang Lingkup Pcmbangunan Desa 
Pcraturan Oaerah lentang Anggaran Pendapatan Belanja 
Dae rah 

7) Segala biaya yang dlburuhkan oleh um evalu .. si dalarn 
melaksanakan tugasnya ctibebankan pada Anggaran Pendapat.an dan 
Belanja Daerah (APBD) Kabupatcn. 



Catatan : Jika dari hasiJ pemeriksaan kelengkapan dokurnen rldak 
terpenuhi sesuai kerentuan, Tim EvaJuasi mermnta kepada 
Pemerintah Desa untuk melengkaplnya. Waktu pelaksanaan 
evaluasi dihiru ng kembali setelah doku men direrirna secara 
lengkap, 

b. E:valuasi kebijakan dan struktur APB Desa/Perubahan APB 
Desa. 
Langkah-langkah evaluasi tertuang daJam lem bar kerja, 
terlampl.T. 

3. Hasll Evaluasi 
Setelah selesai melaksanakan evaluasi Rancangan Peraturan Desa tentang 
APB Desa atau Rancangan Pcraruran Desa tentang perubahan APB Oesa, 
Tim Evaluasl menyusun laporan hasil evaluasi yang dituangkan dalam 
Keputusan Bupati. 
Laporan hasil evaluast dlmaksudkan untuk menyrunpaikan temuan 
analisis terhadap Rancangan Peraturan Dess tentang APB Desa atau 
Rancangan Peraruran Desa tentang Perubahan APB Desa sebagai umpan 
balik kepada pemerintah Desa untuk mela.ku kan pe.nyempu rnaan a tau 
persetujuan terhadap Rancangan Peraruran Desa tentang APB Desa atau 
Rancangan Peraruran Desa tcntang Perubahan ABDesa. Laporan hasil 
evaJuasi (LHE) tersebul secara garis besar menyajikan lnfonnasi mengenai: 
(a) evaluasl atassistem APB Desa atau Perubahan APB Desa, dan 
(b) evaluasi atas substansi APB Desa atau Perubahan APB Desa. 

Laporan basil evaluasi Rancangan Peraturan Desa 1entang APB De!III 
atau Rancangan Peraruran Dcsa tentang perubahan APB Oesa 
didistribusikan kepada : 
a Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat clan Pemerintahan Desa 

arau sebutan lamnya; dan 
b, lnspektorat Daerah Kabuparen. 

a) Keparuhan alas kelengkapan penyampaian dokumen evaluasr; 
b} Kepatuhan atas penyajian informasi dalam Rancangan Peraturan 

Desa yang akan dievaluast; 
c) Konsistensl penggunaan dokumen dan informasi dalam Rancangan 

Peraturan Desa yang akan dievaluasi: 
di Kesesuaian Rancangan Peraturan Desa yang akan dievaluasi 

dengan teknis penyusunan Pcraturan Desa; 
2) Langkah-Iangkah evaluasi: 

a) Langkah I : Pengumpulan dokumen evaluasi: 
b) Langkah :2 • Pencatatan nomor, tanggal dan kelengkapan lampiran 

semua dokumen: 
c) Langkah 3 : Peneluian dan penganaliaian nomor, tanggaJ dan 

kelengkapan lampiran semua dokumen, 
d) Langkah 4 : Pembandingan tanggal penyampaian semua dokumen 

dengan ketentuan yang berlaku tentang batas wakru penyampaian 
dokumen; 

el Langkah 5 : Kesimpulan secara narasi tentang basil langkah 1 s/d 
4. 
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PERATURAN 01::SA TENTANG PERUBAl!AN ATAS PERATURAN 
DESA .... TENTANG ANGC)ARAN PENDAPATAN DAN BEi.ANJA DESA 
TAHUN ANOGARAN .... 

Mtnetapke.n 

MEMUTUSKAN: 

4. . ..... ; dan sct.crusnya; 

Dengan Persetujuan Bersama 
SADAN PERMUSYAWARATAN DESA ... (Nama Desa] 

dan 
KEPALA DESA ... (Nama Oesa) 

3 ........ , 

'2. . ; 

I. . ....... , 
~kngingal 

b. bahwa berdasar.kan pcrtimbangan eebagaimena dimaksud daJam 
buruf a. perlu menc:tapka.n Pcraturan Desa teruang Perubahan 
atas Pe-ratura.n Oca.a Nomor Tahun lentan.g Anggaran 
Pendapatan dan Be.lanja Desa Tahun Anggaran ...... ; 

a. bahwa bcrtla.sarkan ketenruan Pas.c'll 40 aynt{l) huruf a Pero:turan 
Mcntcri Oalam Negeri Nomot 20 Tahun 2018 lentang Pengelolaan 
,Keuangan Desa, Pt-merintah Deea dapat melaku.kan perubehanan 
APB Desa apabila terjacli penambahan dan/atau pengurangan 
dalatn pendapatan Desa pada tahuo aoggaran borjalan; 

Menimbang 

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DESA ....... NOMOR ..... TAfllJN ...... TENTANG 
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BEi.ANJA DESA 

TAHUN ANGOARAN .... 

DENGAN RAHMATTUHAN YANG MAHA e5A 

KEPAI..A OESA , 

PERATURAN DESA .. 
NOMOR ... TAHUN •. 

TENTANG 

KEPAI..A DESA . 
KABUPATEN KUBU RAYA 

P.1. Fermat Pcraturan Ocsa tentang F>cruba.han Angga.ran Pendapatan 
dan BelanJn Desa 



\'- 

3. Ketentuan Pasal 3 diubab, schingga bcrbunyl sebagai berikut: 

Pasal 3 
Kepa]a Desa menetapkan Peraturan Kepala Dcsa tcnt.ang Penjabaran Perubahan 
Aoggaran Pcndapata.n d.an Belanja Desa sebaga.i landasan opetasional pelaksanaan 
Perubahan APBDcsa. 

2. Ketentuan Pasal 2 diubah, sehangga berbunyl sebagai berikuc 

Pe""l 2 
Ura.iaa lebib hl.njut Perubahan Anggaran Pendapau,.n d.a.n Belanja Desa sebagaimana 
dimaksud Pasal I tcrcantum dalrun Lampiran yang mcrupa.kan bagian tak 
tcrpisahken dari Peraruran Desa mi. 

Rp. Selisib Pembiayaan setelah perubahan [a-b) 

Rp. 
Rp. 

3.2 Pcngcluaran Pembiay&an 
a.scmulo 
b.bertambah/ (berkurang) 

Rp. 
Rp, 
Rp. 

3. Pembiayaan Des.a 
3.1 Penerimaan Pembiayaan 

a.semula 
b.bcrtambah /(bcrkurangl 

Jumlah penerimaan setelah perubahan 

Rp. 
Rp. 
Rp. 
Rp. 

2. Belanja Desa 
a.semula 
b.bertrunbah/(berkurang) 

Jumlab pendapatan setelah perubahan 
Surpluo/(Ocfisit) setclah perubahan 

Rp. 
Rp. 
Rp. 
Rp. 

l. Pendapatan Desa 
a.scmula 
b.beruunbah/(berkurang) 

Jumlah pendapatan setelah perubahan 

Anggaran Pendapatan can Belanja Desa Tahun Anggaran semula 
berjurnlah Rp ,00 beriambah sebesar Rp ,00 sehingga 
menjadi Rp ,00 dengan rincian sebagai berikut: 

Paw l 

t. Ketentuan Pasal I diubah, sehingga berbunyl sebagal btrikut: 

Pasal I 
Beberapa ketenruan dalam Peraturan Desa. ..... Nomor Tahun ..... tentang 
Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran (Lembara.n Dcsa 
........ Tahun Nomor ), diubah sebagai berikut: 



LEMBARAN OESA ••• (Nruru>. Desa) TAHUN ••. NOMOR ... 

NAMA [tanpa gelar) 

tanda tangan 

Diundangkan cl, •• , 
pada tanggal ... 

SEKRETARIS DESA ..• (Namn Desa), 

NAMA (tanpa gelar) 

Landa Langan 

Agar seliap orang mengetahuinya, memerint.ahkan pengundangan Pera.tu.ran Desa Ini 
dengan penempatannya dalam l.embaran Desa, .. (nama Oesa} 

Ditetapkan di . 
pada tanggnl . 

KEPALA DESA \Nama Desa) 

Pas.al JI 
Peraturan Detw ini muJru. bcrlaku pada tanggal diund.an_gkan. 
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Rp . 
Rp . 
Rp . 

Anggaran 
) ' 

) sehingga 

Tabun Angganu, Pendapatan dan Belanja Desa 
..... sernula berjumlahRp ,· 1 
bertambah/berkurang scjumlah Rp....... ,. ( . 
rnenjadi Rp ,· ( ) dengan rincian sebagai berikut. 
l. Pendapatan Desa 
I 1. Pendapatan AsU Desa 

a. Semula 
b. Bertarnbah/fberkurangj 

Jumlah PADesa serelah perubahan 

Menctapkan: PERATURAN KEPALA Dli:SA Tl1:NTANO PENJABARAN 
PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA 
DESA .... (Nama Desai TAIIUN ANGCARAN ....• 

PasaJ 1 

MEMUTUSKAN: 

3 .... dan setcrusnya; 
2 ...... j 

: 1. ..... Men gin gal 

bahwa sebagal pelal<sanaan kerenruan PasaJ 3 Peraruran 
Oesa 
Nomor....... Tahun tentang Perubahan Anggaran 
Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran ..... , maka 
perlu menyusun Peraluran Kepala Desa tentang Penjabaran 
Perubahan Angga.ran Pendapatan dan Belanja Desa ..... fNama 
Oesa) Tahun Anggaran ...... 

Menimbang 

Kl1:PALA 011:SA ... (Nama Desa], 

DENG AN RAH MAT TU HAN YANG MAHA ESA 

TENTANG 
P11:NJABARAN PERUBAHAN ANGGARAN PE:NDAPATAN DAN BEL.ANJA 

01::SA 
TAHUN ANGGARAN . 

KEPAW\ DESA ..... (Nama Desa) 
KABUPATEN/KOTA .•...... (Nama Kahupaten/Kota) 

PERATURAN KEPALA DESA ... (Nama De$11) 
NOMOR ... TAHUN ... 

0.1. Ponnal Peraturan De$11 tentang Peraturan Kepala Desa 
tentang Penjabaran Perubahan APB Oesa.. 



Rp . 
Rp ....... ····•··· ... 

Rp .. 
Rp . 

Rp . 
Rp ·• 
Rp . 

Rp... .. .. 
Rp . 
Rp . 
Rp . 
Rp..; .. ,, .. 

Rp . 

Rp .. 
Rp . 

Rp . 
Rp . 

Rp . 
Rp , , .. 
Rp . 

Rp . 

Rp .. 

Rp .. 
Rp .. 

Rp . 
Rp . 

Rp . 
Rp . 

Rp . . 

Rp .. 
Rp , . 

2. Belanja Desa 
2.1. Bidang Penyelenggaraan Pemerintah Desa 

a. Semula 
b. Benambah/(berkurangl 
Jumlab setelab perubahan 

2.2. Bidang Pembangunan 
a. Semula 
b, Bertambah/fberkurangl 
Jumlah setelah peru baban 

2.3. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan 
a. Semula 
b. Bertambah/(berkurangl 
Jumlab setelah perubahan 

2.4. Bidang Pembcrdayaan Masyaraka1 
a Semula 
b, Bertambah/(berkurang) 
Jumlah setelah perubahan 

2.5. Bidang Penanggulangan Bencana, 
Keadaan Darurar, dan Mendesa.le Desa 
a. Semula 
b. Bertambah/(berkurang) 
Jumlah setelah perubahan 
Jumlah Belanja setelah perubaban 
Surplus/(Defisit) setelah perubahan 

3. Pembiayaan Dcsa 
3.1. Penenmaan Pembiayaan 

a. Semula 
b. Bertambah/(berkurang) 
Jumlah setelah perubaban 

3.2. Pengeluaran Pembiayaan 
a. semuta 
b. Beriambah/(berkurang) 
Ju.mlah setetab perubahan 

Se!isih Pembiayaan setelah pcrubahan 

1.2. Transfer 
a. Semula 
b. Bertambah/(berkurang) 

Jumlah pendapatan transfer eetetah 
Peru bah an 
1.3. l.ain-Lain Pendapatan yang sah 

a. Semula 
b. Beruimbah/(berkurang) 

.Jumlah Lain-lain pendapatan yang sah 
setelah perubahan 
Jumlah Pendapatan setclah perubahan 



NAMA (tanpa gelarJ 

BERITA DESA ... (Nama Oesa) TAHUN ... NOMOR .. 

tsnda tangan 

SEKRETARIS DESA ... (Nama Desa], 

Diundangkan di ... 
pada tanggal ... 

NAMA (tan pa getarl 

Landa Langan 

K£PAL,A 01!:SA {Nama Desa] 

Ditctapkan cl! .. 
pada tanggal .. 

Pengundangan 
Ben, a D""" ..... 

Agar setiap orang dapat mengetabui, mcmerin.tahkan 
Peraturan Kepa.Ja Desa mi dengan penempatannya dalam 
{Nama Desa) 

Pasal 4 
Peraturan Kepala Desa ini ruulai berlaku pada tanggal diundangkan. 

Pasal 3 
Pelaksanaan Penjabaran Perubahan APB Desa yang ditetapkan dalam 
Peraturan ini dituangkan lebih lanjut dalam Dokumen Pelaksanaan 
Perubahan Anggaran {OPPA) yang diausun oleh Kepala Urusan dan Kepala 
Seksi pelaksana kegiatan anggaran. 

Pasal 2 
Uraia.n lebih lanjut Penjabaran Perubahan Anggara.n Pendapatan dan Belanja 
Oesa sebagaimana dimaksud Pasal 1 tercamum dalam Lampiran yang 
merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Kepala Desa int. 
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cam pengislan 
I. Bidang diisi dcngan ncmenklatur bsdang daJ\ kode rekeuing 

sesuai deoga.n APB Dcsa 
2. $11b BU:J11ng cliisi dengan nomenklatur Sub Bidang dan kode 

rekening seaual APB Oesa 
3. KcgiAt.sm (Hisi dengan nomerlklatur kegiatnn dan kodc rekening 

sesuai APB Dcsa 
4 ko1om I : dilsl dengan nomor urut 
5. kolom 2 : diisi dcngan uralan berupa rincia.n kcbutuhan dalam kcgiatnn. 
6. kolom 3 : dUst denga.n volume dapat berupa jtunlah orang/barnng. 
7. kolu.m 4: diisf deogao harga satuan Jang mcnrp:.k.An besaran 

1,ml uk mtml>ayar orang/ batiul.g 
8. koJom S : diisi dengan jumJah pcrkatian nntars kolom .'J dengan kok>m 4 

, } ( ) 

Kaur/Ka•I. ...............•.... 
Dtscrujut 
Kepala Desa 

...... " .. . . . . . . . . . . . . . . . .. . .. . . . . . . . . . . . . 

. 
~o. URAIAN VOl,UME HARGA SATUAN ,JUMLIIH 

IRp.J (Rp.) 

1 2 3 4 5 ' I 

n rMLAH lRn, \ 

Rinclan Pendanaan 

................................. 
. . ' . El1dang 

Sub Bidang 
Kegiatan 
Waktu Pclaksnna. .. an 

Ul~NCANA ANOOARAN BlAYA 
DESA ..•..................•..... KECAMATAN ....•.....•........... 
TAH\JN ANOOARAN .•..•..................•...... 

H. Form .. IJPA 
11.3. Formal Rencana i\nggarnn Blnya (RAB) 
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Cara penglslan: 
Kolom I : diis:i dengan nomcr uruL 
Kolom 2 : dij&J dengan t-nnggal tro.nsn.ksi. 
Ko1om J : diJsl dcngan nomor buktt transaksi. 
KQlom -I : dlis.i dengan uraian transaksL 
Kolom 5 : diJ.sl dengan JumJah rupiah yang dhcrimA dart kas Dess, 
Kolom 8 : dlis:i dengan jenis pengeluaran l>clanja batang dan jasa, 
Kotom 9 : diilil dengan jenls pengfJUQJ'lln betania modal 
Kolom 10 dilcil dcngan jumlah rupiah yang dikc:mbaliJmn kc Kas Ocsa 
Kolom 11 diisi denga.n jum.lah saldo kas d.altun rupiah 

1 ......••.•..•....•••.•••.••.••••.....••.•.••.•...• ) 

Kaur/ Kasi , , . , .• , • , •. , •. 
························-······················· .. ··· ..... 

~o Tanggal Nomnr- k.rraian Penelimaao P,ngeluaran (RpJ Ptng«:mlrdlian Saldo Kas 
Uuktl darl xas kr Ka::i Ot'sa lllp.J 

(RPI Belanja BcJanja (RPI 
Barang Modal 

dan Ja.sa 
I 2 3 5 6 7 8 q 

..,nrtahan Jumlah 
~arl halamM 
IS<bclumnyn 

umlah 
ctel Penenmaan i..otal Peneetuaran 

"'olal peeeetueran • Saldo Kas 

8UKU KAS PEMBANTU KEOlAit\N 
D8SA !,;ECAMATAN ••••••.•..•.••••••.•••. 
TAIIUN ANCCA.RAN •.•..•..••••....•••••.•.•..••..•.•••••..•• 

K. F'orm,u Buku Pembanru 1-:(":gi:nnn 
K. J Buku KAs Pt'mbantu Kegletan 



('Aro J)('ngh;.ian: 
Kolom l : dii{ii dengan nomor uruL 
Kotom 2 · diisi dengan tanwl mmsnksi, 
Kolou1 3 diisi dengan nomor bukti tn.u'lsaksi. 
Kolom 4 : dUst namaysumber pemberl banruan dan jerus banruan 
Kolom 5 : dHsi dengan jumlah uang yang bc:.1•ikan 
Kolom 6 : diisl deng'An volume jcnls barang/Lcn~u. 
Kolom 7 : diisl dcngan nomr.r bukti setor/pembcr'itahuan kcpadfJ J:lendahata, 
Kolom 8 diisi dengan jurnlah rupi:flh NC~gn.l SAldn yaog harus dikc:.mbahkan k<" Ka.s Desa, 

( . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . ) 

Kaur/Kast 
. . . . . ... . . . . ' .. 

ama ceemn: ...................................... 
No. TanggaJ Nomor Jraian rtencrimaan Nomer SaJdo h.Rs 

Bukti Uong (Rp] Barang/ Bukli ScLOr (Rp.) 
Tenaga ke Kos 

IY9lumc;L °5-M I 2 3 ' 5 6 7 8 
:>indahAn 
umlah dA.ri 

bejaman 
...... belumnva 

umlo.h 
'ot.al 

N K 

TAHUN ANGGARAN ••.•.•.•••••.••••.••..•.•...••.•••.••••.. 
DESA KF..CAM.A.TAN .. 

RUKU P~;MBAN'l'U K&GIATAN Pl';Nl,IIIMMN SWAf)AYA MASYARAKAT 

K. Format Bulru Pcm ban tu Kcgiatan 
K.2 Buku Pembantu Kcgiat..1.n Pe.nerimoan Swadoyn Masyarakat 
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Cara pengisian: 
1. UidAng <Uisl dcngw1 nomenklatur dan kode rckening scsual AP13 Dcsa. 
2. Sub Oidang diisl dcngan nomenklnrur- kodc rckenmg seeual i\PB Ocsa 
3. Kegiftlan diisi denp,sm nomenklatur kode rekening sesual APB nese, 
•5. Kolom l deogan nomor urut. 
5. Kolom 2 : diisi dengan rtncian penggunaan dana sesuai rcncana kc:giatan. 
6. KoJom 3 dHsi dcog.."'Vt rindnn pagu rlana. ~su.ui dcnga.n reneana kegtatan 
7. Ko lorn 4 : diisi dengan rindan jumlah angga.mn ynng tclah dibaynr scbclumnva. 
Hi. Kolom 5: dllsi dengan rincianyang diminmkan untuk dibevar. 
9. Kolom 6 ; dii~i dcngan jumlRh permiruaan dana sampa! sc.1.at ini. 

JO. Kolom 7 : di..isf dengan sise nnggaran. 

( ) 

Telah dlbayar Jun.as 
Kaur Keuangen. 

Oi5C-tujui untuk dlbayerkan 
KepnJa Desa. 

t J 

Ken r / Kasi . 
Telah dilakukan Vt'ri(ikRsi 

Sektet..arisOesa. 

.................. ..... .... io .. 

No IJRAIAN PAOU Pf;NC/\IRAN PERMINTAA ,IUMI.AH SIS/\ UANA 
ANO GARAN S.D. YO N SAMPAI SMT 

I.AI.U S~KARANO l~I 
I Rn.I IRn.\ IRn.1 I Rn.' •Ro.l 

1 l 3 4 5 b 7 

UUMJ.AH 

. . . . 
Bi~ong 
Sub 0i~ang 
Kcgit.u:un 
Waktu Pelaksruuum 

TAHUN Al'IGGANAJII •..............• 
OESA KECAM.ATAN - - 

SURAT P~:RMINTAAN Pf:MBAYARAl'I I SPP I 

M.1. Formal SU1'fll Permlntaan Pembavnran 



Cara pengisian: 
I. Birlsmgdiisi dengan ncmenkjatur dan kode rekening sesuai APB Desn. 
2. Sub Bida.ug d.iisi dengan nomcnkjatur dan kodc rekcnmg sesunl APn Dcsa. 
:l. Kegiatan diil'li denga.11 nomenklarur dan kode rekening sesuai APB Deso. 
4. Kolom J • d.iisi dengan nomor unn .. 
5. Kolom l : tlhsi dengan penertmA pembavaran yen~ ada di bukLI belan.Ja. 
6. Kolom 3 : dlisi dcngan uraian kcpcriuan belanja. 
7. koJom 4 ; dhs1 dcngnn juml.nh belauia. 
8. baris jumlah diisijumlah kescluruhan, 

( t 

K.1.ur/ Kasi . 
. .. . ····• . 

Huku-buku pengetuaran ateu belanJa tersebut dlatns sebagat terbunprr, umuk 
kelengkapan Demlklan surat pernyaumn ini dlbuat deogan sebenarnya • 

NO. PF,NF,RlMA URAIAN .JUMLAII 
IRn.l 

I 2 3 ,1 

•UM LAil !Ro.i 
I 

. . .. .. Bidang 
Sub Bidnng 
Kegiamn 

TAIIUN ANGGARAN . 
D E:SA . • . • • . .. .. • • • • • • • .. • • . • • K.ECAMA T ;-\N , • . . 

PERNYNrMN 'rANGGUNGJAWAB BELAN,IA 

M.2. Format. Pemyataan 'fanggung Jnwab Oelanja 
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Cara pcngisian : 
Kolom I · ,JiJsi dengan nnmnr urut penertmean iclari pemctcngan pnjnk) 
atau pengetuaran (darl penyetoran pnjak~. 
Kolom l dtbd dengan wnggal penerlmaan ntau pengeluaran. 
Kolom J : dmii dengan uruJan penertruaan kas atau pengeluara» kas, 
Kolom 4- : diisi dengan jumlah rupiEJ.h penerlmaan kas. 
Kolom S ; dii.s1 dengan jumlah rupiah pengetuaran kas. 
Kolom 6 diisi dengan saldi> truku kas bendebara 

( - ) 

Kaur Keuangan 

No. TANGGAL URAIAN PEMOTONGAN PENYETORAN SAL DO 
IRnl IRn\ IRnl 

I 2 3 4 5 

JUMI..AH 

f!UKU KAS P~:MBANTU P/\.IAK 
DESA l<ECAMATAN .. 

TAHUN ANGOARAN ••.•••• 

Q. POl'ttlfll Buku Pcmbantu 1'.as Umum 
Q.2. Buku Kns Pcmbantu PRjHk 



' 

Cara pengtsian: 
Kolom I ; diJsf dengnn nomor uruL 
Kolom 2 : d.U.st dengan tangga.l transakst. 
Kolom 3 · dllsl dengan nomor buktl transaksi. 
Kolom 4 ; dil.s1 nt1.mH/sumber pemberl bamuan dan [eats bamuan. 
Kolom 5 : diisi dengan jumlnh uang yang betika.n. 
xciom 6 ; dil.sl dengan volume- Jeni.s ba.rang/rcnaga. 
Kolom 7 d.Ust dengan namer buku seror/pcmbcrnabuen krp,1.da Bendahara, 
Kolom 8 . dii~I rtengan jumlah rupiah sebagnl saldo yang harus dikembahkan ke Kas Dcsa, 

1 J 

Kaur Keuangan 
.. ········ . 

No. Tttnggal Nomor Uralan Pdlcrhua l-'cmberian PerU11iggun,- Saldo 
0:ukli IR-• inwnb."1.n Pnm.i.r 1R-• 

1 2 3 • 5 6 7 s 

!IUKU 1'£MJ3ANTU PANJAR 
DESA .....•......••.....• Klc:c::AMA1'AN ........•.••....••.•••• 
TAHUN ANOOARAN . 

Q. Format Pembantu Buku Kru:. Umum 
Q.3 Buku Pembantu Panjar 



.. Jk,-. __ >, ... _ tgl. htn, lh .> 
Yw1g Mcncrlmn. 

Rp < J um.Wt dnlwn angka, > 
( .. .JumlAh rl'llAAl hurur .•. 1 
f •• .Jumlnh dnlrun huro( IAJ\Jutn.n ••. 1 

Sebe.gal pembeyeren e .:kbutkan 'l'ujuRn ~mt)Qyaran ~gwaa/l3dfl.llJal ,. 
< ...... Stb\llkan T1Yuan P<-mbayru-an LanJutan (Kcg:iacan/lklan;aJ.,,,,> 
<,. .. Stbutkan TUJUQU Ptmbayaran Lao,iut.an (K~giatAn/BrlilnjA) •••. , 

, c- ... Niama f)ei;o... • 
: < .. ,Knbupnt'en/Koti\ ... > 

Tanda Buktt Pt:n-luanm Uanu 

kamr,r DtSfl 
K.,hupoJt'n/Kotn 

R. Formar KuitruuU 



URAIAN 
REALlSASI 

!<OJ)~; f<El,;ENINO ANOGIIRAN A.NCOARAN SUM~ER 
CR1>J "'•' UANA 

1 2 3 4 5 G 

" < a < J 
4 ~NDAPATAN 

• I """- • I I &.~ii u~lta 
4 I I ... Obvek Pcndanutan:> 

• l'ransfer 

• I .)Qna Deee 

• •nd~ ... ,n.an lain -lain 

• I lenenmMn dari Huil Kcrjsu.a~ 
nlill' Ocsa ., 1 Obvek Pn\dn .. wm.> 
st .• 

JUMLAH f>ENDAPATAN 

5 El.ANJA 
1 Pcnvt'lenggorAA11 ~c:rintahan ~ . .. 
' 1 

~ nydenggaraan Bdnrua 
Pe-nsh.asilan TNap. TunJ1mgnn dao 
~Ml.Siona! Pcmcrintahcm Dc:sa 

I I 01 lrtlyN:l.iaan J\ongba~n.:m Te.tap dan 
uiitau - xee ·1n r.mt. 

l Ol 5 I :1 .. lenia f>t""IWu.i 

l I 01 5 I l>enghasilM Te-tnp & Tu.ltJangao 
, .. ".:JnD.!,m 

1 1 01 5 I 1 ... Rinelal'I O •ek Be-lan•n> 
1 ~ l\.d.mlnistra5i l\.cpcndudukan, 

~ncaJata:n S1piJ, SU\tl.stik d8n 

1 01 'efayanan adm.tnJ.str..1.81 urnum dan 
duduknn (Sumi 

~ng.antnr/l''olayanan KTP, l<'1rtu 
'elm --- - dJn 

I 01 s j ~anin l3;\r,10&r daft Jass 
I 01 s , I.an la Jasa Honomrium 

<Rincian Obyek Bclnn•n> 

2 Pt-JabanR.,n r~!Jttn,gunan Ocsn 

Contoh 

1.APORAN PEI...J\KS!\NMN ANOGARAN PENDAPATAN DAN BEi.ANJA Ol£SA 
Sf:Mli:$Tf.R l:l'ERTAMA 

PEMERJN'TAH ot:SA. . 
TAHUN ANOOARAN . 



Cara pmgis«U1: 
Kolom 1 d11!d betda.sarkan k.l,Q.oe~t.'t1 BidMg Kegjatnn: 

c;1. lndim~ 
b. S•lb 61dri.ns~ <Lan 
C, k<"8)(11ftn.. 

Kolocn 2 rliil'li bttdasarkan .kl~'\lli ekenerni terdm dn.n l't:ndapaum. BcJ.arua dnn PembiayA.8.1\.l 
B..-n ~P,1•tao doi•b 
a. Pt-:ndnpnttu1; 
b. kdompok pendnpar.an: 
e. jenis pmd.-.pM1m; dM 
d. o~k pcndopti.uui. 
e-......,~•d••• 
u. 1:M!'lanja; 
b. Jc-nla bdanjR fdi:AUUailron dmga.njcrm1 kcQi.&tan): 
c:. ob) ck bdanja; dun 
d. nnd.an obyck belanje. 
Bngian ~bi.ayaan dtisi; 
a. Pw-mbi1:1ynnt1: 

( - ) 

J(.-palta l)eea .. 

ze.; 

2 I D-ndJdJktm 
2 I ns f'ernbanlJUnnn/Rc.:.hobiLUtsi/Pcnmgk 

b.t-.m SA.TICnu l"ntMran& 

"erpu!!tAk~iao/Tam.en Ba,ce.an 
.... _/S11n · - Bc!l&•ilr 

2 I ,s s 3 ·;J: Muel:tl 

2 I J5 5 3 ' h3clenja Modal Ct:<iung dan 
~: "l~--nan 

I I 5 5 3 4 ... ~Rirtcian. oi...-k Bell'niot~ 

5 >e1utnggulangan Bcncaru:t, K~mtn 
arurnt dan M~dcAAk 

5 I hm ;n l:knr:ru1a. 
s l 

~ 
5 • i Ian "' Bcneana 

5 I 5 • lanfa Tak Tt'rdl.lR;t 
5 I 0 5 4 00 bmja Tak Tc:rdug$ 
5 I 0 5 4 00 00 "~UUflu Tuk 'ft"rdU,.... 

"' UMl,AH BJ,;I.ANJA 
URl'LUS I t:f"1$111 

6 l::MBLAYMN 
r, I cnerlmaan Pembtavaan 
6 1 1 iLPA Tahun Sebelumnva 
b 1 I I iLPA Tt1.hon sebelumnva 
b 2 neeluaran Pembin.wum 
6 2 l Pernbcrnukan Dana cadan,mn 
6 2 2 1 c..,,.mbcntukan Dana cada"'"'"" 

•• i:ELlStH PEMBIAYMN 



b. h.elompok pembuzynnn: dno 
c.Jen.i.9 pcmb1Byaan. 
KoJucn 3 di.isj unuan Ptt,dgp«t1u,. ~L'\J1J8 clan ~mbiaya.M (Whni l,o.\Jt1ptmn A "1:rmcndagrl ,m) 
Kolom •1 • dlisi tk:ngan jumlah 1ml'Jt,'nm ynng d1td::tpk.an 
Kolom S : d1-ilU drngan ttaJ.i.e:agj enggru-M Yil.r\8: d1gunn.kan 
ltolom 6 : d11'" sum ber- Dana diisi de!ngan Su mber Danti. yang digua.akao dalrun keftmt nn 
(kolom I .CJ tetkait 



I Lo.poran Rcnllsasl APl3Deb x. 
11 Cat.at.an Alas Lap,o.N\11 Keuangun x 
A. lnformnsi Umurn x 
B. Da&ar Penyajian l.apora;n Kcuangan x 
C. RinCUUl Pos t..apora.n Kealfsasi Anggnran x 
I Rckonstun.ai SlLPA dn:n Ka'I x 
2 Pendapatan As.Ii Dc$3. x 
3 O~na OtSH _'( 
,I 13Qgian dr ha~u p;ajuk dan Retribusi Dac-ra.h x 
s Alo~SI Dana ~SQ ,.. 

6 aamuan Keuangan Proplnsi x 
7 Bantuan Keuangau t<abupau:n/kota x 
8 Pcndapatan l..:iin lnin x 
9 Bcu\ia BidflJl.g Pcnyelenggaraan pemctintnh Desa x 
l! Bdanja Bida.ng Pc::ln.ksanaan Pcmben.gunnn 0c81'1 x 
# Belanjn Btdang Pemblnaan KettlMyaratan Dem x 
i. Bc.lnnjo.Oidaog Pcmbc".rdaya.an Kcrnas.yarruan Draa x 
• Belaoja Btdang Penanggulo..ogan Bcnc::ane. Oatumt dan Mendcsak Desa x 
t Bt:l&ttja oesa dalam KJa$UtkaNi Ekonoml 'e 
i Brlanjn Dess dalam I\Jk!\illknsi Suh Bidang Wungsi) 
# Pcmb.iayaan x 
tf ;\s,ef Dr:sa ' 
If Penyertaan ModaJ Oer;n x 
# ·····-· I( 
l.ampiran 
Lampiran 1 - Rincian Asel 'retap Desa x 
L3mpiran 2 - x 

Daft.ar Isl 

Leporan xeuangan 
Pemerimah DcM ABC 

xecamatau KLM 
K.Abupatcn XVZ. 

Tahon Anggnran 20x1 

I.J\MPtRAN I 
Pi,;R/ITUR/IN DESA 
NOMOR ..... TAHUN •.. _ 
TBNIAf/0 
I.APOR/IN PERTANGGUNGJAWAOAN 
REALISASI APBD~SA 

T .2. Formru Lnporan keuangan 



PEN"DAPATAN 
Pt,,ndllp~lllll iblJ 0cM C.2 ;,;)C)UQOC X:cx..:tlC..'11: """ Pttl!dl)pE!\All Transfer """",,_ C.> = ;o;x.x:u: """ 
8~ dr blillll1 pi,j~ d..n. k<'lr!bWO OlllITTt.b c, .'CICX.JQC)( X.U.lCtX """ 
Alolausi Dan& ()('~ C.5 ,.,.,.. ..... =-- ""' &ntwus Knuuwin J>tupioal c.o = xxx.X't., ""' S;..nnum K~ Kab"upah,:'n/ktHA C.7 """-""" """·""" "-"" 
1¥t1Mp11tnn Utlil lAifl CJI = -- "'" 
JUMLAJI f't:.N1>,\PATAN X-"'UWO<X X.XXX.X'tlt S.100( 

Br.LANJA 
BWfflf\8 r.:~tto,.z;vaan pcnlffll'l1M 0-"' C.9 d.MCI$ """·""' x,a.~ = 
Ridang P..~ Pt!.mbwigv.uM Oto.- C.10 dan C IS """·""" """"'"" = 
Qi(lang l~bin~M ~)'Are.Utt) 0can c.a r danCIS """·""" xx.,.sitX ... 
8icb:ms f\o:mbftl'd.(ly .. n M-.y&Ntlult 0- C J2da"<;l5 """""" xx.,.~ = 
Bidnn,p, 111-nn.tlgu.langlln l)l!neanA. l<~ad!W'I o..rum datl C.1.}danCIIS :tn.x.£\ ""-=' ""' 
Mri:ad,MIA!c De. 

.JUM\Mt B&l.ANJA C,l<il Jt,x:ct- x,ct( ~,r,,;:,i; ,ex," 
SURf'WS/(OP,FISrTJ xxxxx xxxxx xx 

P&\IDIAYAAJf C. I& 
Jlt,(lt'rim:n;nn rtm~.w:n ""'""" """""" """ 
P.ertgdlJ-...U f'toiahiayaan xx,t,Jt.~"!. """·""" - PEMWAYMN tiETl'O XXJOO< xx.xxx xx 
~11.PATAHUN' BF..R.JAI.AN xxx X.'X xxx 

I.APOR..\N RF.A.US,\SI AP!'I OESA 
rt.MERl"NT Al.I D£5A AOC. 

l(erArr11uan KLM 
h:111,tip .. tt!!cn XYZ 

TAHU N' A "iOOARAN 20,c I 



""""""" Pe41o•H• (1..("bih)/ 

Js;umna 
Tttha.p l xxx.xxx X..'UC ,X."" = 
TWu-tp2 =·= """·""' xxx 

5. Aaok;i-t1I Dana De• (ADDI 
Penenmeen Ocsa )'Wlll b<'tt1sal dart Alokasf Dann Dese (ADD) adala.h sebag.U 1)(-1lOl;ccti,_ _ 

inhnp 1 """·""" = xxx 
TW:mp2 xxx.xxx 1Q(l(.,oo( xxx 

xxx.xxx """-""" "''" ,oc,.,ccx XX.'ot .. UX .'IX)< 

An3gu.nln 

Anggamn Realisas1 
(Lc:b1bl/ 
kura.ng 

Tftl\8P I xxx-xxx XX.'C-~ """ Tohnp 2 ,c.~.xxx XXX....X."'-"< xxx 
X)C'X.XX.'\: """ . """ """ 

t" 

4. tl"l!kan da.-i hrusil pojnk don Rcirlbusi Oncrah {) • r 
Pcncrimoan l)c:~ yru,g bcrasa.J dan B<wtm 1.lafl basil paiajs dPP 8gtdbufj Dacrah adalah ;ssb!•&!I L ~ 

ReaHsasi (1.cbih)/ :;;-t 
----- 0ke,ue;ran&=>----- 

3. Dana Df'm 
Dana Dese merupexen pcoenmnun d~ yang dtp('roleb dW'i APBN. Jumlah penertmenn 1)1\uA D<-sa selamo 
l.8bun angg.Jntll 20,i.l a.dalah sc.bil.ga1 bl:rikul! 

J\nJQJ,"\1't1 n Real.isasi 
(LA:blh)/ 
kunme, 

"""'""" """·""" xxx 
=·= == """ -ccc.xxx xxx.xxx xxx 
xxx.xxx xxx.xxx = 
XJO(.X)O( XX.'<.,XXX xxx 

Pendeperan Asl1 r,,._. urdin dari­ 
a. Hasil Use.ha 
b, f I Mil A.set 
c. Swo.doyn. ~Jsipas.i. dan OotonK Rayong 
d. 1.oln,lnm PADes. _yn.og sah 

2. Pendapnlan At'li Deee 
Ptnd.AJUl,tM Asli Deea terdm d&i: 

x.xxx SaJdo J(o!'I per 31 Deeember 20,cl 

xxx 

xxx 
xxx 

(X)(J(I 

xxx SIWA tnhun ai,g;garan 20.xl 
Mutasi Potoogun P.tJ.:tk 
• Saldo AwaJ Pc:riodc Fvtungit.n Pajak yg bclu.m duselor ke t-:as Negara 
~ penertmeen Potongan PaJ;.\k t::1.huo anggaran bcrjalrul 
- Sctoran Pa,ak kt' 1¢:u. Negara sc.lama tabun A.ngg{llran bc.rjalan 
• Sultlo Akhir Periodc Potoog."n l~ak yg be.tum d.isetor ke Kess Nc:garn 

C. Rine.ia.n Pos LaporM i(:f'U$r'lg,,'\n 
1, R('korud1in_"I SU.PA da.o KR& 

O. 0'18fo' Pcn}'8jian t..nponm KcuRJ'lgAn 
L&.pcim.n Kcuang;.,.n Oe-.a bt.n1pu Lapomn Reali..-,.v,l AJ:1£10c11 :tcSulU beattS kas dc.ngun dis!iar hn.t'g& pcrokhWL 
Pendapatan dicatat pndn satil kas diu-rim.a di Bank atau KM da..n Be-lanjn dicatat poda SMI kn.$ dilrefuatk:an 
d•n Lt:lah beraifat dcfini.tif 

A. tnrormnst Vmum 
Pemetintah Desa ABC merupekan deu d1 Kccamatan KL,M, Kouupcten XYZ. Scsuai dc.ngan Keputuisan ffup.-i.t, 
No l'aogg;t,J , saat lni .kcpc"ftU..U'IIAn Pt.·rni::rlntahao Dcsa ABC 

t • Kepitla. Desa . XXXXX 
2. Sdcretarls Dess • YYYYY 
3. lkntkUUU1> ~ : zzzzz 

Ktt.ntor Pemerinta.bao Oe$ll bt:!raltu,uu tli •...• ·- Oeisn ,A.BC, Kecamatan KLM, Kuburt't«·n 

catatan Atas Laporan Keuangan Pemerintah Desa ABC, Kecarnatan KLM, 
Kabupaten XYZ Tahun Anggaran 20xl 

T .l.b. Fonnat Ctlttu•l.fl Arns Lapornn Keuungan 



LJ, Bclenja - Jlld;anR Pcnangu.lMgan .Benctwn, Kt.:Adaan Derurat dan Mend.esak Deee 

Be.lan,a 0..rnnt dan Jasa 
Ek-1.nnja Modal 

(V'luh)I 
kurang 

12 Bclan}& - Bidang Pr'ml)ro1-d1i)"l'IRn Masya.ra.kat Desi 
Be.lanja untuk l:hd1u,,te Pcrl>e:rdaya.an Mnsynrn.lua1 Ot:dts trrdm d,,nu:ri!i.; ------ ------- 

X.'-"'( .. 'CXX JCQ:,,CO: 

•""•'~·~==--- X:<:<,XXX 
,cot.JOO( '0(."'(.~ 

Bclanja BarWlg thln Ja~ 
13f"ln11ja Modal 

Real:asas1 

1 t. BelrutjQ - Uidar1g Pembina.an Kcm1,i;}'ll.tll.tan Oesa 
Bclnnja. unh:.lk Bida.nJJ ~.m.hlnaan Kcmasy1-1rn.k:i.tan Desa tcrd.in~· ~ru~an=·, _ 

Ani,'AfU1tn 

An&ganm Rcttb8fuli (l..cbJhl/ 
ku.ran,g 

Btkul.iri Ba.rang dan Jasa xxx.xxx ;u.'1(.,00: xxx 
BrlaoJa ModnJ xxx.xxx xxx.xxx '"" XX,"'(,)OC( sxx.xxx ... x 

10. lklanJI\ - Lildt.1.ng Pe.m.banguna.n Oett11 
Bctruya untuk Bklang Pt:mhrm~nan Oesa ltrdui d&t: 

Anggaran Rw b$0 i'\l (1.c1nhJ/ 
kur.ll'l8, 

l:\elrutjd ~gawat ""'-""" XX.<JOO< xxx 
Bel..1.nju a.·mu1.g dnn Jasa. ,..,...,.,. XXX,lOL" = 
Oe1,u\ja Modal XXX-'-'tX ,cxx,xxx xxx 

""""""" xxx.xxx xxx 

9. Bclanja. cJ1da.t1g ~nyelenggaraan ~merimahan Ot!SS 
9clnnjn u11wk Bldang Pcn}Tlrnwr.uu, Pr.m.c,rintahan tlc.";c,\ knhri dari: 

An_ggarao ---- xxx.xxx Pcncrimoan dari h,i~d kcrjasama antar De-so. 
Pe1lCrimaao drui bn:iid kc:rja.418.ma Ocsa dc:nga.o pihak 
ke11g,.1. 
Pcnenmaao <l$rl bnntua.n pcrusahann yang IX!rlokas.i di 
Oc:~ 
liibah dan sumbangi\n dwi pi.hak kctfp 
Ko~kal keealahan belanJtt lnhun-tnhun anggaran 
sebclumnyn ytmg mt:ngaklbetkan penenmunn cl, kaa 

°""" B\u1ga l>flnk 
l..nln-lai.n pcodapc-itan )"U'lB :m.h 

R,.1\IJ,-0111 UA'bihtJ 
Jrnnutg 

)CXX.XX.."C X.'OC 

,CXX,)t)()t scoe 

""" . """ )(XX 

Xx,t.XXX """ 
JC._'C(,,CX,.'( = 
""" . """ ,,.. 
,Q-,UCXX = 
= """ 

,00.:,:00C 

=·= 
,C,,OC.,X.'Ot --~""''°"'° 
""""""' __ ,!:::l=::O ~=---- 

8. Pendapa.ta.n Lain-lain 
~ndapatan lain-lairl t~rdiri darf: 

AnAA8f8n Re.U..... 
(LcbihJ/ 
kurang 

=·= '""""'" "'" =-= XX.'< ,)(XX .,,, 
,CX..,t,:(X)C xxx.xxx xxx 

7. Dn.ntun11 K~uangnn Kabupau:n/lmta 
Pencrimaan Oesa ynng bl:r-osrd cto.ri Bantuan Keuangan Ke-buRl!1r.n/l(ota adalnh .l!Peba.,.,,,~, ----- 

............... ·- JW<..'00< xxx.xxx """ . ' .............. ' . JO(X.:oc., X)Ot,,c::'C<t" """ X.'Ot.lOCX xxx.xxx """ 

Reah~!o l\nggnr;m 

6. Bnn1uo.n Ke\la1).gan Propinsi 
Peoertmeen Dcsa ynng bc:r1'..-s.'\J d)lrl Ran.tl.lJ10 Keuangan Prnmn;,,;; 1,,11,,.,- 'ld.nlr1h 1'11.'!ba,IUU bciku,0L~· -----­ 

(Lelnhl/ 
kumng 

XXJC.X,'(X 
= 



(Lcbihl/ 
kwung 

= 
""" 
""" """ """ 
= 
""" xxx 

""" """ """ 
xxx 
xxx 

= 
""" """ """ """ x.u 
xx., 
><X< 
= 
""" 

\Lcbib)/ 
kurang 

= 

x.u 

JOO( 

x.u 

xx., 

~ 
xxx 

X.<X 

""" "" 
""" = 
""" 
""" ;,t-,C..'I( 

""" 

xxx.xxx = 
'ICXX,X)OI' axx.xxx 

"""·""" """·""" 
xxx.:co xxx.x,o,: 

"""·""" xxx.xxx 
x,.:x.xxx. :ux.}Q(;I( 

!OOC'-"OCX xxx, """ 
xxx.xsx """-""" xxx.xxx L'Clt~ 

Antv(ftllln R~alis.Ul 

XXJL'UX ""'·""" 
X.X.'(_'(XX =-= 
,cx-,c.,ot:,:t X.'OW<XX 

"""·""" X:;,tX.XXlC 

"""-""' ,cxx.xxx 

"""""" X.X."L.'OX 

== ""'-""' xxx.xxx """"""' K..'<X,Xi'OC """·""" 
:U.."t.JLXX ,ccx.xxx 

=-= xxx.xxx 

x:a:.;,c.,t:< xxx.x.u 
xxx.xxx xxx.xxx 

"""·""" ""''"'""' """.""" xxx.xxx 
,ot.'(.~,c( X.'OW<XX 
XXX,XlCX XU.XX.'( 

= xxx.x:xx 
XJ<l<.XXX """·""" xxx.xxx xx,i.~x 
>00<.l<XX xxx.xxx 
"""·""" xxx.xxx 
xxx.xsx XX.'t,XXX 

/\_.-an f..!eabaas.i 

XX.'( .xax X."<:X.XX."( 

X.'<XJOO< xxx.:ux 

,oor.,c,ctt =·= 

""'·""" xxx.xxx 

X~Xlt:t: XXX.)()U( 

X."Ot,XXX XXX-'OOC 

Sub Oidt'o.g Kawaaan Pcrmvklnum 
Sub Bidn.n& Kchuuuian dan l..ingkur~ut Hidup 
Sub 61d4ng Ptrhubungan, Komunllot.tli. den 
I nfo.rmatiku 
Sub tJldang Encrgi. dan $umber Daya Miners! 
Sub Bidang PnriwiMta 

Bidll.ng Pcmb&.11gunan Oesi1 
Sub Bidnng. Ptndidikan 
Sub Bidnng K<:~t.an 
Sub Sidno.g Pekerjean Umum d1111 l'\=.nataan Ruun!J 

01d0('8 Pcn~lcngg.lr,mn pcmcrint:abao lkis,'1 
Sub Bklnn_ft ~nyclen.ggarno.n 8elanja Pt-ngl.uutil.m 
Teto.p. TUJ'\,l!u~8,l}n dan Opcr,;1$lonal l'emcrintaha.n 
l}csa 
Sub Bideng Sarena du.n PraMtana Pt:mc.rlnHlhan 
0""6 
Sub B1da.n8 Adm,nistl'86i .Kepc::ndi.tdulam, 
1-'encatall'm S1pU, Slbli:J.tik clan Keantpo.n 
8u.b £1i4ttt1g Tata Preja Pr:mc·nnta.han. Pcrenc:unRlltl, 
Keuangan ditn Pelaporan 
Sub Bltlu.ng f\o-.rtanah3n 

BclanJft Modo.1 
9"1'"1)8 Modal f'<n1<111!aan Tanab 
Bela.nja Modal Peri:1~um. Mcsin. dan AJu1 IJcnll 
Bclanja Modal Kcndn.r1,.ui 
Bc:lru\in Mnda1 Offlung dnn l:l(utgunan 
Bc:lartjn ModRI Jolan 
Bclattja Modal Jemhllltln 
Bt:butja ModaJ b:~i/Embung/Air SuTignljOralnaac: 
Betartjo Modal Jaringa.n/lrusrnt,ud 
Bcl.lutjn Modal lamnyo 

15. tklk1ua Dess dalam k~u:ufikru.u Sub Bidang (l'-unR,!!il 

BelunJlt .1:;1.utanQ dan Jea 
Belanja Ban\.n(l Ptrlt<ngkapa.n Kantor 
Bclru,,io Jasa Honorarium 
Belaojn Opcta9ionaJ Apam:tur Or.k;l 
Belanja Jasn :X,wn 
&1.tnja Opcras1onal Perk:tntoran 
Bclanju. fleme:Uharaao 
Belanja Be.rnng dan Jasa yang 0'5<:rnhkntt kt:pada 
Ma:syaro k.81 

PenghasilRD Telnp div, TunJangan Per.mgka1 Oeica 
Jamlnan Keachatan hC"palft Oesa dan Pcrangktil 
Dcsa 
Tunj.u'IRftt'I BPD 

J3c Inn.ju Pl!gaY.-ilJ 

J>c·nghasi.lan ret:op da.n Tunjangan Kepala Deso. 

14. Bclnnja oeso dalam ldasifikasi ekcncmv 
Jumlt1h belan,;a da1em kla.st.IDm~i ek<tnllmi adalah sebagni bcrl1$;,.V"''---- ----- 

Angg,v:tn R<a!IS85l 
(Ltb,hl/ 
kurang 

................ """'""" sxx.xxx xxx 
··············- ,OOC.,00( = xxx 

"""-""" xxx.xxx """ 

Sclama tahun angg.m1n 20xl. Pcmcrintahnn l)e:~1 mdaJruk:a.n penanggulo.ng.ao benc:orin tlau keedeen 
dr11ura1. scbagai berik.u1 



20x0 20.:cl Penwnbuh..'Ul/ 
IP(onR\lra-n_..nl 

BUMOcsXXX xxx.xxx =-= xxx 
BUMO<"SYYY ;UX.,oof =-= = xxx.xxx """·""" xx., 

-X.U.XXl'C ,t)l,C.11,:X,_'( ""' 19. d~l 

Rtncsan l\8l't Tclnp d.-r,o1 11ntuk mn¥Jr'lg·n'U\!ll08, klaalfikasi dia.tas da.pal dtllhat peda lampirao .•. 
l8. Pt'nycrtaan ModaJ 1)(,39 
Pernyerteen M.odaJ Cesa pe.da BUMDc.s adalah sebagaa bc.rikul~---- ----- _ 

Omntt Pt:n1bi,~, KemA$}'t.ra1an Deea 
Sub Btdang Kelenleramnn. Mt<"rtt'ban Umum.. dan JO<l<.JOO< X."OC.:ot.'( X.'Ot 
Pcllndungan Masyarakal 

Sub Bidnng Kcbudayoan dan Kcegnmaao """·""" """ . """ """ Sub Bida11A Kepemudaan dan Olah Raga xxx.xxx xxx .XX'! """ Sub Bidan,c Kdcmbe.ga,,n Mnsyamk.11 xxx.xxx """·""" xxx 
lOO<JOO< xxx.xxx """ f)eJanJa f3id:tn1t Ptm~tda)'ftao Masy:tNllc.aJ lk!la 

Sub BKiru,g Kclnu.lun dnn Pl':nknnnn xxx .xx.:,i; "'-"·""' - Sub Bidang Pertenian dan Pctc-makan """"""' """'""" xxx 
Sub Bathmg l~nlng)UttAtl KapM:ll1JS Apa1atur Oeaa X!'CX.xx., X:CC:.lOOC = 
Sub Btdang Pemberdayean Perempuun, xxx.xx., xxx.~,cx ... 
Pe·rhnt.lUr1$;1,n A.nak dan Kcluarga 
SI.lb Bidong l:\Qpet'l'1$t, V33.hu M.1.lu"O J(e-e.il IJA;-1 X,00.XXX XXX-~XX xxx 
Mcncn,i,u, (UMlv,I) 
Sub Bidatlg Dukungan Pt'nanama.n Modal x....= = """ Sub Bidang Perd.ap.ngan dan Perindum-ian ,UC:X.)Ut,t xxx.xx.x xxx 

:t..'(X..XXX XXJC .. '(.U ""' BcJa.nja. Bidan.g Pcoangulan,gan Benmna, Kearlaa.n 
[h)nJ rA I da n M cndesak. Oeu 
Sub Bldruig Penn.nlJ,g'l~lnllAAfl Bencnnn = ....... x = 
Sub Bidang Kee,drum ON'\111\I X,o<.lOO( == = 
Sub 81danM l\eadaan Mentlt:Sftk. = xxx.xxx xxx 

xxx.xxx ,ooc.xxx "-"" 
16. Pcmbiayw:m 
Jumlah ncno pcmbiaya.an Lftbun anggaran 20~1 odnlah ~l: 

AnJw>.ran Rca.lisa$1 (Lcbih)/ 
kura!!£ 

Pt-ncrimA.ll11 1"1:m h-1:u.)'fLlm =·= =·= '"' Pen,g.elua.mn Pcmbiayaan xxx.xxx sxx-xxx xxx 
=·= ,OOC..:CX..'C xxx 

P<:nerim.ann FTn1b1ayMn tetditl darl: 
1. SUPA tahun tUlgg1ITtU"I ~~"'lumrwu xxx.xxx xxx.xxx lOL' 

2. Pencairan Dana Cadang<m """·""" XXX-'CC't = 
3. Hrul.il PefUunJ~n Kekayna.n Desa yang dipi.sah.lcan xxx.xxx xxx.xxx )00( 

XM.XXX ==· "-" 
Pe-nge1uaran Pembiayean terd.in clrui: 
I. rt-mbcntukan Dana Cadangnn XXX.JOO< JCOC.lOC..'C = 
l. ~nyertaan Mod.a.I Dese """-"""' xxx.xxx -ccc 

XXlC.XXX !OOL.'XX x..x 

17. I\M:1 Dcms 
":ralchan eeet desa adalah seboga..i berikut, 

'20ic0 20xl ~nombahan/ 
,~ngurnnll,.ln) 

Ta nab xxx ,JOO; XX,"t.XX:,t """ ~ma1UJ1, Mc.."cln, tla.n AJat Berni XXX,>00< XX.'C.xx., xxx r 1((-ndaraan X.10t .ccc X,CX.XX,'( = 
Ocdu.ng den Bangun.un =·= -·""" xxx 
,Jalan =·= xxx.xxx x..x 

lLr .Jembenw-1 ,1Ut.'( ,,cu: JCOC.l'Ot.'C' """ t ingruil/EmhUr'IM./ Air Sunp.,pi/Dratna~ XXX.JOO< xxx.xxx """ Jaringan/LnaWW:11 xxx.xxx xxx.xxx ""-' 
A5Crt Tl'tap 1a.llll1,)1S' XX.'UCC< xxx.xxx """ l\on;s.tn.ik.."I duln.m Pengetjaa.n X.'Ot.XX:X xx,i-.xxx xxx 

xxx.xxx x,oc.,oot xxx 
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~ RUSMAN ALI 

BUPATI KUBU RAYA.~ 

( 1 

............................................................. 

l\r-uiatan An nm 
No. 'rcgrom Jeni~ Lok:uri olumc ~tuan umlah ... umber.Dana 

. . .. 
Desa 
Kecurnatan 
Kabupe.ten 
Prov inst 

PROGRAM SEK.TOR.AL, PROGRAM DAER.AH, DAN PROGRAM LAINNYA YANG MAtiUK frill 
DESI\ 

LI\MPIRAN II 
PERA1'URAN DESI\ 
NOMOR • , TIIHUl'I ..... 
1'Br<TANO 
LAPORAN PER1'ANGOUl'IGJAWAOAN 
RF.111.ISASI APR 
DESA 

T.'4. Formal Progm.m Sckwml, Progr.s.n1 naeran. dan Program Lalnny(I Yang Mesuk Ke uesa 


